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I. PENDAHULUAN 

 

  

1.1. Pangan dan Peranannya 

Kondisi pangan dunia sejak akhir abad ke-20 sangat 

memprihatinkan. Hal ini ditandai oleh dominasi negara-negara maju 

akan produksi pangan yang menyebabkan produksi pangan tidak 

merata dan meningkatnya kelaparan dan malgizi di negara-negara 

berkembang dan miskin. Setiap tahun, dilaporkan 13 sampai 18 juta 

orang meninggal yang sebagian besar adalah anak-anak karena 

kekurangan pangan.  

Kekurangan pangan yang menimbulkan kelaparan dan nutrisi 

sangat berbahaya apabila negara-negara sedang berkembang tidak 

mampu memacu pertumbuhan produksi pangan mereka, sejalan 

dengan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Tidak semua 

negara sedang berkembang memiliki sumber daya lahan yang cukup 

untuk mengembangkan pertanian dan produksi pangan, atau 

menguasai teknologi pemanfaatan lahan. 

Ketimpangan produksi pangan yang sangat tinggi di dunia 

dapat diperlihatkan dengan membandingkan produksi pangan di 

negara-negara miskin dan maju. Di Afrika, karena pertambahan 

penduduk yang begitu cepat dan produktivitas lahan yang terbatas, 

pertumbuhan output pertanian tahunan per kapita pada tahun 1960-

an hanya 0,2% dan bahkan merosot tajam pada tahun 1970-an 

menjadi -1,4%. Pada saat yang sama, terjadi kelebihan produksi dan 

penurunan permintaan pasar dunia yang mengakibatkan lahan 

pertanian seluas 26 juta ha di Amerika Serikat tidak dimanfaatkan.  

Pada peringatan Hari Pangan se-Dunia tanggal 16 Oktober 

2002, FAO mengemukakan angka rawan pangan yang masih cukup 

besar, yaitu tidak kurang dari 815 juta penduduk dunia sedang 

berjuang melawan kelaparan. Kondisi ini mengakibatkan setiap 

empat detik satu jiwa melayang. Selain itu hampir 800 juta penduduk 
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mengalami kelangkaan pangan dan selangkah lagi mereka akan 

masuk ke dalam kelompok kelaparan. Masih menurut data FAO, 

sekitar 6,6 juta anak meninggal setiap tahun karena kekurangan gizi. 

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, 

karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi 

individu. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 

hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan 

bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan 

atau pembuatan makanan dan minuman (UU No. 7 Tahun 1996 

tentang Pangan). Pemenuhan pangan sangat penting sebagai 

komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, 

setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan 

pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. 

Pemenuhan kecukupan pangan bukan hanya merupakan kewajiban, 

baik secara moral, sosial maupun hukum termasuk pemenuhan hak 

asasi manusia, tetapi juga merupakan investasi pembentukan sumber 

daya manusia yang lebih baik dimasa datang. Pemenuhan kecukupan 

pangan merupakan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya 

seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. 

Dan Morgan (1980) mengatakan bahwa pangan memang 

sangat penting bagi kehidupan dan kesehatan manusia, namun 

pangan juga mempunyai nilai politik, sejarah, dan ikut mewarnai 

masalah-masalah internasional. 

Penggunaan pangan sebagai senjata politik oleh Amerika 

Serikat dilakukan secara efektif dan berencana. Earl Butz, Menteri 

Pertanian AS, menegaskan tentang peranan pangan dalam 

percaturan politik luar negerinya dengan mengatakan: ”food is a 

weapon, it is now one of the principle tools on our negotiating kit” 

(George, 1981). 
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Adanya prinsip ”food as a weapon” yang diterapkan oleh 

negara pemasok pangan utama dunia, maka bagi negara yang tidak 

memiliki ”comparative advantage” dalam produksi pangan seperti 

pertahanan diri, investasi di sektor pangan akan dilakukan kendati 

dengan mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi, namun lebih 

menonjolkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan 

nasional seperti ketahanan pangan (food security) dan peningkatan 

pendapatan petani. 

Dalam sejarah Republik Indonesia, Presiden RI Soekarno 

menyadari betul betapa pentingnya permasalahan pemenuhan 

kebutuhan pangan bagi kelangsungan kehidupan bangsanya, hal ini 

disampaikan beliau dalam pidato pada acara Peletakan Batu Pertama 

pembangunan Gedung Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia di 

Bogor, 27 April 1952, yaitu : ”…., apa yang saya hendak katakan itu, 

adalah amat penting, bahkan mengenai soal mati-hidupnya bangsa 

kita di kemudian hari…. Oleh karena, soal yang hendak saya 

bicarakan itu mengenai soal persediaan makanan rakyat”.  

Pandangan dan pola pikir seperti ini masih berlanjut dianut 

oleh Presiden RI kedua Soeharto. Ini terbukti bahwa 21 tahun 

kemudian, pada 11 Mei 1973, dalam salah satu acara kunjungan 

kerja di Yogyakarta, Presiden RI Soeharto waktu itu mengemukakan: 

“…………. jadi kalau kita akan mengatasi kekurangan beras itu dengan 

mengimpor, bilamana kemungkinan devisa itu ada, keadaan di 

duniapun juga tidak mengijinkan kita”. Selanjutnya Presiden RI kedua 

mengemukakan “………Kita harus menghasilkan sendiri bahan-bahan 

pangan khususnya beras dalam jumlah yang kita telah ketahui agar 

kestabilan dari pada harga beras itu betul-betul akan terjamin………”. 

Pada bagian lain Presiden RI Soeharto berujar “…….kalau kita 

simpulkan keseluruhannya jelas daripada harga beras yang tidak bisa 

dikendalikan, stabilitas nasional akan terganggu..........” (Sawit dkk, 

2002). Dalam pidato Presiden RI Soeharto ini, dengan sangat jelas 

pangan itu diartikan sebagai beras. 
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Penggalan pidato tersebut menunjukkan bahwa Presiden 

Soekarno telah menyadari sepenuhnya apabila negara tidak mampu 

menyediakan pangan yang cukup bagi rakyat, maka akan timbul 

keresahan sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu kestabilan 

ekonomi dan politik. Ironisnya, pemerintahan Presiden Soekarno 

pada tahun 1965 jatuh, salah satu pemicunya adalah 

membumbungnya harga bahan pangan, khususnya beras. Peristiwa 

yang hampir sama terulang kembali pada saat jatuhnya 

pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998.  

 

1.2. Peran Strategis Kelembagaan Ketahanan Pangan 

Komunitas global telah memahami bahwa kondisi pangan di 

banyak negara saat ini, kritis dan mengkhawatirkan, sehingga 

berbagai upaya dan kebijakan sudah mulai dilakukan. Kekhawatiran 

yang bermula dari wacana telah ditanggapi oleh masyarakat 

internasional dengan mengambil langkah kebijakan kolektif bersama 

untuk mengurangi kekurangan akses pangan dari golongan 

masyarakat bawah. 

Krisis pangan ini diperparah dengan krisis energi yang 

menyebabkan sektor industri dan ekonomi menurun. Kondisi tersebut 

mengakibatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat. 

Hal ini merupakan fenomena sebab-akibat yang saling berhubungan 

satu sama lain. 

Sistem pangan dunia sebagian bersifat eksklusif. Setiap 

negara melakukan kebijakan khusus untuk mempertahankan status 

ketahanan pangan yang optimal. Sumber daya ekonomi, subsidi, 

kebijakan, dan lainnya dikerahkan untuk mempertahankan sistem 

pangan nasional masing-masing secara optimal karena ketahanan 

pangan berpengaruh langsung terhadap ketahanan sosial dan politik 

di negara tersebut. 

Pada kasus beras, negara-negara seperti Indonesia, Thailand, 

Vietnam, Filipina, China, dan sebagainya melakukan kebijakan 
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produksi untuk mempertahankan sistem pangan nasional masing-

masing. Jika ada surplus, sisa tersebut dilempar ke pasar 

internasional sebagai bagian dari perdagangan sisa (residual trading). 

Jika harga pasar baik, negara tersebut akan mendapatkan tambahan 

devisa. Jika harga rendah, sisa surplus dijual dengan harga dumping. 

Sebagian lain dijalankan dengan sistem perdagangan global 

yang besar, bahkan cenderung bersifat monopoli kartel, seperti kasus 

kedelai dan gandum. Oleh karena itu, tidak ada perdagangan pangan 

yang betul-betul bersifat pasar dengan persaingan yang bebas, 

efisien, dan berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing. 

Produksi pangan dan pertanian global banyak dicampuri oleh tangan 

negara dan pemerintah. Berdasarkan perkembangan dan realitas 

yang ada maka sistem ketahanan pangan harus dibangun di atas 

landasan kelembagaan, kebijakan, dan sistem pasar yang kuat. 

Kebutuhan pangan nasional tidak dapat terus bergantung pada impor 

sehingga setiap tahun menghadapi krisis, apakah impor bisa 

dilakukan atau tidak, mengingat pasar beras internasional hanya 

memiliki pasokan yang sedikit. 

Kinerja kelembagaan didefinisikan sebagai kemampuan suatu 

kelembagaan untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya 

secara efisien untuk menghasilkan output yang sesuai dengan 

tujuannya dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Saat ini, 

kelembagaan ketahanan pangan di Indonesia dengan berbagai 

perangkat dan tata kelembagaan yang ada ternyata belum mampu 

mengantisipasi, mencegah dan menangani persoalan rawan pangan 

dan gizi buruk. Sementara itu, kelembagaan pangan lokal sebagai 

struktur penting penopang sistem ketahanan pangan telah banyak 

mengalami pelumpuhan, marjinalisasi, serta digantikan oleh pranata 

formal yang terkesan asing bagi komunitas tertentu. Kehadiran 

kelembagaan pangan formal dan mekanisme distribusi pangan yang 

sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar telah meminggirkan 

eksistensi kelembagaan pangan asli yang selama ini menopang 
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sistem ketahanan pangan masyarakat. Kehilangan aset kelembagaan 

sosial pangan akan memberikan implikasi yang sangat signifikan 

pada kapasitas ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi 

komunitas di kawasan terisolasi atau rumah tangga pada lapisan 

sosial terendah (miskin), dimana aksesibilitas terhadap pangan 

sangat rendah. Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan 

sosial pangan asli yang mampu menyediakan sistem ketahanan 

pangan handal di tingkat lokal perlu memperhitungkan semua 

permasalahan dan isue-isue yang terkait dengan upaya untuk 

merevitalisasinya. 
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II.  PERKEMBANGAN KONSEP KETAHANAN PANGAN  

 

 

2.1. Revolusi Hijau 1950-an 

Awalnya, Revolusi Hijau merujuk pada transformasi pertanian 

yang dimulai pada tahun 1941, sebagai respon atas permintaan 

Pemerintah Mexico untuk membangun lembaga penelitian yang 

mengembangkan varietas gandum agar mampu memenuhi 

pertumbuhan penduduk di negara tersebut. Norman Borlaug yang 

bekerja di Rockefeller Foundation ditugaskan ke Meksiko untuk 

menjalankan tugas tersebut. Kebutuhan gandum Meksiko pada tahun 

1943 setengahnya dipenuhi dari impor, tahun 1956 Meksiko berhasil 

mencapai swasembada gandum dan tahun 1964 Meksiko berhasil 

mengekspor setengah juta ton gandum.  

Transformasi pertanian tersebut menyebar sebagai hasil kerja 

berbagai aspek seperti penelitian, penyuluhan dan pembangunan 

infrastruktur yang sebagian besar didukung oleh Ford Foundation dan 

Rockefeller Foundation, bersama yayasan besar lainnya, dan 

pemerintah negara yang bersangkutan. Istilah Revolusi Hijau 

pertama kali digunakan dan dipopulerkan oleh  Direktur USAID, 

William Gaud, untuk mengkontraskan dengan Red Revolution 

(Revolusi Merah) yang terjadi di Rusia atau White Revolution 

(Revolusi Putih) yang terjadi di Iran pada masa tersebut.  

Tahun 1961 ketika India mengalami kekurangan pangan yang 

berat, Borlaug diundang oleh Pemerintah India untuk membuat suatu 

terobosan yang dapat meningkatkan produksi pertanian India. 

Kemudian, ia mengimpor benih gandum dari Meksiko dan memilih 

Punjab sebagai lokasi uji coba pertama karena ketersediaan air yang 

mencukupi. Sejak itu, India memulai Revolusi Hijau melalui program 

pemuliaan tanaman dan irigasi serta penyediaan pupuk kimia. 

Pada waktu yang hampir bersamaan, Pemerintah Philipina 

bersama Ford Foundation dan Rockefeller Foundation membentuk 
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IRRI (International Rice Research Institute). Persilangan antara gen 

padi Dee-geo-woo dengan Peta dikembangkan mulai 1962. Pada 

tahun 1966, salah satu galur hasil persilangan tersebut menghasilkan 

kultivar baru yaitu IR8. Varietas tersebut memerlukan pupuk dan 

pestisida agar menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dari 

kultivar yang konvensional. Produksi padi di Philipina dengan 

menggunakan kultivar ini mampu meningkat dari 3,7 juta ton 

menjadi 7,7 juta ton dalam waktu dua dekade. Pergantian 

penggunaan kultivar dari yang konvensional menjadi kultivar baru, 

menjadikan Philipina sebagai negara pengekspor beras pertama 

kalinya pada abad ke-20. Namun demikian, penggunaan pestisida 

dan pupuk kimiawi yang cukup besar memberikan dampak negatif 

dengan berkurangnya jumlah spesies ikan dan katak di sawah. 

 India kemudian mengadopsi IR8 tersebut untuk 

dikembangkan dinegaranya. Pada tahun 1968, S.K. De Datta seorang 

ahli agronomi India mempublikasikan bahwa IR8 menghasilkan 

produktivitas sekitar 5 ton per hektar tanpa pemupukan dan hampir 

mencapai 10 ton per hektar apabila menerima perlakuan secara 

optimal. Produktivitas kultivar baru ini 10 kali produktivitas kultivar 

konvensional. Kultivar baru IR8 dibudidayakan secara luas di Asia dan 

dijuluki sebagai "Miracle Rice".  Bisa dibayangkan, jika sebelum tahun 

1960-an produktivitas padi hanya sekitar dua ton per hektar; pada 

pertengahan 1990-an produktivitas padi di India meningkat dengan 

cepat dan mencapai enam ton per hektar. Dalam periode yang sama, 

peningkatan produktivitas ini juga telah menurunkan biaya produksi 

padi per ton sekitar $550 pada tahun 1970-an menjadi kurang dari 

$200 pada tahun 2001. India juga menjadi salah satu negara yang 

paling sukses dalam memproduksi padi, yaitu sekitar 4,5 juta ton per 

hektar pada tahun 2006. Sejak Revolusi Hijau, kejadian kelaparan 

hebat yang pada awalnya diterima sebagai keniscayaan dan tidak 

dapat dihindarkan, tidak pernah dialami lagi. 
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Tentu saja, banyak upaya telah dilakukan untuk mencontoh 

sukses Revolusi Hijau di Meksiko dan India. Namun, upaya-upaya 

tersebut bisa dikatakan tidak atau kurang berhasil di Afrika karena 

berbagai sebab, antara lain: perilaku koruptif yang dijumpai di 

berbagai kalangan, masalah-masalah keamanan domestik, 

terbatasnya infrastruktur, dan kurangnya keberpihakan dari 

pemerintah terhadap petani. Kegagalan Revolusi Hijau juga terjadi di 

Afrika akibat minimnya sarana irigasi dan ketersediaan air, tingginya 

diversitas kemiringan dan tipologi tanah dalam satu area/kawasan.  

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki hal 

tersebut, Negara Afrika Barat melakukan introduksi dan penyebaran 

varietas padi unggul berproduktivitas tinggi yang dikenal sebagai 

"New Rice for Africa” (NERICA). Produktivitas NERICA lebih tinggi 

sekitar 30 persen dalam kondisi normal dan mampu meningkatkan 

produktivitas dua kali lipat dengan menambah sedikit pupuk dan 

irigasi. Meskipun demikian, pemerintah kesulitan untuk menyebarkan 

varietas unggul tersebut sampai ke tangan petani. Hingga saat ini 

program tersebut hanya berhasil di Guinea dengan sebaran varitas 

padi unggul hanya mencapai 16 persen. 

 

2.1.1.  Teknologi: Kunci Sukses Revolusi Hijau dan 

Peningkatan Ketahanan Pangan 

Keberhasilan pengembangan dan pemanfaatan varietas 

unggul baru di Meksiko disebarkan ke negara lainnya dengan 

dukungan Ford Foundation dan Rockefeller Foundation. Kegiatan-

kegiatan dibawah payung Revolusi Hijau pada dasarnya untuk 

menyebarkan teknologi yang telah ada, namun belum dimanfaatkan 

secara luas, kecuali oleh negara-negara industri. Teknologi tersebut 

antara lain mencakup pemanfaatan pestisida, penyediaan air melalui 

pengembangan sistem irigasi, pemanfaatan pupuk nitrogen sintetis, 

dan penggunaan varietas unggul yang dihasilkan melalui 

pemanfaatan ilmu dan teknologi pemuliaan yang konvensional. Salah 
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satu kunci keberhasilan Revolusi Hijau dalam pengembangan 

teknologi adalah produksi varietas tanaman yang disebut ”benih 

ajaib” oleh banyak pihak. 

Dengan berkembangnya ilmu genetika molekuler, mutasi gen 

memungkinkan untuk mengembangkan klon (kembaran) varietas-

varietas unggul baru. Gen-gen yang membentuk varietas unggul 

gandum, jagung dan padi mampu diidentifikasi. Hal ini 

memungkinkan berkembangnya varietas baru lagi yang ditujukan 

untuk meningkatkan produktivitas melalui pengumpulan gen yang 

mampu melakukan asimilasi langsung untuk menghasilkan bulir 

dengan mengurangi kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman.  

Memang, varietas baru secara signifikan mengalahkan varietas 

tradisional apabila kondisi-kondisi pendukung utamanya terpenuhi, 

seperti ketersediaan air (irigasi) yang cukup, pengendalian hama 

penyakit melalui pestisida, dan pemupukan. Namun demikian, apabila 

ketersediaan faktor-faktor produksi tersebut terganggu maka 

produksi padi varietas tradisional mungkin lebih tinggi dari pada 

varietas unggul tersebut.  

Revolusi Hijau oleh banyak ahli dinyatakan sebagai suatu 

keajaiban (miracle) karena mampu menyelamatkan banyak negara di 

Asia dari kekurangan pangan. Program Revolusi Hijau mampu 

meningkatkan produksi padi sawah dengan kenaikan yang sangat 

mencolok. Kenaikan  tersebut memberikan dampak pada 

meningkatnya ketersediaan pangan dengan harga murah dan 

sekaligus juga menjadi penopang pertumbuhan pesat ekonomi Asia. 

Di Filipina dan India harga riil beras menurun tajam sejak 1970. 

Adopsi padi modern dan introduksi teknologi Revolusi Hijau mampu 

mereduksi tajam permintaan Asia kepada pasar beras dunia, dari 60 

persen pada tahun 1960-an menjadi 20 persen pada tahun 1980 

(David dan Otsuka, 2004).  

Penerapan teknologi modern berhasil menurunkan biaya 

produksi per satuan hasil. Hal ini memungkinkan pemerintahan 
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negara-negara Asia menyelaraskan berbagai tujuan kebijakan pangan 

nasional yang saling bertentangan (tidak saling mendukung), yaitu (i) 

menyediakan pangan dengan harga murah dan stabil (ii) tetapi pada 

saat yang sama juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan 

petani dan (iii) swasembada beras. Ketiga tujuan tersebut dapat 

dicapai secara bersamaan apabila introduksi dan adopsi teknologi 

padi modern mampu secara mencolok meningkatkan pertumbuhan 

produktivitas usahatani padi, sehingga terjadi penurunan tajam biaya 

produksi dari setiap ton padi yang dihasilkan oleh petani, walaupun 

input (biaya produksi) persatuan luas lahan yang diperlukan untuk 

adopsi padi modern lebih tinggi daripada untuk menanam padi 

tradisional (David dan Otsuka, 2004). 

Keuntungan Revolusi Hijau, yaitu: (1) timbulnya rasa percaya 

diri petani, penyuluh, para ahli serta para pemimpin masyarakat 

terhadap kemampuan mereka meningkatkan produksi secara cepat; 

(2) penyebaran teknologi baru di pedesaan berdampak terhadap 

tuntutan akan input dari infrastruktur seperti jalan, sumber tenaga, 

penataan pemasaran serta jaminan irigasi yang mengakibatkan 

secara politis meningkatnya prioritas sektor pertanian; (3) petani dan 

usahatani memperoleh prestise sosial yang lebih besar serta dikenal 

masyarakat. Sebelum datangnya teknologi baru, bidang pertanian, 

terutama usaha tanaman pangan, dianggap suatu profesi yang hanya 

membutuhkan otot, bukan otak. Karenanya orang-orang terpelajar 

serta golongan intelektual tidak menganggap usahatani sebagai suatu 

profesi, tetapi pekerjaan yang digemari di daerah perkotaan; (4) 

agrarian-reform mulai menarik perhatian. Teknologi baru 

menyebabkan pekerjaan yang menggunakan lahan secara efektif dan 

efisien jadi menarik serta menaikan tekanan politis kepada para 

tokoh politik untuk membuat peraturan dan undang-undang dibidang 

pertanian; (5) pembangunan pedesaan mulai mendapatkan perhatian 

serius, karena bila pertanian bergerak dari tingkat subsisten menjadi 

pertanian yang berorientasi pasar maka pembangunan transportasi, 
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komunikasi pedesaan, perlistrikan dan infrastruktur pedesaan lainnya 

menjadi suatu keharusan sosial ekonomi; (6) pada negara-negara di 

Asia Selatan dan Asia Tenggara, dimana Revousi Hijau berakar dan 

mulai menampakkan dampaknya, produksi meningkat melalui 

peningkatan produktivitas; (7) Revolusi Hijau telah melengkapi apa 

yang dibutuhkan bagi kebijaksanaan nasional untuk memperoleh 

dampak atas pergeseran tingkat pertumbuhan penduduk dengan 

potensi sumber daya masing-masing negara; dan (8) suatu hasil 

yang penting adalah mempertahankan laju peningkatan produksi 

pangan selalu di atas tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga dapat 

menurunkan harga beras. Keadaan ini memungkinkan lapisan 

penduduk yang ekonominya sulit untuk meningkatkan konsumsi 

kalorinya, dengan demikian mencegah bertambahnya jumlah 

penduduk yang kurang gizi. 

Kelemahan Revolusi Hijau, yaitu: (1) ekonomi: struktur, 

biaya, resiko dan permasalahan petani sangat mempengaruhi 

rencana penggunaan tanah dan air, variasi pilihan dan tingkat 

penggunaan input kecil. Pada kebanyakan negara berkembang, 

asuransi tanaman yang efektif belum ada. Jika pertanaman rusak 

karena bencana alam, institusi keuangan dan pemerintah hanya 

dapat menyetujui penjadwalan ulang hutang dan menghapuskan 

bunga mereka dan bukan penghapusan hutang. Itulah sebabnya 

pada daerah rawan bencana, para petani untuk sedapat mungkin 

tidak menggunakan input yang dibeli, karena tidak mau ambil resiko; 

(2) keadilan: isu tentang keadilan adalah sesuatu yang melibatkan 

keuntungan relatif yang diterima oleh petani kecil/gurem dan petani 

kaya, nasib petani penggarap yang tidak punya lahan, dan dampak 

teknologi baru terhadap pendapatan dan kesejahteraan wanita. 

Sekarang telah dikenal secara luas bahwa teknologi baru cenderung 

”berskala netral”, sebagai contoh: petani–petani tanpa memandang 

luas pemilikan tanahnya, dapat menarik keuntungan ekonomis 

dengan kesempatan untuk dipenuhi kebutuhan input tanahnya. 



Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia 13 

Namun demikian, teknologi produktivitas tinggi bukanlah ”sumber 

daya netral”. Dengan kata lain untuk output yang lebih tinggi 

dibutuhkan input yang lebih banyak; (3) kesempatan kerja: negara-

negara berkembang dengan penduduk pedesaan yang mempunyai 

masalah pengangguran dan kekurangan lapangan kerja yang serius. 

Penggunaan teknologi maju yang mengurangi penggunaan tenaga 

kerja harus ditambah dengan penciptaan alternatif-alternatif 

lapangan kerja baru. Bila penerapan teknologi baru terjadi 

bersamaan dengan pengurangan lapangan kerja akan mengakibatkan 

penderitaan manusia; (4) kebutuhan energi: bila jalur peningkatan 

produktivitas yang dipilih menghendaki peningkatan konsumsi energi 

yang tidak dapat didaur ulang, maka lama-kelamaan penggunaan 

energi tersebut akan menjadi bumerang, karena suatu sumber energi 

yang terbatas tidak dapat dieksploitasi dengan cara berganda. 

Pertanyaan timbul tentang seberapa jauh sumber energi yang dapat 

di daur ulang tersebut bisa menggantikan energi minyak bumi; (5) 

ekologi: dampak teknologi baru terhadap ekologi meliputi bidang-

bidang erosi dan kehilangan sumber genetis tanaman, polusi yang 

disebabkan oleh penggunaan pupuk dosis tinggi dan bahan kimia 

lainnya, rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang timbul 

akibat homogenitas genetis dan pengrusakan kesuburan tanah dan 

pengikisan tanah. 

 

2.1.2.  Revolusi Hijau di Indonesia 

Gerakan Revolusi Hijau dijalankan di Indonesia sejak era 

Pemerintahan Soeharto. Pada kenyataannya, Revolusi Hijau mampu 

meningkatkan produksi padi di Indonesia secara cepat, sehingga 

pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. 

Namun pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, menyebabkan 

Revolusi Hijau ini tidak mampu untuk mengantarkan Indonesia 

menjadi sebuah negara yang berswasembada pangan secara tetap. 

Pencapaian swasembada pangan hanya mampu bertahan beberapa 
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tahun antara tahun 1984 dan 1986. Revolusi Hijau juga 

menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial di 

pedesaan karena hanya menguntungkan petani yang memiliki tanah 

lebih dari setengah hektar, petani kaya di pedesaan, serta 

penyelenggara negara di tingkat pedesaan.  

Sebelum Revolusi Hijau dilaksanakan, keadaan penguasaan 

dan pemilikan tanah di Indonesia sudah timpang, akibat dari 

gagalnya pelaksanaan Pembaruan Agraria yang telah mulai 

dilaksanakan pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1965. Pertanian 

Revolusi Hijau juga dapat disebut sebagai kegagalan karena 

produknya sarat kandungan residu pestisida dan sangat merusak 

ekosistem lingkungan dan kesuburan tanah. 

Di Indonesia, penggunaan pupuk dan pestisida kimia 

merupakan bagian dari Revolusi Hijau, sebagai proyek ambisius Orde 

Baru untuk memacu produksi pertanian yang dimulai sejak tahun 

1970-an. Harus diakui bahwa Revolusi Hijau mampu menjawab satu 

tantangan yaitu ketersediaan kebutuhan pangan dunia yang terus 

meningkat. Namun demikian, dalam jangka panjang, keberhasilan 

tersebut memiliki dampak negatif yang mengancam kehidupan dunia 

pertanian, seperti komando penanaman padi, pemaksaan pemakaian 

bibit impor, pupuk kimia, pestisida. Hasilnya, pada dekade 1990-an, 

petani mulai kesulitan menghadapi serangan hama. Selain itu 

kesuburan tanah menurun, ketergantungan pemakaian pupuk yang 

semakin meningkat dan pestisida tidak manjur lagi serta bahan kimia 

sintetik yang digunakan dalam pertanian telah merusak struktur, 

kimia dan biologi tanah.  

Revolusi Hijau memang pernah meningkatkan produksi gabah, 

namun berdampak negatif seperti musnahnya berbagai organisme 

penyubur tanah, kesuburan tanah merosot/tandus, tanah 

mengandung residu (endapan pestisida), hasil pertanian mengandung 

residu pestisida, keseimbangan ekosistem rusak dan terjadi 
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peledakan serangan dan jumlah hama. Revolusi Hijau bahkan telah 

mengubah secara drastis hakekat petani.  

Dalam sejarah peradaban manusia, petani bekerja 

mengembangkan budaya tanam dengan memanfaatkan potensi alam 

untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Petani merupakan 

komunitas mandiri. Namun dalam Revolusi Hijau, petani tidak boleh 

memperbanyak benih sendiri. Bibit yang telah disediakan merupakan 

hasil rekayasa genetika dan sangat tergantung pada pupuk dan 

pestisida kimia. Akibatnya terjadi inefisiensi produksi dan 

melemahkan kegairahan bertani. 

Meskipun dalam Undang-Undang No. 12/1992 tentang 

Budidaya Tanaman telah disebutkan bahwa “petani memiliki 

kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan 

pembudidayaannya”, tetapi ayat tersebut dimentahkan lagi oleh ayat 

berikutnya, yakni “petani berkewajiban berperan serta dalam 

mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanam” 

(program pemerintah). Dengan begitu, kebebasan petani tetap 

dibatasi oleh rezim pemerintah. 

Indonesia dianggap berhasil dengan Revolusi Hijau padi 

karena: (a) memiliki iklim dan tanah yang sesuai, (b) mampu 

menyediakan dana yang cukup, (c) organisasi penyuluhan yang 

terbina dengan baik, dan (d) suasana politik dan keamanan yang 

kondusif. Dana yang cukup tersebut dapat digunakan untuk 

membangun sarana irigasi yang mahal, mengembangkan lahan rawa 

pasang surut, menyediakan kredit, dan memberikan subsidi kepada 

sarana produksi serta dukungan harga. 

Konsep Revolusi Hijau yang di Indonesia menjadi program 

nasional untuk meningkatkan produksi pangan khususnya beras. 

Tujuan tersebut dilatarbelakangi dengan mitos bahwa beras adalah 

komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik dan sosial. 

Untuk memperkuat program tersebut, digulirkan Gerakan Bimas 

(Bimbingan Massal) yang berintikan tiga komponen pokok, yaitu 
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penggunaan teknologi yang sering disebut Panca Usaha Tani, 

penerapan kebijakan harga sarana dan hasil produksi serta adanya 

dukungan kredit dan infrastruktur. Gerakan ini berhasil 

mengantarkan Indonesia pada swasembada beras. 

 

2.2. Dinamika Konsep Ketahanan Pangan 1960-an sampai 

1990-an 

Ketahanan pangan yang merupakan terjemahan dari food 

security dan konsepnya sudah cukup lama bergulir. Pengertiannya 

pun telah diinterpretasikan dengan banyak cara, sehingga pemakaian 

istilahnya pun seringkali menimbulkan perdebatan. Beragamnya 

interpretasi tersebut karena ruang lingkupnya yang meliputi banyak 

aspek dan luas, sehingga setiap orang mencoba untuk 

menterjemahkannya sesuai dengan kondisi dan situasi yang 

berkembang saat itu.  

Pada tahun 1950 sampai 1960-an, ketika Perang Dunia II baru 

usai, pangan tentu menjadi pemikiran setiap negara dan bangsa, baik 

negara-negara maju maupun yang baru saja merdeka dan yang kalah 

perang, termasuk Indonesia. Motivasi dan latar belakang pengolahan 

pangan tentu saja berbeda antar berbagai negara tersebut. Negara-

negara yang baru merdeka memang berjuang keras untuk memenuhi 

kebutuhan pangan warganya yang baru saja lepas dari penindasan 

kolonial, sedangkan negara-negara maju mungkin memiliki agenda 

yang berbeda. 

Dengan kondisi seperti ini tidak heran apabila pada periode 

tersebut, pengertian ketahanan pangan lebih menekankan 

perhatiannya pada ketersediaan pangan, baik pada tingkat nasional 

maupun tingkat global daripada tingkat rumah tangga. Apalagi pada 

tahun 1970-an terjadi krisis pangan di Afrika karena gagal panen 

yang disebabkan baik oleh karena kekeringan maupun perluasan 

penggurunan. Keadaan ini mendorong negara-negara donor dan 



Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia 17 

masyarakat internasional untuk semakin memberikan perhatiannya 

pada penyediaan pangan secara nasional dan global.  

Pemahaman ketahanan pangan seperti ini mendapatkan 

legitimasinya dalam Konferensi Pangan Dunia tahun 1974 yang 

diselenggarakan oleh Badan PBB – FAO. Dalam World Food Summit 

tersebut, food security didefinisikan sebagai: “availability at all times 

of adequate world food supplies of basic foodstuffs to sustain a 

steady expansion of food consumption and to offset fluctuation in 

production and prices”. 

Untuk menindaklanjuti komitmennya pada World Food Summit 

1974, melalui suatu konferensi pangan, PBB mendirikan komite 

Ketahanan Pangan Dunia (The Committee on World Food Security) 

pada tahun 1975. Pada The World Food Summit, November 1996, 

ditargetkan untuk tahun 2015 mengurangi setengah dari jumlah 

orang yang kekurangan pangan di dunia. Target ini kemudian 

diadopsi pula dalam pertemuan “Millenium Summit” tahun 2000 dan 

pada Konferensi bulan Juni 2002 di Roma dengan topik “World Food 

Summit; Five Years Later”. 

Keterbatasan pemahaman ketahanan pangan sebagai 

ketersediaan pangan pada tingkat nasional dan global seperti di atas 

mendapatkan pencerahannya ketika terjadi krisis pangan, yang sekali 

lagi terjadi di Afrika pada pertengahan tahun 1980-an, dimana secara 

global ketersediaan pangan cukup untuk memenuhi seluruh 

penduduk dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan 

pangan yang cukup pada tingkat nasional dan global tidak secara 

otomatis menunjukkan kondisi ketahanan pangan pada tingkat 

individu maupun rumah tangga. Para pakar dan praktisi 

pembangunan kemudian menyadari bahwa kerawanan pangan bisa 

terjadi dalam kondisi dimana ketersediaan pangan cukup tetapi 

kemampuan memperoleh pangannya tidak cukup. Teori Sen tentang 

food entitlement memperoleh pengaruh yang sangat luas dan 

membawa perubahan pemikiran dalam pemahaman konsep 
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ketahanan pangan. Food entitlements rumah tangga diperoleh baik 

dari produksi sendiri, pendapatan yang diterimanya, atau 

mengumpulkan pangan dari sumber daya alam yang ada, dukungan 

dan bantuan dari masyarakat, asset sendiri ataupun ketika mereka 

melakukan migrasi untuk dapat memperoleh pangan yang lebih baik. 

Dengan demikian, kondisi sosial dan variabel ekonomi rumah tangga 

memiliki pengaruh yang besar kepada rumah tangga dalam 

memperoleh pangan.  

 Sebagai tambahan, memburuknya kondisi kerawanan pangan 

dapat dipandang sebagai proses perubahan jangka panjang dimana 

korbannya tidak secara pasrah menerima keadaan tersebut, tetapi 

memang keadaanlah yang menyebabkan mereka mengalami kondisi 

yang semakin buruk. Para pakar anthropologi mendalami bahwa 

populasi yang rentan terhadap kerawanan pangan sesungguhnya 

menunjukkan upaya-upaya untuk mengatasi masalah gangguan 

secara ekonomi, sehingga memberikan pemahaman yang lain 

tentang pentingnya pemahaman atas perilaku (behavior) rumah 

tangga dalam merespon masalah tersebut dan bagaimana mereka 

menghadapi (coping mechanism) keadaan krisis pangan.  

Lalu tahun 1983, FAO memperluas konsep di atas dengan 

memasukkan keamanan akses. Disini terlihat perhatian yang 

berimbang dari sisi demand dan supply. Tekanannya adalah kepada 

akses secara fisik dan ekonomi kepada pangan utama. Definisinya 

menjadi: “ensuring that all people at all times have both physical and 

economic access to the basic food that they need”. Pada tahun 1986, 

karena pengaruh laporan Bank Dunia tentang “Poverty and Hunger”, 

maka lalu diperluas lagi dengan memasukkan kemiskinan, 

pendapatan, bencana alam, krisis ekonomi, dan konflik. Maka definisi 

ketahanan pangan menjadi: “acsess of all people at all times to 

enough food for an active, healthy life”. 

 Pada akhir tahun 1990-an, lembaga donor, pemerintah, dan 

LSM mulai mengumpulkan informasi dan variabel sosial ekonomi di 
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dalam menganalisis kerawanan pangan. Pendekatan ketahanan 

pangan rumah tangga yang mulai berkembang pada tahun 1980-an 

menekankan baik ketersediaan maupun akses yang stabil terhadap 

pangan. Dengan demikian, pemahaman ketahanan pangan pada 

periode ini mulai menekankan dua aspek penting dalam ketahanan 

pangan, yaitu ketahanan pangan dalam arti ketersediaan pangan 

pada tingkat nasional (dan regional) maupun akses yang stabil pada 

tingkat lokal.  

 Hal-hal lain yang menjadi perhatian adalah berkenaan dengan 

pemahaman pangan sebagai satu sistem (food systems), sistem 

produksi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi komposisi 

dari ketersediaan pangan serta akses rumah tangga terhadap 

ketersediaan pangan tersebut secara terus menerus. Sekali lagi, 

perubahan pemahaman ketahanan pangan dengan menekankan 

aspek aksesibilitas pada tingkatan rumah tangga mendapatkan 

legitimasinya pada Konferensi Pangan Tingkat Tinggi tahun 1996, 

yang diselenggarakan oleh Badan PBB–FAO, dengan memberikan 

pengertian baru berkenaan dengan ketahanan pangan, yaitu Food 

Security exists when all people, at all times, have physical and 

economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their 

dietary needs and food preferences for an active and healthy life. 

 Hal lain yang juga belum begitu jelas hubungannya adalah 

bagaimana dampak nutrisi dapat diintegrasikan ke dalam 

pemahaman ketahanan pangan. Penelitian tentang gizi buruk 

(malnutrisi) menunjukkan bahwa pangan hanyalah salah satu faktor 

penyebab gizi buruk. Faktor-faktor lain yang memiliki dampak kepada 

gizi buruk antara lain adalah konsumsi dan komposisinya (dietary 

intake and diversity), kesehatan dan penyakit, serta perawatan ibu 

dan anak (maternal and child care), dan menyimpulkan bahwa 

ketahanan pangan rumah tangga merupakan prasyarat untuk 

ketahanan gizi, tetapi belum cukup untuk menjamin ketahanan gizi. 

Para pakar menunjukkan bahwa ada dua proses utama yang dapat 
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mewujudkan ketahanan gizi, yang pertama menentukan akses dari 

rumah tangga terhadap pangan bagi seluruh anggota rumah 

tangganya, dan yang kedua menunjukkan bagaimana pangan yang 

telah diperoleh tersebut ditransmisikan menjadi kecukupan nutrisi 

bagi setiap anggota rumah tangga (World Bank 1989). Proses yang 

kedua menentukan dan berasal dari bidang kesehatan, lingkungan, 

budaya dan perilaku yang dapat memberikan dampak positif bagi 

kecukupan gizi dari pangan yang dikonsumsinya. Proses yang 

pertama disebut jalur ketersediaan dan akses, sedangkan jalur kedua 

disebut jalur konsumsi dan gizi.  

 Pemahaman kerawanan pangan seperti di atas, telah merubah 

pemahaman ketahanan pangan rumah tangga dari sekedar 

kemampuan/akses pangan rumah tangga dan sistem pangan, 

menjadi perluasan pemahaman tentang dampak dari 

kesehatan/penyakit, sanitasi lingkungan, pola asuh (caring capacity), 

kualitas dan komposisi konsumsi sehingga dapat memberikan 

dampak gizi yang cukup.  

 Penelitian yang dilakukan pada akhir 1980-an dan awal 1990-

an menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan gizi sebagaimana 

pemahaman yang ada memerlukan pengembangan yang lebih 

komprehensif. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

ketahanan pangan hanyalah merupakan salah satu tujuan dari pada 

rumah tangga miskin; kecukupan pangan hanyalah salah satu dari 

berbagai faktor yang menentukan bagaimana rumah tangga miskin 

menentukan pengambilan keputusannya, bagaimana mereka mampu 

menyebar berbagai resiko sehingga mampu menyeimbangkan 

berbagai tujuan agar tetap hidup baik dalam jangka pendek maupun 

dalam jangka panjang. Beberapa kelompok mungkin bersedia untuk 

menahan lapar agar asetnya masih dapat dipertahankan atau untuk 

memenuhi kehidupan jangka panjang. Oleh karena itu, menempatkan 

ketahanan pangan sebagai satu-satunya kebutuhan yang 
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fundamental mungkin akan memberikan kesimpulan yang salah, 

apabila tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan lainnya.  

 Dengan demikian, perkembangan dan evolusi konsep dan isu-

isu ketahanan pangan dan gizi rumah tangga membawa para pakar 

kepada pemahaman baru yang lebih luas dan komprehensif tentang 

hubungan-hubungan antara ekonomi-politik kemiskinan, gizi buruk 

dan dinamika serta strategi yang dilakukan oleh rumah tangga miskin 

untuk tetap mempertahankan penghidupannya. Pemahaman ini 

memfokuskan pada tindakan-tindakan, persepsi dan pilihan-pilihan 

yang diambil oleh rumah tangga miskin untuk tetap hidup. Manusia 

dan rumah tangga akan selalu menyeimbangkan kebutuhannya, baik 

antara kebutuhan pangan serta tingkat kepuasan pemenuhan 

kebutuhan lainnya, baik yang bersifat material maupun non material. 

Masalah pembangunan ketahanan pangan yang 

multidimensional pun harus dilakukan melalui strategi yang 

komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan 

melibatkan segenap jajaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

pelaku usaha nasional, pelaku lembaga keuangan dan perbankan, 

perguruan tinggi, dan masyarakat madani (LSM/organisasi non 

pemerintah), organisasi masyarakat serta organisasi politik untuk 

bersatu memberantas kemiskinan sebagai salah satu faktor pemicu 

melemahnya ketahanan pangan. Penanggulangan masalah 

kemiskinan sangat ditentukan oleh komunitas lokal dan pemerintah 

setempat, karena penentuan sasaran dan pemecahan masalah akan 

dapat lebih cepat dan tepat jika ditangani oleh kelembagaan lokal 

yang telah mengakar di masyarakat.  

Keberhasilan swasembada beras dan perkembangan 

pemikiran ketahanan pangan di tingkat internasional memang telah 

mengurangi dan mendistorsi pengertian ketahanan pangan sebagai 

swasembada, sebagaimana pengertian tahun 1970-an dengan 

memberikan ruang bagi kemampuan akses rumah tangga atas 

pangan, dengan diperkenalkannya pemahaman swasembada on 
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trend, bukan swasembada absolut. Pemahaman ini di dalam negeri 

memperoleh legitimasinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan yang mendefinisikan pengertian ketahanan 

sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, 

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau”. Bandingkan 

dengan pengertian food security yang disepakati oleh FAO pada 

tahun 1996 yaitu Food Security exists when all people, at all times, 

have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious 

food to meet their dietary needs and food preferences for an active 

and healthy life. Bahkan instrumen perlindungan seperti to meet 

their food preferences tidak mampu diterjemahkan dalam Undang-

Undang tersebut secara tegas, atau bahkan dihilangkan. 

Pada periode 1990-an, ketahanan pangan telah menjadi 

perhatian yang penting, dengan perhatian dari individual sampai level 

dunia. Konsep ketahanan pangan lalu memasukkan keamanan 

pangan (food safety) dan kekurangan protein dan energi (protein-

energy malnutrition) yang dibutuhkan untuk hidup yang aktif dan 

sehat. Aspek preferensi pangan (food preferences), sosial dan 

kultural ikut dipertimbangkan. Laporan Pembangunan Manusia UNDP 

tahun 1994 mempromosikan konsep human security, di mana 

ketahanan pangan menjadi salah satu komponen yang diperhatikan. 

Dalam definisi World Food Summit tahun 1996, disebutkan bahwa: 

“Food security, at the individual, household, national, regional and 

global level (is achieved) when all people, at all times, have physical 

and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet 

their dietary needs and food preferences for an active and healthy 

life” . 
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2.3. Konsep Ketahanan Pangan Pasca Reformasi: Revolusi 

Hijau Jilid 2? 

 Kenyataan bahwa kerawanan pangan dan gizi buruk masih 

sering terjadi dan memiliki tingkat kemungkinan yang cukup tinggi 

menunjukkan bahwa, belum semua pihak menyadari swasembada 

yang tidak secara otomatis mampu menghilangkan kerawanan 

pangan dan gizi buruk. Kejadian di beberapa negara lain dan laporan 

dari banyak daerah menunjukkan bahwa kejadian kerawanan pangan 

tidak disebabkan oleh kekurangan pangan pada tingkat daerah dan 

regional, bukan pula masalah akses. Hal ini menegaskan bahwa 

kecukupan pangan bukan menjadi satu-satunya tujuan pemenuhan 

rumah tangga.  

Sebagian daerah juga melaporkan bahwa lebih dari 60 persen 

penyebab kerawanan pangan adalah handphone dan motor. Mengapa 

demikian? Karena rumah tangga yang memiliki pendapatan terbatas 

bersedia/rela menahan lapar untuk memenuhi kebutuhan lain yang 

juga dirasakan penting, yaitu membeli voucher pulsa handphone dan 

melakukan pembayaran cicilan motor. Alokasi pendapatan rumah 

tangga yang seharusnya untuk membeli pangan terpaksa dikurangi. 

Mereka tentu saja mengetahui, bagaimana melakukan strategi untuk 

mengalokasikan sumber dayanya yang sudah sangat terbatas untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan yang menurut mereka sangat logis 

dan bisa dijangkau dengan mengurangi pengeluaran bagi kebutuhan 

lainnya. 

Penelitian genetika untuk beberapa tanaman penting, 

bersama-sama dengan penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi 

telah membuka jalan baru dan melakukan perubahan yang besar 

dalam bidang teknologi pertanian yang mampu menghasilkan 

produksi yang spektakuler pada tahun 1950-an dan 1960-an. 

Perubahan-perubahan ini dikenal sebagai Revolusi Hijau, revolusi 

bidang teknologi dan input pertanian, yang apabila diterapkan  secara 

optimal dan bijaksana akan memungkinkan dan mampu mencapai 
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swasembada pangan (serealia) di Asia Selatan, Asia Tenggara, 

Meksiko dan Amerika Selatan. Setelah lebih dari 20 tahun, faktor-

faktor dan aspek-aspek yang memungkinkan keberhasilan Revolusi 

Hijau perlu dilihat kembali untuk mencari jalan dan kemungkinan 

baru yang dapat dihasilkan oleh sains dan teknologi dengan 

meminimalkan dampak negatif dari lingkungan hidup dan kesehatan. 

Pengembangan dan perakitan teknologi baru ini, umumnya dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi-bio (bioteknologi) dan 

penelitian genetika, yang pada saat ini sedang dipasarkan dengan 

label Revolusi Hijau Jilid 2. Seperti halnya Revolusi Hijau Jilid 1, tentu 

produsen utamanya adalah Amerika Serikat sebagai pusatnya 

teknologi (genetika) dunia. Dunia hanyalah sebagai konsumen saja. 

Revolusi Hijau (pertama) memang telah mengantarkan 

Indonesia berswasembada beras dan mampu meningkatkan produksi 

padi nasional hampir tiga kali lipat (289 persen) selama 30 tahun. 

Dalam dua dasawarsa terakhir disadari adanya beberapa kelemahan 

dan dampak negatif dari Revolusi Hijau yang patut dikoreksi. 

Pertama, perhatian saat itu lebih terfokus dan terlalu mengandalkan 

lahan sawah irigasi sebagai media produksi padi, sementara lahan 

suboptimal kurang mendapat perhatian. Kedua, intensifikasi padi 

cenderung pada penggunaan input (agrokimia) tinggi yang 

menyebabkan rendahnya kelenturan Sistem Usaha Tani (SUT) padi.  

Ketiga, kelestarian sumber daya (lahan dan lingkungan), kearifan dan 

sumber daya lokal kurang mendapat perhatian. Keempat, upaya 

peningkatan produksi padi belum sepenuhnya berhasil meningkatkan 

kesejahteraan petani. Gejala pelandaian produktivitas dan produksi 

padi nasional sejak beberapa dasawarsa terakhir akibat makin 

tipisnya perbedaan daya hasil berbagai VUB terhadap potensi 

genetiknya, makin mendorong perlunya koreksi terhadap Revolusi 

Hijau pertama. Apalagi makin mengemukanya isu lingkungan, 

perubahan iklim (global warming), konversi dan degradasi lahan, 

serta makin menggemanya tuntutan terhadap keamanan pangan 
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(food safety). Koreksi terhadap Revolusi Hijau mulai mengemuka 

pada Science Academic Summit pada tahun 1996 di Madras, India, 

dengan istilah Evergreen Revolution (Revolusi Hijau Lestari, RHL), 

dan pada World Food Summit tahun 1996 di FAO, Roma, dengan 

istilah New Green Revolution atau New Generation of Green 

Revolution. Strategi utama dari koreksi tersebut adalah untuk 

memacu kembali laju kenaikan produksi pangan tanpa merusak 

lingkungan dan dengan menggunakan teknologi yang padat IPTEK 

dengan sebutan greener food production growth. 

Di Indonesia, konsep awal Revolusi Hijau Lestari atau Revolusi 

Hijau Generasi Kedua makin diperjelas dan dijabarkan melalui 

beberapa diskusi pada forum Pekan Padi Nasional Pertama (PPN I) 

pada tahun 2002 dan menjelang PPN II pada tahun 2004 di 

Sukamandi, Jawa Barat. Diskusi bertitik tolak pada evaluasi 30 tahun 

pelaksanaan intensifikasi padi sejak 1969 yang pada umumnya 

bertumpu pada pendekatan atau teknologi Revolusi Hijau dengan 

segala kelebihan dan kekurangannya. Revolusi Hijau Lestari di 

Indonesia diarahkan kepada: Pertama, tanpa mengurangi harapan 

dan tumpuan pada lahan sawah irigasi, namun perhatian harus lebih 

besar kepada daerah suboptimal tertinggal atau unvapourable rice 

environment berupa lahan sawah tadah hujan, lahan rawa, dan lahan 

kering. Kedua, diversifikasi usaha tani berbasis padi dengan 

memperhatikan keanekaragaman potensi sumber daya pertanian 

(lahan/tanah, air iklim), kearifan lokal, dan teknologi indigenous 

(pupuk/bahan organik). Ketiga, pembangunan pertanian 

berkelanjutan yang mampu memenuhi permintaan dengan 

memanfaatkan IPTEK tinggi yang adaptif dan ramah lingkungan, 

berupa inovasi teknologi VUB, komponen teknologi pengelolaan LATO 

(lahan, air, tanah dan OPT), dan Sistem Farming dengan perhatian 

yang lebih besar terhadap upaya peningkatan pendapatan petani. 

Keempat, program intensifikasi harus memberikan perhatian yang 

lebih besar terhadap masalah gizi atau kesehatan, air bersih, 
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lingkungan, dan pembangunan pedesaan. Kelima, hambatan laju 

peningkatan produksi dan kesejahteraan petani tidak hanya diatasi 

dengan inovasi teknologi, tetapi juga rekayasa kelembagaan, 

termasuk penyuluhan dan pelatihan serta reforma agraria. Hingga 20 

tahun ke depan diperkirakan lahan sawah masih menjadi tulang 

punggung ketahanan pangan, khusus dalam pengadaan beras 

nasional.  

Sama dengan Revolusi Hijau pertama, inovasi teknologi juga 

menjadi tumpuan pada Revolusi Hijau Lestari, antara lain: pertama, 

pengembangan potensi genetik tanaman melalui reorientasi teknologi 

pemuliaan untuk meningkatkan “efisiensi fotosintesis” melalui 

pengembangan tipe tanaman ideal (VUTB) dan pemanfaatan 

keunggulan heterosis FI (Varietas Unggul Hibrida/VUH). Kedua, 

aktualisasi potensi genetik varietas melalui penerapan teknologi LATO 

dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu 

(PTT) dan Sistem Pertanian Preskriptif. Khusus untuk lahan 

suboptimal, perlu pula dikembangkan teknologi spesifik 

agroekosistem, seperti sistem pengelolaan tata air mikro pada lahan 

rawa pasang surut dan lebak, tanam sebar langsung dan 

pengendalian gulma pada lahan sawah tadah hujan, serta 

diversifikasi dan pola tanam tumpang sari pada lahan kering. 

Pada kenyataannya, kelaparan yang digunakan sebagai 

indikasi penindasan terhadap hak atas pangan masih berlangsung di 

mana-mana bahkan bertambah buruk. India adalah negeri dengan 

jumlah penderita kelaparan tertinggi di dunia, disusul oleh China. 

Sebanyak 60 persen dari total penderita kelaparan di seluruh dunia 

berada di Asia dan Pasifik, diikuti oleh negeri-negeri Sub-Sahara dan 

Afrika sebesar 24 persen, serta Amerika Latin dan Karibia 6 persen. 

Setiap tahun orang yang menderita kelaparan bertambah 5,4 juta. 

Juga setiap tahunnya 36 juta rakyat mati karena kelaparan dan gizi 

buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Dalam usaha mengatasi masalah kelaparan dan akses pangan, 

PBB melalui FAO memperkenalkan istilah “ketahanan pangan” dengan 

harapan adanya persediaan pangan setiap saat, semua orang dapat 

mengaksesnya dengan bebas dengan jumlah, mutu dan jenis nutrisi 

yang mencukupi serta dapat diterima secara budaya. 

Konsep tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan 

kemampuan sebuah negara untuk memproduksi dan mendistribusi 

pangan utama secara adil kepada rakyatnya. Juga mengabaikan 

kenyataan di mana semakin meluas dan limpah ruahnya ekspor 

produk pertanian murah serta bersubsidi tinggi ke negara-negara 

terbelakang. Praktek ini dibiarkan bahkan didorong atas nama 

perdagangan bebas yang disokong penuh oleh negara-negara maju. 

Hal ini tidaklah mengherankan sebab ketahanan pangan hanya 

sebatas pernyataan lembaga-lembaga pemerintah dan antar-

pemerintah saja, sementara pelaksanaan dan tanggungjawab untuk 

mewujudkan ketahanan pangan telah didefinisikan kembali yaitu 

dialihkan dari urusan negara menjadi urusan pasar. 

Prinsip dan strategi neoliberal untuk mencapai tujuan 

ketahanan pangan ini dijalankan oleh institusi-institusi multilateral 

seperti International Monetary fund (IMF), World Bank (WB) dan 

World Trade Organization (WTO). Rekonseptualisasi ketahanan 

pangan ini pada akhirnya hanya menguntungkan negara-negara dan 

perusahaan-perusahaan yang paling kuat yang terlibat dalam 

perdagangan dan investasi pangan juga agribisnis. Kebijakan 

perdagangan neoliberal ini menekankan bahwa mengimpor pangan 

murah adalah jalan terbaik bagi negara-negara miskin untuk 

mencapai ketahanan pangan dari pada memproduksi pangannya 

sendiri. Bank Dunia bahkan menegaskan bahwa perdagangan bebas 

sangat penting bagi ketahanan pangan, dengannya pemanfaatan 

sumber daya di dunia lebih efisien.  
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2.4. Konsep Kedaulatan Pangan 

Ketidakberpihakan konsep ketahanan pangan yang berlaku 

terhadap negara-negara miskin seperti yang telah dikemukakan 

sebelumnya, telah banyak dikritisi oleh banyak pihak sebagai ”kuda 

troya” kapitalisasi sistem pangan dunia yang memarjinalisasi petani 

kecil (Santosa, 2008). Hal ini kemudian melatarbelakangi 

berkembangnya konsep ketahanan pangan (food security) pada 

tahun 1996 menjadi konsep kedaulatan pangan yang semula 

merupakan kerangka kebijakan dan wacana untuk mengangkat 

kesejahteraan petani kecil (Santosa, 2009). 

 Dengan demikian, konsep kedaulatan pangan merupakan 

interpretasi luas dari hak atas pangan karena ia melampaui wacana 

tentang hak pada umumnya. Kedaulatan pangan adalah kebebasan 

dan kekuasaan rakyat serta komunitasnya untuk menuntut dan 

mewujudkan hak untuk mendapatkan dan memproduksi pangan 

sendiri dan tindakan untuk melawan kekuasaan perusahaan-

perusahaan serta kekuatan lainnya yang merusak sistem produksi 

pangan rakyat melalui perdagangan, investasi, serta alat dan 

kebijakan lainnya. 

Kedaulatan pangan menuntut hak rakyat atas pangan, yang 

menurut Food and Agriculture Organization (FAO) merupakan hak 

untuk memiliki pangan secara teratur, permanen dan bisa 

didapatkannya secara bebas, baik secara cuma-cuma maupun 

membeli dengan jumlah dan mutu yang mencukupi, serta sesuai 

dengan tradisi-tadisi kebudayaan rakyat yang mengkonsumsinya, 

sehingga dapat menjamin pemenuhan hak rakyat untuk menjalani 

hidup yang bebas dari rasa takut dan bermartabat, baik secara fisik 

maupun mental, secara individu maupun kolektif. 

Sejak diperkenalkan konsep kedaulatan pangan telah menjadi 

isu utama dalam perdebatan dalam agenda pertanian internasional 

begitu juga di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia telah menjadi 

bahasan utama dalam forum yang diselenggarakan oleh organisasi 
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non-pemerintah (NGO) sebagai forum tandingan bagi World Food 

Summit Juni 2002. 

Tingkatan dan konteks dari kedaulatan pangan, sekalipun 

kedaulatan pangan telah memiliki pengertian sebagai hak untuk 

menentukan kebijakan pertanian dan pangan, masih banyak dijumpai 

kebingungan dalam memahami kedaulatan pangan. Hal ini 

disebabkan karena istilah tersebut telah dipergunakan pada tingkatan 

pengertian dan konteks diskusi yang berbeda. 

Kedaulatan pangan memiliki tingkatan-tingkatan dan konteks 

yang berbeda-beda: (1) sebagai sebuah kaidah berbasis pada hak-

hak asasi manusia, (2) sebagai sebuah kaidah utama dalam 

pembangunan demokrasi rakyat, (3) sebagai sebuah kaidah dalam 

hubungan internasional untuk melawan imperialisme dan campur 

tangan asing, (4) sebagai sebuah konsep kebijakan atau flatform 

untuk formulasi/debat kebijakan pertanian dan pangan, (5) sebagai 

konsep untuk beraliansi (kerja sama) dan membangun solidaritas, (6) 

sebagai seperangkat kebijakan dengan tujuan-tujuan khusus, dan (7) 

sebagai sebuah paket program-program sosial. 

Pangan sangat penting bagi kehidupan, karenanya hak atas 

pangan merupakan perluasan dari hak asasi manusia paling 

mendasar untuk hidup. Sebagai kaidah hak asasi manusia kedaulatan 

pangan menegaskan baik hak-hak individu maupun hak kolektif 

sekaligus mendorong pengejawantahan hak-hak tersebut. Senantiasa 

menegakkan hak rakyat menentukan nasibnya sendiri serta 

kebebasan rakyat menjalankan aksi secara mandiri menuntut hak-

haknya. 

Penegasan rakyat atas hak individu dan kolektifnya sendiri 

merupakan kedaulatan. Bagaimana pun, kedaulatan pangan dalam 

kenyataannya berkembang melampaui wacana hak-hak asasi 

manusia yang telah menjadi wacana elit semata. Inilah mengapa kata 

kedaulatan pangan sengaja dipergunakan untuk menunjukkan bahwa 

konsep ini miliknya rakyat. 
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Kedaulatan rakyat atas pangan merupakan sebuah kaidah 

demokrasi sejati, yang berarti bahwa segala sesuatunya berasal dari 

rakyat. Ini merupakan sebuah platform yang membela kekuasaan 

rakyat dan segenap tuntutannya atas kedaulatan. Tuntutan 

kedaulatan pangan mendorong demokrasi sepanjang hal tersebut 

merupakan aspirasi massa. 

Kedaulatan pangan memecahkan pertentangan antara hak-

hak rakyat dengan apa yang dinamakan kekuatan pasar. Karenanya 

merupakan gerakan kebangsaan melawan imperialis sekaligus 

platform untuk melawan kebijakan-kebijakan neoliberal. Adalah 

seruan kepada rakyat di seluruh dunia agar bangkit melawan 

kepentingan imperialis yang dipaksakan oleh IMF, Bank Dunia dan 

WTO yang didikte oleh kepentingan negara-negara adidaya dan 

perusahaan lintas-nasionalnya (TNCs). Mengartikulasikan dan 

meluruskan perjuangan rakyat terhadap kebijakan pangan dan 

pertanian adalah salah-satu tujuan dari perjuangan kedaulatan 

pangan. Pangan dan pertanian merupakan hak dasar, karenanya 

pendekatan advokasi kebijakan harus berdasarkan pada kekuatan 

rakyat, yang mendukung perjuangan langsung dari kekuatan massa. 

Kedaulatan pangan menuntut agar supaya kebijakan “perdagangan 

bebas” yang mengijinkan perusahaan-perusahaan memegang kendali 

atas pertanian dan pangan dibatalkan. Lembaga seperti WTO harus 

hengkang dari masalah pertanian dan pangan. Kedaulatan pangan 

juga bertujuan untuk menegakkan kebijakan yang memperkuat 

sektor pertanian lokal (melalui reforma agraria dan membuka akses 

terhadap air, benih dan kredit). Juga melindungi kaum tani dan 

konsumen (dari serbuan pangan murah impor serta produk rekayasa 

genetika yang sudah kelewatan). 

Kedaulatan pangan juga merupakan konsep untuk 

membangun solidaritas dan kerja sama karena senantiasa 

mengusung kepentingan bersama berbagai sektor dalam masyarakat. 

Promosi kedaulatan pangan sangat penting bagi semua warga 



Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia 31 

negara. Utamanya bagi petani pemilik dan kaum tani, nelayan, 

pekerja serta kaum miskin kota yang mewakili para produser pangan 

massa. Juga sektor khusus yang memegang peranan penting dalam 

kedaulatan pengan seperti kaum perempuan, suku bangsa 

asli/minoritas, ilmuan pertanian dan pangan serta gerakan 

konsumen. 

Di samping itu, kedaulatan pangan juga memiliki tujuan 

khusus (tujuan antara) yaitu memecahkan masalah-masalah 

pertanian dan pangan yang sedang mengemuka dewasa ini. Hal ini 

berarti harus memikirkan dengan sungguh-sungguh dan mendorong 

penerapan kebijakan-kebijakan, hukum, regulasi-regulasi dan 

ukuran-ukuran yang menjamin akses rakyat atas pangan serta 

sumber daya untuk memproduksi pangan, dan juga melindungi 

sektor pertanian serta sektor dasar dan marjinal lainnya. 

Kebutuhan-kebutuhan berbeda dari setiap sektor harus 

dipertimbangkan. Program sosial dan ekonomi harus dirancang dan 

dipastikan sesuai dengan keadaan masing-masing sektor. Perhatian 

khusus harus diberikan kepada suku bangsa asli, kaum perempuan 

dan anak-anak. Mereka mengalami penindasan dan diskriminasi di 

bawah sistem kapitalis yang berkuasa. 

Sistem pangan dan pertanian global berada di bawah 

monopoli dan kekuasaan perusahaan-perusahaan besar yang 

memaksakan kebijakan ekonomi neoliberal dan perdagangan bebas. 

Dengan berlakunya sistem tersebut, negara-negara terbelakang 

dimana mayoritas rakyat miskin dan kelaparan berada dipaksa untuk 

bergantung pada ekspor pertanian. Pertanian subsisten berskala kecil 

dilukiskan sedemikian rupa sebagai usaha yang tidak efisien, oleh 

sebab itu harus dihilangkan melalui liberalisasi. Lahan besar yang 

sebelumnya diperuntukkan untuk tanaman pangan telah 

dikonversikan menjadi tanaman perkebunan atau peruntukkan 

lainnya. Hal ini telah menghancurkan mata pencaharian jutaan orang 

di pedesaan serta memperburuk kemiskinan dan kelaparan yang 
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telah berlangsung. Mendorong ekspor dari perkebunan-perkebunan 

luas yang dianggap sebagai jalan terbaik untuk menghasilkan alat 

pembayaran luar negeri yang dibutuhkan untuk mengimpor pangan. 

Kedaulatan pangan menolak dominasi paradigma 

pembangunan berdasar pada liberalisasi perdagangan dan investasi 

serta menolak hal tersebut digunakan sebagai pendekatan untuk 

memecahkan masalah kemiskinan dan kelaparan di pedesaan. 

Paradigma yang sebenarnya sejak awal telah menemui kegagalan. Di 

bawah dominasi globalisasi, semakin lama semakin banyak rakyat 

yang jatuh miskin. Program pembangunan alternatif yang 

berkelanjutan sudah mendesak, sebuah program yang dapat 

mengatasi masalah kelaparan dan kekurangan nutrisi, pembangunan 

pedesaan, tersedianya mata pencarian tetap dan memperhatikan 

kelestarian lingkungan. 

Rakyat telah berjuang untuk membebaskan diri dari 

penindasan imperialis dan feodal dalam rentang waktu yang panjang. 

Dalam sektor pertanian dan pangan kaum tani terus menggelorakan 

perjuangan untuk keadilan dan reforma agraria. Mereka menuntut 

penguasaan kembali atas sarana produksi yang telah dirampas oleh 

perusahaan-perusahaan dan elit lokal. Rakyat juga telah berusaha 

mengembangkan teknologi dan pertanian yang cocok, aman, 

memperhatikan lingkungan hidup. 

Tuntutan rakyat mengenai haknya atas pangan dan hak untuk 

memproduksi pangan tidak sekedar diakui akan tetapi harus 

dipenuhi. Hal ini berarti harus tersedia pangan yang cukup, bergizi, 

aman dan secara budaya dapat diterima; komunitas-komunitas harus 

memiliki persediaan pangan yang cukup sepanjang waktu; serta 

harga bahan pangan terjangkau bagi seluruh rakyat. Juga harus 

tersedia pekerjaan dan mata pencarian dengan pendapatan yang 

memadai untuk mendapatkan pangan dan kebutuhan-kebutuhan 

pokok lainnya. 
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Kebijakan pertanian dan pangan harus bertujuan untuk 

mewujudkan produksi pangan yang dapat mencukupi kebutuhan 

sendiri melalui produsen pangan dalam negeri khususnya kaum tani, 

nelayan, komunitas asli dan lain sebagainya. Memprioritaskan 

produksi pangan dalam negeri akan menambah pendapatan rakyat, 

sekaligus melawan pertanian dan perikanan korporasi yang 

berorientasi ekspor. Hal ini telah menyebabkan rakyat kehilangan 

pendapatan. 

Di samping itu, menjamin stok pangan, mengamankan 

sumber daya untuk produksi pangan, melakukan distribusi yang adil, 

serta manajemen pangan yang berbasis serta dikontrol oleh 

komunitas. Memberikan prioritas pada produser pangan skala kecil 

serta mencegah kepemilikan dan penguasaan korporasi atas produksi 

dan sumber dayanya. 

Seperti yang telah dikemukakan, kedaulatan pangan 

merupakan hak dasar, advokasi kebijakan pertanian dan pangan 

melalui pendekatan yang berbasis pada kekuatan rakyat. Meskipun 

demikian juga penting untuk mengkaitkan advokasi kebijakan ini 

dengan perjuangan untuk perubahan struktural. Kedaulatan pangan 

dalam praktek advokasi kebijakan senantiasa mendukung perjuangan 

demokratis. Menyokong sepenuhnya aksi-aksi rakyat secara langsung 

untuk memperoleh keadilan sosial, bebas dari penindasan, serta 

untuk memperoleh demokrasi. 

Kedaulatan pangan senantiasa memperjuangkan baik hak 

perseorangan maupun hak-hak kolektif, menegakkan dan berjuang 

untuk mewujudkan hak asasi manusia serta mendukung kebebasan 

rakyat untuk melancarkan aksi-aksi langsung memperjuangkan hak-

haknya. Karenanya, advokasi kebijakan dalam kerangka kedaulatan 

pangan mendukung penuh hak kaum tani untuk memproduksi 

pangan dan hak sebagai konsumen yaitu hak untuk memutuskan 

sendiri apa yang ingin dikonsumsi serta hak bangsa-bangsa 
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melindungi dirinya sendiri dari serbuan barang-barang pertanian dan 

pangan impor. 

Kedaulatan pangan senantiasa menggunakan pendekatan 

yang berbasis pada kekuatan rakyat dalam melakukan advokasi 

kebijakan. Kedaulatan pangan telah berkembang sedemikian rupa 

tidak hanya sekedar memperjuangkan hak dasar atas pangan dan 

hak untuk memproduksi pangan, melainkan juga kebijakan sosial dan 

ekonomi yang memperjuangkan demokrasi rakyat. Mendorong 

partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan agraria serta 

kebijakan lainnya. Kedaulatan pangan memberi prioritas pada 

kebutuhan dalam negeri dan menjamin akses rakyat atas tanah, air, 

benih, pelayanan dan lain sebagainya. 

Kedaulatan pangan juga menjamin partisipasi kaum 

perempuan dan sektor rentan lainnya dalam pembuatan kebijakan 

serta mengakui pentingnya peranan mereka dalam urusan produksi 

pertanian dan pangan. 
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Tabel 1. Perkembangan Konsep Ketahanan Pangan  

Era Pemikiran 

Dunia 

Internasional 

Latar Belakang Hasil Pemikiran 

Dunia Internasional 

Respon Indonesia 

1960-an Food Supply • Sisa-sisa keadaan paska PD II 

memaksa masing-masing negara untuk 

meningkatkan produksi pangan dalam 

negeri 

• Krisis pangan terjadi di Afrika pada 

1970-an karena kegagalan produksi 

pangan (kekeringan dan meluasnya 

gurun pasir) 

• Pentingnya penyediaan pangan 

menjadi fokus dalam Konferensi Pangan 

Dunia pada 1974 

Pemerintah (Orde 

Baru) menetapkan 

target swasembada 

beras pada tahun 1969   

1980-an Food Access Ketersedian pangan yang cukup pada 

tingkat nasional tidak secara otomatis 

menjamin ketahanan pangan pada 

tingkat rumah tangga 

 

1990-an Nutritional 

Security (Food, 

Health and 

Mother and 

• Kurang gizi tidak hanya disebabkan 

oleh kekurangan pangan. 

• Ketahanan pangan pada tingkat 

rumah tangga bukan merupakan 

UU No. 6/1996 tentang 

pangan ditetapkan.  

Pengertian ketahanan 

pangan sangat mirip 
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Era Pemikiran 

Dunia 

Internasional 

Latar Belakang Hasil Pemikiran 

Dunia Internasional 

Respon Indonesia 

Child Care) prasyarat yang cukup untuk menjamin 

ketahanan gizi 

dengan pengertian 

yang berkembang di 

dunia internasional, 

yaitu mencakup “food 

access” 

1990-an Livelihood 

Security 

• Pangan hanyalah salah satu dari 

keseluruhan kebutuhan rumah tangga 

• Pangan hanyalah salah satu faktor 

yang menentukan pengambilan 

keputusan rumah tangga miskin dan 

mengambil berbagai resiko 

- 

2000-an Food 

Sovereignity 

• WTO berkembang menjadi salah 

satu lembaga yang menentukan 

standar perdagangan internasional 

• Petani kecil tidak akan mampu 

bersaing dan memenuhi standar-

standar perdagangan internasional 

• LSM menterjemahkan 

food sovereignity 

dalam istilah 

Kemandirian Pangan 

dan Kedaulatan Pangan 

• Swasembada pangan 

ditetapkan kembali 

oleh pemerintahan SBY 

(beras, jagung, kedele, 

gula dan daging sapi) 



Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia  37 

III. PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN KETAHANAN 
PANGAN PRA REFORMASI 

 

  

Harus diakui bahwa pangan memegang peranan penting bagi 

keutuhan suatu bangsa, tanpa pangan negara dapat mengalami 

kekacauan sosial dan politik. Hal ini juga yang kemudian mendorong 

pemerintahan yang berkuasa di Indonesia sejak jaman penjajahan 

Belanda hingga saat ini, membentuk kelembagaan ketahanan pangan 

yang tujuannya secara umum adalah memenuhi kebutuhan pangan 

masyarakat, khususnya beras.  

Selain kelembagaan ketahanan pangan, pemenuhan 

kebutuhan pangan juga tidak lepas dari keberhasilan produksi 

pertanian yang ditangani oleh kelembagaan yang mengurusi masalah 

pertanian. Permasalahan ketahanan pangan akan berjalan seiring 

dengan adanya permasalahan pertanian, dan pembangunan 

ketahanan pangan tidak akan dapat dilakukan dengan mengabaikan 

pembangunan sektor pertanian (BKP-Deptan, 2005). Dengan 

demikian, perkembangan kelembagaan ketahanan pangan di 

Indonesia juga tidak terlepas dari adanya perkembangan 

kelembagaan pertanian di Indonesia.  

Untuk mengamati perkembangan kelembagaan ketahanan 

pangan dan pertanian di Indonesia, akan diuraikan perkembangan 

kelembagaan ketahanan pangan di Indonesia yang dibagi 

berdasarkan periode pra kemerdekaan sampai dengan orde lama, 

dan orde baru.  

 

3.1. Jaman Pra Kemerdekaan sampai Orde Lama 

Saat Indonesia dikuasai bangsa Belanda, pemerintah pada 

saat itu, yaitu pemerintah Hindia Belanda, membentuk lembaga 

pangan yang terkait dengan distribusi dan logistik beras, yang diberi 

nama Stichting Het Voeding Miededelen Fonds (VMF) atau Yayasan 
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Pengadaan Bahan Pangan pada akhir bulan April 1939 (Hanani AR., 

2009; BKP, 2005). Pembentukan VMF merupakan cerminan 

pandangan pemerintah Belanda bahwa masalah beras sangat penting 

dan memerlukan pengaturan khusus. Pada awal tahun 1930-an, 

pemerintah Belanda memberi kebebasan pasar dan mengendalikan 

harga, namun kebijakan yang diambil bertujuan menjaga harga beras 

yang dibayar konsumen cukup rendah. Hal ini mengingat Belanda 

telah menanam modal besar-besaran di berbagai perkebunan di 

Indonesia, seperti perkebunan gula, karet, tembakau, kopi, dan 

kelapa sawit. Agar mereka membayarkan upah rendah, maka perlu 

dijaga agar harga bahan konsumsi yang penting, yaitu beras, tetap 

dapat dipertahankan pada tingkat yang rendah. Mulai awal 1933, 

impor dibatasi dengan cara lisensi dan harga-harga diawasi langsung 

oleh pemerintah. Pemerintah berusaha menggalakkan perdagangan 

beras antar pulau dan antar propinsi dengan tujuan agar daerah-

daerah defisit beras di luar Jawa memperoleh tambahan beras dari 

daerah-daerah surplus seperti Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan. 

Kebijaksanaan baru ini kemudian berkembang ke arah pengawasan 

langsung perusahaan penggilingan beras, agar tidak melakukan hal-

hal yang dapat menggoyah pasar beras (Mears dan Moeljono, 1990).  

 Pada saat Belanda menyerah kepada Jepang, maka VMF pun 

turut diambil alih dengan nama Sanhyohu-Nanyo Kohatsu Kaisha 

(SKK) sampai akhir Perang Dunia II (Hanani AR., 2009; BKP, 2005). 

Sedangkan untuk menangani urusan pertanian, pemerintahan Jepang 

membentuk Gunseikanbu Sangyobu (BKP, 2005). Ruang lingkup 

tugas dari SKK pun kurang lebih sama yaitu pengadaan, penyediaan, 

dan penjualan bahan pangan (BKP, 2005). Dengan adanya campur 

tangan Pemerintah Jepang, badan ini lebih mengutamakan pasokan 

bahan pangan (supply) untuk memenuhi kebutuhan logistik bala 

tentara Jepang dalam perang (Sapuan, 2000 dalam Hanani AR., 

2009). Untuk itu, Pemerintah Jepang mengharuskan semua hasil padi 

yang dikonsumsi petani harus dijual semua ke pemerintah sebagai 
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pembeli utama. Penggilingan padi diberi upah giling, namun distribusi 

beras dipersempit, karena pengangkutan padi/beras antar kabupaten 

dilarang, dan distribusi kepada rakyat di kota dijatah berdasarkan 

satuan tiap jiwa antara 50 – 200 gram/hari. 

Setelah kemerdekaan tahun 1945-1950, Pemerintah RI 

mendirikan Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat untuk mengganti 

lembaga ketahanan pangan bentukan Belanda dan Jepang, serta 

melakukan operasi intervensi. Pada masa Kabinet VII – IX, 

penanganan distribusi pangan khususnya beras ditangani oleh 

Menteri Persediaan Makanan Rakyat (PMR) dan Jawatan Persediaan 

dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM).  

Demikian pula untuk kelembagaan pertanian, pada masa awal 

kemerdekaan, Pemerintah Indonesia masih memanfaatkan lembaga 

yang dibangun pada masa kolonial, baik Belanda maupun Jepang. 

Namun setelah proklamasi kemerdekaan, dengan dibentuknya 

kabinet presidensiil tanggal 2 September 1945, urusan pertanian 

diserahkan kepada Kementerian Kemakmuran. 

  Kaitannya dengan ketahanan pangan, di daerah-daerah yang 

dikuasai Republik Indonesia, Kementerian Kemakmuran menyusun 

program pembangunan pertanian yang diberi nama Rencana Produksi 

Tiga Tahun atau dikenal sebagai Plan Kasimo. Dasar pemikirannya 

adalah untuk mengatasi kelangkaan pangan pada saat itu dan 

diperparah dengan mengalirnya ratusan ribu pengungsi dari daerah-

daerah yang diserbu Belanda. Plan Kasimo disusun pada tahun 1947 

dan dilaksanakan pada tahun 1948-1950. Tujuannya adalah: (1) 

mencukupi kebutuhan rakyat akan bahan makanan pokok terutama 

beras, jagung, ketela, kacang tanah, kedele, ikan dan daging secara 

mandiri; (2) memenuhi sekitar 10 persen kebutuhan pakaian rakyat 

secara mandiri; dan (3) mengusahakan tersedianya kelebihan 

produksi untuk diekspor. 

Usaha untuk meningkatkan produksi pertanian setelah 

kemerdekaan dimulai dengan adanya Plan Kasimo merupakan 
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rencana produksi tiga tahun 1948-1950. Usaha tersebut tidak dapat 

dipisahkan dari ide Suwardjo almarhum, sebagai Kepala Pusat 

Jawatan Pertanian Rakyat yang mengemukakan gagasan mendirikan 

Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD). Konsepsi BPMD 

dimasukkan dalam rencana produksi tiga tahun Kementerian 

Pertanian, dan baru dapat dilaksanakan sejak Tahun 1950. 

Sekalipun sederhana, Plan Kasimo dapat berjalan di tengah 

banyaknya gangguan akibat Aksi Polisionil II. Bagaimana pun Plan 

Kasimo telah meletakkan landasan berharga bagi pembangunan 

pertanian Indonesia di kemudian hari. Sementara itu, di wilayah 

Republik Indonesia Serikat, Department van Ekonomische Zaken 

menyusun program pembangunan pertanian dengan nama Rencana 

Kemakmuran Tiga Tahun atau lebih dikenal sebagai Plan Wisaksono 

dan dilaksanakan pada tahun 1949-1951. 

  Tujuan utama Plan Wisaksono adalah menghapuskan 

ketergantungan bahan pangan impor melalui 5 program, yaitu: (1) 

meningkatkan produksi bahan pangan dengan mendirikan usaha-

usaha campuran di mana para petani menanam tanaman pangan 

sekaligus memelihara ternak; (2) meningkatkan penggunaan bibit 

unggul untuk mempertinggi produksi bahan pangan; (3) memperluas 

penggunaan pupuk buatan untuk meningkatkan pendapatan petani 

khususnya dan masyarakat pedesaan pada umumnya; (4) 

memajukan peternakan kecil meliputi ayam, itik, dan unggas untuk 

meningkatkan sumber protein hewani dan gizi masyarakat; dan (5) 

memajukan perikanan dengan bantuan modal pemerintah untuk 

pengadaan alat-alat perikanan dan perbaikan tambak. 

 Upaya peningkatan ketahanan pangan juga dilakukan dengan 

mengubah Institut voor Volksvoeding menjadi Lembaga Makanan 

Rakyat pada tahun 1950 yang fokus pada aktivitas penyuluhan gizi. 

Selanjutnya, pada tahun 1952 dibentuk Panitia Nasional Perbaikan 

Makanan, yang kemudian menjadi Dewan Bahan Makanan pada 

tahun 1958. Selain itu, terdapat Yayasan Bahan Makanan yang 
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dibentuk pada 1950, dan kemudian menjadi Yayasan Urusan Bahan 

Makanan pada tahun 1952 (BBKP, 2003). 

  Pada tahun 1950-an, pemerintah mencanangkan suatu 

kebijakan bahwa pertanian dalam arti luas meliputi bidang pertanian, 

perkebunan, perikanan, kehewanan dan kehutanan yang secara 

teknis biologis terkait erat dengan sandang dan pangan, sehingga 

muncul gagasan untuk mewadahi bidang pertanian dalam suatu 

kementerian tersendiri, yaitu Kementerian Pertanian yang kemudian 

menjadi Departemen Pertanian. Sedangkan untuk perdagangan dan 

perindustrian, diubah menjadi Kementerian Kemakmuran. Sejak saat 

itu, kegiatan ketahanan pangan secara otomatis berada di bawah 

kendali Departemen Pertanian. Namun, program-programnya berada 

di sejumlah Direktorat Jenderal di Departemen Pertanian karena tidak 

adanya badan khusus yang menangani program ketahanan pangan.  

Produksi padi dalam periode 1945-1959 meningkat dengan 

lambat. Hal ini memaksa pemerintah terus-menerus mengimpor 

beras untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat, 

pergeseran menu dari bahan makanan bukan beras ke beras dan 

naiknya konsumsi beras per kapita. Dari data impor beras yang 

meningkat terlihat pada tahun 1950 impor beras sebesar 334.000 

ton, sejak tahun 1956 meningkat menjadi 763.000 ton dan pada 

tahun 1959 mencapai 800.000 ton. 

Akhir tahun 1957, harga beras meningkat tajam sehingga 

menurunkan pendapatan riil kelompok berpendapatan tetap. Untuk 

mengatasi hal ini pemerintah menempuh kebijaksanaan distribusi 

fisik beras terutama untuk menjamin kebutuhan pangan militer dan 

pegawai sipil, dan terus berusaha menstabilkan harga di tingkat 

eceran dan mengajak golongan pribumi untuk turut berpartisipasi 

dengan cara membayarkan sebagian dari gaji mereka dalam bentuk 

beras, dengan tujuan untuk mempertahankan penghasilan riil rakyat 

(Mears, 1982). Keadaan ini semakin meluas kepada rakyat banyak 

sehingga pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan beras 
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masyarakat tersebut. Untuk itu, pemerintah membentuk Yayasan 

Badan Pembelian Kebutuhan Padi (YBPP) untuk mengumpulkan, 

mengolah, dan mendistribusikan beras kepada konsumen (Sapuan, 

2000). 

Keadaan tersebut mendorong usaha untuk menemukan cara 

baru dalam meningkatkan produksi pangan, khususnya beras yang 

bersifat massal dan integral. Upaya pemerintah pada tahun 1959 

(setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959) membentuk suatu Badan Hukum 

yang disebut: Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan 

Pembukaan Tanah (BPMT). 

BPMT kemudian menjadi Perusahaan Padi Sentra, karena 

pengadministrasiannya membentuk unit-unit produksi yang bekerja 

sama dengan petani. Melalui Perusahaan Padi Sentra, usaha 

Intensifikasi dipusatkan pada sentra-sentra tertentu, masing-masing 

sentra meliputi areal ± 1.000 hektar. Sentra tersebut tiap tahun 

diperluas, sehingga dalam 5 tahun direncanakan dapat mencapai luas 

1.500.000 hektar. Dalam sentra tersebut, petani mengusahakan 

tanaman padi, sedangkan pemerintah mendukungnya dengan 

memberikan kredit berupa pupuk, benih dan uang. Pengembalian 

kredit diperbolehkan menggunakan padi kering yang harganya 

ditetapkan pemerintah. Biasanya harga yang ditetapkan pemerintah 

lebih rendah dari harga di pasaran.  

Perusahaan Padi Sentra, Perusahaan Tanah Kering, 

Pembukaan Tanah dan Perusahaan Pembukaan Tanah Pasang Surut 

tidak pernah menguntungkan, karena modal yang harus digunakan 

tinggi sementara itu struktur politik Indonesia pada saat itu masih 

menghadapi kesulitan di bidang ekonomi. 

Tekad untuk melaksanakan swasembada beras dipusatkan 

Kementerian Pertanian Kabinet Kerja mulai tahun 1959 yang dikenal 

dengan Swa Sembada Beras (SSB), dengan harapan dalam jangka 

waktu 3 tahun yaitu di tahun 1962 impor beras dapat dihentikan. 
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Pada hakekatnya perencanaan Kementerian Pertanian di 

bidang pangan waktu itu terdiri dari dua rencana pokok yaitu: 

a. Rencana Jangka Pendek (3 tahun), yang merupakan rencana 

untuk secepat mungkin menanggulangi kekurangan beras melalui 

peningkatan produksi dengan cara intensifikasi. 

b. Rencana jangka panjang dengan mengadakan usaha-usaha 

ekstensifikasi pertanian rakyat, yaitu dengan pembukaan tanah-

tanah kering, pasang surut serta perluasan persawahan untuk 

produksi padi. 

Rencana tersebut dikenal dengan “Rencana Intensifikasi Padi” 

dengan cara Panca Usaha yang pada waktu itu disebarluaskan secara 

simultan dengan rencana SSB. Dengan instruksi Presiden Tahun 1959 

dibentuk Badan Pimpinan/Koordinasi dari semua instansi yang ikut 

melaksanakan SSB yang disebut Komando Operasi Gerakan Makmur 

(KOGM).  

Untuk mempercepat gerak usaha mewujudkan “Rencana Tiga 

Tahun Produksi Beras”, berdasarkan TRIKORA dibentuk Komando 

Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) yang melahirkan konsep 

menggerakkan masyarakat di bidang pangan yang disebut Komando 

Operasi Gerakan Makmur (KOGM). Pencetus program ini bertekad 

untuk mewujudkan swasembada beras, sedangkan di pihak lain ada 

yang ingin memanfaatkan wahana forum politik untuk kepentingan 

golongannya. 

Pihak ABRI ingin menyelamatkan rakyat dari bencana 

kelaparan melalui “Home front”. Program tersebut dipimpin oleh 

Kepala Staf KOGM tingkat Pusat Soeprajogi yang didukung oleh 

Kepala Staf yaitu Inspektur Kepala Dinas Pertanian Rakyat ditingkat 

propinsi. Dalam pelaksanaannya Dinas Pertanian dianggap kurang 

berhasil karena selain Perusahaan Padi Sentra terdapat pula program 

Intensifikasi Massal yang disalurkan lewat Disperta yang menjadi 

KOGM di daerah. Selain itu, kepemimpinan, penguasaan teknologi 

dan manajemen yang dimiliki Disperta sangat lemah, karena jumlah 
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tamatan Sekolah Menengah Pertanian dan tenaga Sarjana Pertanian 

terlalu sedikit. 

Disadari bahwa untuk meningkatkan produksi tidak dapat 

dilakukan oleh Departemen Pertanian sendiri, sehingga KOGM 

kemudian berperan sebagai organisasi koordinasi. Sistem koordinasi 

dalam KOGM meniru sistem ABRI yang mempunyai staf umum dan 

staf teknis. Untuk menjamin terjadinya koordinasi, implikasi dan 

sinkronisasi diperlukan informasi, perencanaan/pola operasi, logistik, 

personil dan wilayah, semuanya dimiliki daerah. 

Begitu pentingnya Swa Sembada Beras, sehingga hampir 

semua instansi di daerah diikutsertakan. Jawatan Pertanian Rakyat 

(Japerta) bersama Padi Sentra dan Universitas-Universitas berfungsi 

sebagai penggerak Panca Usaha untuk keperluan intensifikasi, 

sedangkan Jawatan Pekerjaan Umum berusaha untuk melancarkan 

pekerjaan yang berhubungan dengan pengairan dan 

perbaikan/rehabilitasi bangunan. 

Di daerah-daerah Tingkat I sampai desa dibentuk organisasi 

pelaksana KOGM yang gerakannya dipimpin Gubernur sampai Kepala 

Desa dengan anggota para Kepala Instansi yang terkait dengan 

intensifikasi, termasuk wakil-wakil ORMAS tani seperti Petani, 

Gertasi, Pertanu dan lain-lain.  

Mulai tahun 1961 upaya peningkatan produksi pangan 

(khususnya beras), terus disempurnakan melalui peningkatan 

pengetahuan dan kemampuan para petani dengan menerapkan 

sistem usahatani yang lebih baik, seiring dengan dibangunnya 

prasarana irigasi, dan penyediaan benih unggul serta sarana produksi 

lainnya (pupuk dan pestisida).  

Walaupun demikian masalah kekurangan beras terjadi lagi 

pada tahun 1963 dan Presiden Soekarno melakukan gerakan 

mengganti beras dengan jagung. Gerakan ini mencerminkan 

perubahan jatah kepada pegawai sipil dan militer, di mana 

sebelumnya hanya mendapat jatah beras diubah menjadi 25 persen 
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jagung dan 75 persen beras. Pemerintah mendapatkan banyak 

kesulitan dalam melaksanakan kebijaksanaan ini, bahkan akhirnya 

gerakan ini dihentikan (Mears dan Moeljono, 1990). 

Usaha peningkatan produksi tanaman pangan, terutama beras 

telah menempuh perjalanan lebih dari satu abad, yaitu sejak pertama 

kali Pemerintah Hindia Belanda mencoba menyalurkan hasil 

percobaan kepada masyarakat tani untuk meningkatkan produksi 

pertanian dalam tahun 1870. Di masa penjajahan kegiatan 

peningkatan produksi pertanian melalui penyuluhan pertanian 

berjalan sangat lamban dalam menggugah swadaya petani, ditambah 

lagi dengan terbatasnya pendidikan masyarakat di Indonesia. Usaha 

peningkatan produksi menjadi lebih nyata setelah didirikannya 

Departemen Van Landbouw (Departemen Pertanian) tahun 1905, 

yang disusul dengan berdirinya Landbouw Vorlichtingsdients (LVD = 

Jawatan Pertanian Rakyat tahun 1910) yang menelorkan didirikannya 

dinas-dinas Propinsi Tahun 1921. 

Pada MT 1964-1965 dilaksanakan Demonstrasi Massal 

(DEMAS). Tiap unit DEMAS mencakup areal ± 50 hektar, dengan 

pembimbing 2 orang tenaga manusia. Bimbingan yang diberikan 

mencakup kegiatan produksi dan organisasi pertanian yang pada 

waktu itu dikenal dengan nama Koperta. DEMAS mencatat hasil 

memuaskan, terjadi kenaikan produksi padi per hektar, meskipun 

masih sedikit di bawah produktivitas Pilot Proyek. Mengingat hasil 

yang telah dicapai, maka usaha intensifikasi dengan Sistem DEMAS 

tersebut diperluas arealnya dalam MT 1965/1966. 

Sistem DEMAS ini selanjutnya dikenal dengan sebutan 

Bimbingan Massal (BIMAS). BIMAS dikembangkan oleh mahasiswa 

Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, kemudian hari menjadi 

Institut Pertanian Bogor (IPB), dengan semboyan Panca Usaha Tani. 

Tidak ada perbedaan prinsip antara DEMAS dan BIMAS, baik dalam 

jiwanya maupun dalam pelaksanaannya. Perubahan istilah DEMAS 

menjadi BIMAS dilakukan untuk memenuhi keinginan dan harapan 
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yang menginginkan agar program ini dapat berkembang cepat untuk 

meningkatkan produksi padi sekaligus meningkatkan taraf hidup 

petani.  

Program BIMAS dilaksanakan melalui penyuluhan kepada 

petani yang didukung oleh pembuatan petak-petak percontohan dan 

demonstrasi massal. Puncak pencapaian upaya ini adalah tercapainya 

swasembada beras pada tahun 1984 dan beberapa tahun 

sesudahnya. Seiring dengan upaya pencapaian swasembada beras, 

dilakukan pula pengembangan diversifikasi pangan yang dimulai 

dengan meluncurkan program PMMR (Perbaikan Mutu Makanan 

Rakyat), yang dilanjutkan dengan pelaksanakan program DPG 

(Diversifikasi Pangan dan Gizi). Upaya penganekaragaman pangan ini 

dilanjutkan pula dengan pengembangan makanan tradisional 

Indonesia dengan gerakan ACMI (Aku Cinta Makanan Indonesia) 

(DKP, 2003). 

Sejak BIMAS pertama kali diperkenalkan, kegiatan teknis 

difokuskan untuk menciptakan suatu kondisi bagi tumbuhnya struktur 

pedesaan maju.  Kekuatan dari desa yang terbentuk selanjutnya 

akan membangun sistem pertanian yang maju, efisien dan tangguh 

secara nasional. Oleh karena itu layak sekali apabila sistem ini 

menjadi salah satu instrumen dalam proses perwujudan sistem 

pertanian maju, efisien dan tangguh seperti yang diharapkan. 

Sistem BIMAS mengandung dua kata kunci yaitu: “intervensi” 

yang diprakarsai pemerintah dan ”aspirasi” yang merupakan bentuk 

partisipasi masyarakat secara massal. Kedua-duanya berwujud 

mekanisme sistem operasional yang dinyatakan oleh hadirnya 

“delivery system” atau “delivery mechanism” yang berdampingan 

serasi dengan “receiving system” atau “receiving mechanism”. 

Intervensi kepemimpinan pemerintah melalui “delivery mechanism” 

akan merangsang tampilnya kepemimpinan kontak tani sebagai 

wujud aspirasi “receiving mechanism”. 
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Dukungan kelembagaan terdiri dari: penyuluhan, penerangan, 

sarana produksi, kredit, pemasaran, prasarana, dan komunikasi. 

Dukungan kelembagaan tersebut secara terpadu berdampingan 

dengan pengendalian faktor produksi berupa tatanan usahatani, 

pengairan, benih/bibit, pupuk/pakan, obat-obatan/pestisida, alat dan 

mesin, jasad pengganggu, panen dan pasca panen dapat membantu 

keutuhan dan keterpaduan “delivery mechanism”. 

Berbagai upaya peningkatan produksi yang dilakukan 

semenjak jaman penjajahan dan masa pemerintahan orde lama 

dapat dilihat dari produksi padi dan ketersediaannya yang selalu 

meningkat setiap tahunnya guna memenuhi kebutuhan penduduk 

yang jumlahnya selalu bertambah setiap tahunnya.  

Pada Tabel 2, disajikan produksi padi, jumlah penduduk, dan 

produksi padi per kapita dari masa penjajahan tahun 1931-1939 

sampai dengan masa Orde Lama sebelum dimulainya Repelita di 

masa pemerintahan Orde Baru.  

 

Tabel 2.  Produksi Padi, Jumlah Penduduk, dan Produksi Padi per 

Kapita Tahun 1931-1939 dan 1950-1968 

Tahun Produksi Padi  
Jumlah 

Penduduk 

Produksi 

Padi Per 
Kapita 

  (000 kg) (000 jiwa) (kg/jiwa) 

1931 3,510,000 60,025 58.48 

1932 3,710,000 60,926 60.89 

1933 3,770,000 61,839 60.96 

1934 3,540,000 62,767 56.40 

1936 3,990,000 64,664 61.70 

1937 3,940,000 65,634 60.03 

1938 4,170,000 66,619 62.59 

1939 4,090,000 67,618 60.49 

Rata-rata 3,413,333 56,677 53.51 

Pertumbuhan 2.07 1.50 0.55 

1950 11,570,600 77,207 149.86 
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Tahun Produksi Padi  
Jumlah 

Penduduk 

Produksi 
Padi Per 
Kapita 

  (000 kg) (000 jiwa) (kg/jiwa) 

1951 11,968,600 78,741 152.00 

1952 12,772,500 80,329 159.00 

1953 14,063,600 81,973 171.56 

1954 15,060,800 83,676 179.99 

1955 14,432,400 88,440 163.19 

1956 14,618,800 87,267 167.52 

1957 14,676,900 89,160 164.61 

1958 15,344,300 91,122 168.39 

1959 15,950,000 93,153 171.22 

1960 16,860,000 95,259 176.99 

Rata-rata 14,301,682 86,030 165.85 

Pertumbuhan 3.91 2.14 1.78 

1961 15,300,100 97,085 157.59 

1962 17,111,300 99,257 172.39 

1963 15,275,700 101,221 150.91 

1964 16,191,700 103,271 156.79 

1965 17,071,800 105,414 161.95 

1966 17,960,100 107,645 166.85 

1967 17,398,200 109,964 158.22 

1968 17,155,882 112,377 152.66 

Rata-rata 16,683,098 104,529 159.67 

Pertumbuhan 1.89 2.11 (0.22) 

Sumber: Yayasan Obor Indonesia, 1987; BPS dari Abbas, 1997 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa, produksi padi pada masa 

pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia antara tahun 1931 dan 

1939 telah meningkat 2,03 persen setiap tahunnya, dengan jumlah 

produksi rata-rata 3.840.000 ton. Dengan pertumbuhan penduduk 

1,50 persen per tahun, diperoleh ketersediaan produksi padi per 

kapita yang bertumbuh 0,55 persen per tahun, dan masih belum 
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dapat cukup memenuhi kebutuhan penduduk dan pemerintahan 

Hindia Belanda. 

Melalui serangkaian upaya peningkatan produksi padi seperti 

yang telah dikemukakan sebelumnya, produksi beras terus 

meningkat setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata 

produksi padi tahun 1950-1960 yaitu sebesar 14.301.682 ton yang 

meningkat menjadi rata-rata 16.683.098 ton antara tahun 1961 dan 

1968. Antara tahun 1950 dan 1960, produksi padi meningkat sebesar 

3,91 persen setiap tahunnya, kemudian setelah tahun 1960 sampai 

dengan 1968, pertumbuhan produksi padi cenderung stabil dengan 

pertumbuhan 1,89 persen per tahun. Walaupun produksi padi terus 

meningkat setiap tahunnya, dengan jumlah penduduk yang terus 

bertambah setiap tahunnya, peningkatan produksi padi yang 

cenderung stabil ternyata tidak dapat menjamin untuk terpenuhinya 

kebutuhan penduduk akan beras. Hal ini ditunjukkan oleh 

pertumbuhan produksi padi per kapita pada tahun 1960 sampai 

dengan 1968 yang menurun 0,22 persen per tahunnya. Sedangkan 

11 tahun sebelumnya antara tahun 1950-1960 dengan pertumbuhan 

produksi padi yang cukup besar yaitu 3,91 persen per tahun dan 

pertambahan jumlah penduduk yang lebih besar dari periode 

sesudahnya yaitu 2,14 per tahun, produksi padi per kapita ternyata 

menunjukkan peningkatan sebesar 1,78 persen per tahun. Dengan 

demikian, untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk yang 

terus menerus, diperlukan adanya kebijakan peningkatan produksi 

pangan yang sangat signifikan dan lebih besar dari pertumbuhan 

jumlah penduduk itu sendiri. 

 

3.2. Jaman Orde baru 

Pengalaman-pengalaman masa sebelumnya telah mendorong 

pemerintah untuk menyempurnakan kebijaksanaan yang telah 

ditetapkan. Di masa pemerintahan Orde Baru, kebijaksanaan 

mewujudkan ketahanan pangan nasional dilakukan melalui Program 
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Swa Sembada Beras (SSB) dengan menganjurkan setiap daerah 

propinsi agar berswasembada beras. Kebijaksanaan nasional tersebut 

berlaku bagi seluruh daerah, termasuk daerah yang sesungguhnya 

kurang cocok untuk ditanami padi dengan mutu yang baik. 

Dalam rangka mewujudkan swa sembada beras, pemerintah 

berupaya keras meningkatkan produksi padi nasional, dan mengatasi 

krisis (kelangkaan) beras yang terjadi saat itu. Program besar ini 

diawali dengan suatu program “Action Research”  oleh Lembaga 

Pengabdian Masyarakat – Fakultas Pertanian Universitas Indonesia 

(IPB-belum terbentuk), dengan tujuan mengajak para petani padi 

agar bersedia menggunakan ilmu pengetahuan dan menerapkan 

teknologi produksi padi modern dalam mengelola usaha 

pertaniannya. Mengubah pertanian tradisional menjadi pertanian 

modern merupakan perjuangan panjang. Program “Action Research” 

dilaksanakan dalam bentuk Proyek Panca Usaha Karawang, di atas 

hamparan lahan sawah seluas 100 hektar tersebar di tiga desa 

dengan kondisi tata air dan ragam prilaku petani yang berbeda. 

Pelaksana lapangan juga harus menghadapi petani yang terhinggapi 

oleh phobia terhadap pendatang (orang asing). Untuk mengawal 

pelaksanaan transfer teknologi kepada para petani, Fakultas 

Pertanian melakukan bimbingan dan pendampingan secara terus-

menerus dengan menempatkan para mahasiswa untuk tinggal dan 

hidup bersama para petani binaannya. Program penerapan iptek di 

atas hamparan sawah seluas 100 hektar berlangsung sangat sukses. 

Keberhasilan tersebut kemudian diperluas ke seluruh Indonesia 

secara bertahap dalam bentuk program BIMAS dengan melibatkan 

seluruh Fakultas Pertanian di Indonesia melalui Program KKN (Kuliah 

Kerja Nyata). BIMAS dikembangkan lebih lanjut menjadi Program 

INMAS (Intensifikasi Massal) seiring dengan keberhasilan para 

peneliti merakit varietas padi modern dan upaya untuk melakukan 

introduksi teknologi Revolusi Hijau.  
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Upaya peningkatan produksi padi nasional pun didukung 

dengan disusunnya kebijaksanaan untuk memudahkan pembiayaan 

sarana produksi melalui kerja sama antara pemerintah dan Bank 

Rakyat Indonesia (BRI), saat itu bernama Bank Koperasi Tani dan 

Nelayan guna mendapatkan dana bagi para petani kecil (Mears dan 

Moeljono, 1990). Melalui kemudahan pembiayaan sarana produksi, 

diharapkan produksi pangan khususnya padi dapat meningkat dan 

ketersediaan beras cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh 

masyarakat.  

 Selain kebijaksanaan pembiayaan sarana produksi, upaya 

swasembada beras pun didukung dengan dibentuknya Kolognas, 

suatu badan yang khusus menangani masalah logistik distribusi 

barang-barang kebutuhan pokok, pada tahun 1967. Kolognas 

kemudian diubah namanya menjadi Bulog dengan tugas pokok 

sebagai lembaga stabilisasi harga beras, gabah, gandum, serta bahan 

pokok lainnya. Lembaga ini seterusnya berperan dalam menjaga 

stabilisasi harga pangan khususnya beras dengan instrumen 

kebijaksanaan bufferstock, dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden. Tujuan dari kebijaksanaan stabilisasi harga beras adalah 

untuk melindungi konsumen dan produsen, serta untuk 

mengendalikan inflasi (Sapuan, 2000).  

 Selanjutnya, pada tahun 1968, pemerintah mengadakan 

perubahan kebijaksanaan beras. Perubahan ini merupakan awal dari 

kebijaksanaan harga produksi dan impor beras yang ditujukan untuk 

memelihara keseimbangan penawaran dan permintaan pada tingkat 

harga yang stabil. Pemerintah menyadari perlunya membeli pupuk 

dan sarana produksi penting lainnya. Saat itu dicetuskan “Rumus 

Tani” yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan kebijaksanaan 

harga. Rumus Tani menjelaskan bahwa harga beras kurang lebih 

sama dengan harga pupuk urea. Kebijaksanaan ini merupakan awal 

dari penetapan harga dasar beras. 
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 Selama Orde Baru Repelita I dan II (antara 1969-1979), 

pemerintah juga banyak mencurahkan perhatian pada kebijaksanaan 

pangan yang difokuskan untuk mencapai peningkatan melalui 

perbaikan pelaksanaan program BIMAS dan program-program terkait 

produksi beras lainnya, seperti program intensifikasi jagung, kacang 

tanah, dan kedelai. Kebijaksanaan tersebut telah membawa hasil 

dengan meningkatnya kembali produksi padi antara tahun 1969 dan 

1979 (Tabel 3).  

 

Tabel 3.  Produksi Padi, Jumlah Penduduk, dan Produksi Padi Per 

Kapita Tahun 1969-1979 

Tahun Produksi Padi  
Jumlah 

Penduduk 

Produksi Padi 

Per Kapita 

  (000 kg) (000 jiwa) (kg/jiwa) 

1969 18,013,275 114,880 156.80 

1970 19,323,511 117,469 164.50 

1971 20,182,224 118,368 170.50 

1972 19,386,117 123,115 157.46 

1973 21,481,236 126,088 170.37 

1974 22,464,376 129,083 174.03 

1975 22,330,650 132,110 169.03 

1976 23,300,939 135,190 172.36 

1977 23,347,132 138,342 168.76 

1978 25,771,570 141,579 182.03 

1979 26,283,660 144,893 181.40 

Rata-rata 21,989,517 129,192 169.75 

Pertumbuhan 3.95 2.35 1.58 

Sumber: Abbas, 1997 

 

Jika dibandingkan dengan produksi padi dari tahun 1961-1968 

(Tabel 2) yang hanya meningkat 1,89 persen per tahun, produksi 

padi tahun 1969 sampai dengan 1979 telah meningkat secara 

signifikan sebesar 3,95 persen per tahunnya. Selain itu telah 
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meningkatkan ketersediaan padi untuk setiap penduduk yang 

ditunjukkan dari rasio produksi padi per kapita yang tumbuh secara 

positif 1,58 persen per tahun. 

 Peningkatan produksi padi tersebut ternyata masih belum 

dapat mengatasi permasalahan krisis pangan. Berbagai 

permasalahan terkait dengan krisis pangan masih juga terjadi selama 

periode Orde Baru. Namun demikian, permasalahan ini masih dapat 

diatasi oleh pemerintah dengan menggunakan instrumen 

kebijaksanaan yang telah dikemukakan sebelumnya. Sebagai contoh 

adalah krisis beras yang terjadi pada tahun 1972. Krisis beras 

tersebut telah mengakibatkan harga beras naik dua kali lipat dan ikut 

mendorong laju inflasi pada tahun 1973-1974. Masalah ini dapat 

diselesaikan setelah tersedianya bantuan pangan dan impor beras 

secara komersial. Stabilitas ekonomi yang runtuh secara tiba-tiba 

direspon pemerintah dengan memperbaiki pemasaran dan 

pengolahan beras di dalam negeri guna melindungi kesejahteraan 

petani. Selain itu, dibentuk KUD dan BUUD yang berfungsi untuk 

membeli dan memasarkan beras dalam negeri. Peraturan-peraturan 

tata niaga beras kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang 

guna memperkuat koperasi.  

Selain itu, BULOG juga ikut mendukung upaya pemerintah 

untuk menangani krisis pangan tersebut dengan menyiapkan 

cadangan beras sebanyak 1 juta ton, dan melarang ekspor beras. 

Pemberian ijin penggilingan beras diserahkan kepada kewenangan 

kabupaten, dan pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri 

Pertanian No.14.Ins/UM/7/1973 tanggal 12 Juli 1978 pemberian ijin 

usaha penggilingan baru ditangguhkan, karena adanya kejenuhan 

kapasitas giling di beberapa daerah. Pada tahun 1979, peraturan 

untuk mengawasi penimbunan persediaan beras tidak tersedia, 

namun hal ini diperkirakan tidak akan mengacaukan pasar beras 

karena biaya penyimpanan tinggi (Mears, 1982). 
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Krisis pangan khususnya beras selama periode Orde Baru juga 

telah melatarbelakangi dikembangkannya sistem untuk antisipasi 

krisis pangan dengan menemukenali secara dini gejala-gejala 

kekurangan pangan dan gizi untuk kemudian dilakukan tindakan 

secara cepat dan tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Sistem ini 

dikenal dengan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang 

pertama kali dibentuk pada awal tahun 1980-an di Indonesia. SKPG 

merupakan sistem pengelolaan informasi pangan dan gizi dalam 

rangka menetapkan kebijakan program pangan dan gizi. Sesuai 

dengan situasi yang ada, informasi pangan dan gizi dapat dipakai 

untuk menetapkan kebijakan dan tindakan segera terutama dalam 

keadaan krisis pangan dan gizi. Sementara itu, dalam keadaan 

normal, informasinya dapat dipakai untuk pengelolaan program 

pangan dan gizi jangka panjang. Dengan demikian, SKPG dapat 

diarahkan untuk mencegah dan menanggulangi krisis pangan dan 

gizi. Dalam perkembangannya, SKPG sempat mengalami penurunan 

namun kemudian kembali muncul pada periode berikutnya melalui 

revitalisasi SKPG yang akan dijelaskan lebih lanjut di perkembangan 

kelembagaan di era reformasi.  

 Pada tahun 1984, Indonesia telah mampu untuk memenuhi 

kebutuhan beras dalam negeri tanpa harus impor, bahkan dalam 

beberapa tahun kemudian Indonesia masih mampu berproduksi 

melebihi kebutuhan dalam negeri (Tabel 4). Hal ini ditunjukkan oleh 

produksi padi yang cenderung terus meningkat antara tahun 1980 

dan 1999 dengan pertumbuhan 2,95 persen per tahun. Peningkatan 

produksi padi tersebut telah mampu untuk memenuhi kebutuhan 

penduduk yang terus bertambah jumlahnya 1,84 persen per tahun, 

yang ditunjukkan oleh produksi padi per kapita yang juga terus 

meningkat 1,09 persen per tahunnya. Namun, kelebihan beras juga 

ternyata menimbulkan persoalan lain.  
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Tabel 4.  Produksi Padi, Jumlah Penduduk, dan Produksi Padi Per 

Kapita Tahun 1980-1999 

Tahun Produksi Padi  
Jumlah 

Penduduk 
Produksi Padi 

Per Kapita 

  (000 kg) (000 jiwa) (kg/jiwa) 

1980 29,652,087 146,777 202.02 

1981 32,774,176 151,315 216.60 

1982 33,583,677 154,662 217.14 

1983 35,303,107 158,083 223.32 

1984 38,136,446 161,580 236.02 

1985 39,032,945 165,154 236.34 

1986 39,726,761 168,662 235.54 

1987 40,078,195 172,245 232.68 

1988 41,676,170 175,904 236.93 

1989 44,725,582 179,641 248.97 

1990 45,178,751 179,248 252.05 

1991 44,688,247 182,940 244.28 

1992 48,240,009 186,043 259.29 

1993 48,181,087 189,136 254.74 

1994 46,641,524 192,217 242.65 

1995 49,744,140 195,283 254.73 

1996 51,101,506 198,320 257.67 

1997 49,377,054 201,353 245.23 

1998 49,236,692 204,393 240.89 

1999 50,866,387 207,437 245.21 

Rata-rata 42,897,227 178,520 239.12 

Pertumbuhan 2.95 1.84 1.09 

Sumber: Abbas, 1997 

 

 Surplus beras tidak dapat diekspor karena harganya lebih 

tinggi dari harga dunia, namun kualitasnya kurang sesuai untuk 

diperdagangkan di pasar luar negeri (Sapuan, 2000).  

Seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat 

dari tahun ke tahun, Indonesia tidak lagi mampu memenuhi 

kebutuhan beras, sehingga pada tahun 1990-1995 terjadi 
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peningkatan impor beras hingga 54 persen (Susilowati dkk., 1997). 

Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan impor adalah, selain 

bertambahnya populasi penduduk juga peningkatan pendapatan per 

kapita yang tinggi, khususnya untuk golongan menengah ke atas 

yang menyebabkan terjadinya peralihan selera konsumen dalam 

menerima produk-produk pangan impor. 

Pasal 8 PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan 

menyatakan bahwa, masyarakat mempunyai hak dan kesempatan 

seluas-luasnya untuk mewujudkan cadangan pangan masyarakat, 

yang dapat dilakukan secara mandiri sesuai kemampuan masing-

masing. Selain itu, terdapat juga pernyataan bahwa penyaluran 

pangan secara khusus akan dilakukan apabila terjadi 

ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, 

dan melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin. 
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Tabel 5. Perkembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia Pra Reformasi 

Periode Tahun Kelembagaan Peranan 

Penjajahan 

Belanda                                   

1939 – 1942 Sticthing Het 

Voedingsmiddelen Fonds 

(VMF) – Yayasan Pemerintah 
– Departement Van 
Economische Zaken 

Membeli, menjual dan mengadakan 

persediaan bahan makanan 

Periode 
Pendudukan 

Jepang                   

1942 – 1945 Sanhyohu – Nanyo Kohatsu 
Kaisha – Gunsekanbu 

Sangyobu 
 
 

 
 
 

1. Semua hasil padi (konsumsi 
petani) harus dijual ke 

pemerintah (”single buyer”) 
2. Penggilingan padi diberi upah 

giling 

3. Pengangkutan padi/beras antar 
kabupaten dilarang 

4. Distribusi kepada rakyat di kota 
atas dasar satuan tiap jiwa (50 – 

200 gram/hari) 
5. Beras sebagian besar untuk 

tentara 

Orde Lama 1945 – 1950 1. Pemerintah RI  

    membentuk Kementerian 

dan Jawatan Pemerintah:   

a. Kementerian 
Kemakmuran 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
Plan Kasimo dengan tujuan: (1) 
mencukupi seluruh kebutuhan rakyat 
akan bahan makanan pokok 
terutama beras, jagung, ketela, 
kacang tanah, kedele, ikan dan 
daging secara mandiri; (2) 

memenuhi sekitar 10 persen 
kebutuhan pakaian rakyat secara 
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Periode Tahun Kelembagaan Peranan 

 
 
 

 

b. Kementerian 

Persediaan Makanan 
Rakyat (PMR)  

 

c. Jawatan Persediaan 
dan Pembagian Bahan 
Makanan (PPBM) 

 

 
 

2. Penguasa Belanda 
membentuk Yayasan 
(Stichting VMF)  

 

mandiri; dan (3) mengusahakan 
tersedianya kelebihan produksi 
untuk kepentingan ekspor. 

 
Operasi Intervensi 

 
 
 
Menggantikan lembaga ketahanan 
pangan bentukan Belanda dan 
Jepang secara fisik melakukan 
operasi intervensi 

 
 
Mengatur pembatasan khusus untuk 
pemilikan/penguasaan/penyimpanan
/pengangkutan beras, padi, dan 
gabah. 

1950 – 1951 Yayasan Bahan Makanan 

(BAMA) di bawah 
Kementerian Pertanian 
 
 

1. Penyaluran sistim VMF diteruskan 

2. Penggilingan padi membuat 
kontrak dengan BAMA tidak 
diperkenankan menggiling untuk 
pihak ketiga selama kontraknya 
belum terpenuhi. 

1952 – 1957 Yayasan Urusan Bahan 
Makanan (YUBM) di bawah 
Kementrian Ekonomi 

1. Pengadaan di dalam negeri lebih 
diintensifkan dan pembelian 
beras langsung dari penggilingan 
dihentikan 

2. Menghentikan pelayanan beras 
langsung ke konsumen kecuali 
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Periode Tahun Kelembagaan Peranan 

Angkatan Perang dan Angkatan 
Kepolisian dan diganti dengan 
penjualan injeksi di pasar bebas 

(operasi pasar) bila stok kurang 
dan telah nampak gejala harga 

beras akan naik. 

1958 - 1965 1. Dewan Bahan Makanan 
(DBM) 

 
2. Yayasan Pembelian Padi 
 

3. Badan Pelaksana Urusan 
Pangan (BPUP) dan 
melebur JUBM dan JBPP 

 
 
4. Badan Perusahaan 

Produksi Bahan 
Makananan dan 
Pembukaan Tanah 

(BPMT) 

Penyaluran beras dan produksi padi 
dan bahan lainnya 
 
Pengumpulan padi 
 

Pemerintah meninggalkan prinsip 
stabiliasi melalui mekanisme pasar 
dan bergeser ke orientasi distribusi 
fisik 
 
Sebagai perusahaan padi sentra 

Orde Baru 1966 – 1969 1. Komando Logistik 
Nasional (KOLOGNAS) 

 
2. BULOG 

Pengendalian operasional bahan-
bahan pokok kebutuhan hidup 

 
Pembelian padi atau beras dalam 
negeri terdiri dari dua sumber yakni 
hasil Bimas MT 1966/67 dan dari 
perdagangan biasa 
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Periode Tahun Kelembagaan Peranan 

1970 – 1998  BULOG/Kementrian Urusan 
Pangan 
 

 

1. Bufferstock sebagai instrumen 
pelaksana intervensi 

2. Penerapan harga dasar (Floor 

Price) untuk melindungi petani 
produsen dan harga tertinggi 

(ceiling price) untuk melindungi 
konsumen 
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IV.  KINERJA KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN 

PASCA REFORMASI 

 

 

 Seiring bergulirnya reformasi, pemerintah dituntut agar dapat 

menyelenggarakan pemerintahan lebih baik (good governance) 

dengan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan swasta 

dalam segala aspek kehidupan. Hal ini mengandung maksud bahwa 

penyelenggaraan good governance tidak saja merupakan tanggung 

jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab swasta dan 

masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan good 

governance tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi 

sinergisme atau kerja sama antara ketiga pihak itulah yang akan 

diwujudkan (BBKP, 2003). Kerja sama ketiga pihak ini tidak dapat 

berhasil tanpa adanya pengorganisasian kepemerintahan yang lebih 

baik, yang dapat mewadahi inspirasi dan aspirasi pemerintah, 

swasta, dan masyarakat. Demikian juga halnya dengan 

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dalam rangka 

pemantapan ketahanan pangan di Indonesia.  

 Pada masa reformasi, dimulai dari pemerintahan Presiden B.J. 

Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati 

Soekarno Puteri, isu pangan dan beras tetap menjadi prioritas. Dalam 

masa-masa pemerintahan tersebut, yang dicirikan oleh adanya krisis 

ekonomi yang cukup berat, swasembada beras tetap menjadi sasaran 

utama kebijakan pangan. Pada periode tersebut, untuk merespon 

menurunnya produksi beras domestik karena krisis ekonomi dan 

anomali iklim (kemarau panjang), pemerintah berkali-kali dalam 

waktu relatif singkat menaikkan harga dasar gabah, mengeluarkan 

kebijakan insentif berproduksi dan membuka lebar pasar domestik 

bagi beras impor. Pada era ini program swasembada ala BIMAS dan 

INMAS dikemas dan diperluas cakupannya dalam bentuk GEMA 
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(Gerakan Mandiri) untuk gerakan swasembada padi, jagung dan 

kedele (PALAGUNG), swasembada protein hewani (PROTEINA), dan 

swasembada hortikultura (HORTINA). Untuk mengawal keberhasilan 

GEMA, sebagaimana program BIMAS dan INMAS, Pemerintah 

menyediakan tenaga pendamping dari perguruan tinggi di Indonesia 

yang dikoordinir oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) dan 

mengalokasikan anggaran APBN yang sangat besar untuk 

menyediakan kredit bagi petani (Kredit Usaha Tani-KUT). Memang 

dalam jangka pendek, upaya ini belum mampu menghasilkan seperti 

yang diharapkan, tetapi beberapa waktu kemudian, pemerintah 

mampu melakukan larangan impor, tidak hanya pada waktu-waktu 

tertentu (masa panen raya) saja, bahkan selama setahun penuh pada 

tahun 2005. 

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, filosofi 

kebijakan umum perberasan pada intinya tetap sama dengan era 

pemerintahan sebelumnya, dengan variasi pada tataran kebijakan 

operasional. Penegasan sikap ini ditandai dengan pencanangan 

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) oleh Presiden 

RI tanggal 11 Juni 2005 di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. 

Salah satu tujuan RPPK adalah membangun ketahanan pangan 

dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan meningkatkan kapasitas 

sumberdaya pertanian; meningkatan daya saing, produktivitas, nilai 

tambah dan kemandirian produksi dan distribusi; dan melestarikan 

lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam secara 

berkelanjutan. Seperti halnya pada awal reformasi, keinginan untuk 

mengulangi swasembada juga menjadi impian pemerintah dengan 

mengembangkan program Peningkatan Produksi Beras Nasional 

(P2BN), bahkan juga diperluas dengan upaya pencapaian 

swasembada jagung, kedele, gula, dan daging sapi, yang juga 

merupakan sumber protein hewani. Memang sindroma gerakan 

swasembada sebagaimana era 1970-an yang keberhasilannya baru 

dicapai pada 1984-an masih melekat bahkan setelah reformasi 



 

Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia 63 

berjalan lebih dari lima tahun. Uraian secara lengkap tentang kinerja 

kelembagaan ketahanan pangan dari periode pemerintahan Habibie 

hingga Susilo Bambang Yudhoyono akan diuraikan berikut ini. 

 

4.1. Periode 1998 – 1999 (Pemerintahan Habibie) 

 Pada era reformasi yang dimulai sejak tahun 1998, B.J. 

Habibie diangkat menjadi presiden melalui penugasan langsung dari 

MPR, dengan kabinet yang dipimpinnya bernama Kabinet Reformasi 

Pembangunan. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, isu pangan dan 

beras tetap menjadi prioritas melalui: (a) perumusan kebijaksanaan 

pemerintah di bidang ketersediaan pangan, keamanan pangan, 

stabilisasi harga pangan, dan peningkatan mutu pangan; (b) 

perencanaan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka penyusunan 

program ketersediaan pangan, keamanan pangan, stabilisasi harga 

pangan, dan peningkatan mutu pangan; (c) koordinasi kegiatan 

seluruh instansi pemerintah yang berhubungan dengan ketersediaan 

pangan, keamanan pangan, stabilisasi harga pangan, dan 

peningkatan mutu pangan dalam rangka pelaksanaan program 

pemerintah secara menyeluruh; (d) peningkatan partisipasi 

masyarakat di bidang ketersediaan pangan; dan (e) koordinasi 

kegiatan operasional Badan Urusan Logistik (BULOG).  

 BULOG telah terpisah dari Kementerian Negara Urusan Pangan 

pada tahun 1993, pada tahun 1998 dipimpin oleh Kepala BULOG 

Rahardi Ramelan, dengan ruang lingkup tugas yang sama dari 

sebelumnya, yaitu mengelola persediaan, distribusi, dan 

pengendalian harga komoditas serta usaha jasa logistik. Namun, 

komoditas yang ditangani dipersempit dari dua komoditas yaitu beras 

dan gula pada tahun 1997 menjadi hanya satu komoditi yaitu beras.  

 Sedangkan Departemen Pertanian difokuskan pada 

pengembangan produksi dan kelembagaan untuk mendukung 

terwujudnya ketahanan pangan nasional melalui peningkatan 

produksi komoditas pangan, perikanan, peternakan dan hortikultura, 
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keseimbangan dan kualitas konsumsi pangan dan masyarakat, serta 

pengembangan pangan lokal dan pengembangan kemampuan 

masyarakat dalam pengolahan pangan lokal untuk mempercepat 

proses diversifikasi pangan.  

 Berbagai kegiatan lainnya yang dilaksanakan pada masa 

pemerintahan B.J. Habibie antara lain melalui pengembangan 

produksi dan kelembagaan untuk mewujudkan ketahanan pangan 

nasional, penyediaan sembilan pangan pokok yang cukup bagi rakyat 

baik melalui peningkatan produksi dalam negeri maupun impor, 

memperluas kebijakan dan program diversifikasi pangan untuk 

mengurangi ketergantungan pangan rakyat hanya kepada beras, 

mencanangkan Gerakan Mandiri (Gema) untuk gerakan swasembada 

padi, jagung dan kedele (PALAGUNG), swasembada protein hewani 

(PROTEINA), dan swasembada hortikultura (HORTINA) sebagai upaya 

untuk meningkatkan kemandirian dan keberdayaan petani dalam 

menjalankan usaha pertaniannya agar tercapai efisiensi dan 

peningkatan daya saing komoditas, upaya menaikkan harga dasar 

gabah dari Rp 1.000/kg menjadi tiga macam harga, yaitu Rp  

1.400/kg (Jawa, Kalsel, Sulsel, Sultra, Sulteng, Bali, NTB), Rp 

1.450/kg (Sumatera), dan Rp 1.500/kg (KTI dan propinsi lainnya), 

membebaskan tata niaga pupuk dengan PT Pusri bertanggung jawab 

untuk menyalurkan pupuk ke daerah terpencil, dan memperbesar 

alokasi Kredit Usaha Tani (KUT) secara nasional.  

 Berbagai upaya dan kebijakan yang telah diterapkan pada 

masa Pemerintahan B.J. Habibie telah berkontribusi terhadap 

meningkatnya produksi pangan khususnya padi, yang masih menjadi 

kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Berdasarkan data produksi BPS 

tahun 2000, produksi padi yang sebelumnya mengalami penurunan 

dari 51.101.506 ton pada tahun 1996, dan 49.377.054 ton pada 

tahun 1997 menjadi 49.236.692 ton pada tahun 1998, kembali 

mengalami peningkatan sebesar 3,31 persen menjadi 50.866.387 ton 

di tahun 1999 (Tabel 6). Kembali meningkat lagi pada tahun 2000 
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sebesar 2,03 persen dari tahun 1999 menjadi 51.898.852 ton. 

Namun peningkatan produksi padi tersebut ternyata belum dapat 

menyeimbangkan kebutuhan jumlah penduduk yang setiap tahunnya 

bertambah. Dengan pertumbuhan produksi padi dari tahun 1996 

hingga 2.000 yang sebesar 0,42 persen per tahun, dan jumlah 

penduduk yang bertambah 0,85 setiap tahunnya, produksi padi per 

kapita ternyata mengalami penurunan sebesar 0,41 persen per 

tahun. Hal ini juga yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan 

pemerintahan selanjutnya untuk tetap fokus pada swasembada 

pangan melalui peningkatan produksi padi dan persiapan penanganan 

kerawanan pangan secara dini. 

 

Tabel 6. Perkembangan Produksi Padi, Jumlah Penduduk, dan 

Produksi Padi per Kapita Tahun 1996 - 2000  

Tahun 
Produksi Padi 

(000 kg) 

Jumlah 

Penduduk  

(000 jiwa) 

Produksi Padi per 

Kapita  

(kg/jiwa) 

1996 51.101.506 198.320 257,67 

1997 49.377.054 201.353 245,23 

1998 49.236.692 204.393 240,89 

1999 50.866.387 207.437 245,21 

2000 51.898.852 205.132 253,00 

Pertumbuhan 0,42 0,85 -0,41 

Sumber: Abbas, 1997 dan Biro Pusat Statistik (BPS), 2000 

  

Pusat Penanganan Rawan Pangan dibentuk guna 

menanggulangi dan mencegah kerawanan pangan secara cepat dan 

terpadu. Selain itu, Tim Pemantau Ketahanan Pangan juga dibentuk 

guna mengidentifikasi dan mengevaluasi penyebab munculnya rawan 

pangan, serta merumuskan strategi untuk mengatasinya. 

Ketersediaan bahan kebutuhan pokok di seluruh wilayah diupayakan 

untuk dijaga melalui kebijakan stabilisasi harga pangan, pengadaan 
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dan distribusi pangan diarahkan kepada mekanisme pasar dengan 

memberikan peluang seluas-luasnya kepada dunia usaha untuk 

melaksanakan pemasaran dalam negeri maupun impor. Peningkatan 

dan perbaikan ketahanan pangan nasional juga diupayakan melalui 

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan secara khusus 

menetapkan kebijaksanaan jaring pengaman sosial dan 

pemberdayaan masyarakat (JPS-PM).  

 

4.2. Periode 1999 - 2001  (Pemerintahan Abdurrahman 

Wahid) 

 Dalam era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, 

penanganan ketahanan pangan juga masih fokus pada masalah 

pangan khususnya beras, namun lembaga yang menanganinya 

mengalami perubahan. Pada masa pemerintahan sebelumnya, 

penanganan masalah pangan berada di bawah Kementerian Negara 

Urusan Pangan, namun kemudian dihapuskan dan diserahkan kepada 

Departemen Pertanian. Hal ini seiring dengan berkembangnya 

pengertian pangan yang tidak terpisahkan dari pertanian 

sebagaimana yang tercantum dalam Propenas, dan program yang 

dijalankan oleh Kabinet Persatuan yang berupaya untuk 

melaksanakan pengembangan pertanian dan ketahanan pangan 

berkelanjutan yang diarahkan untuk menjamin keberlanjutan industri 

dan ekonomi nasional. Selain itu, dilatarbelakangi juga oleh adanya 

kesulitan dalam hal koordinasi dan sinkronisasi kegiatan terutama 

antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan 

masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan. 

 Untuk itu, dibentuklah Badan Urusan Ketahanan Pangan 

(BUKP) melalui Keppres No. 136 tahun 1999 yang diharapkan dapat 

terorganisasi dengan lebih baik. Penjabaran Keppres tersebut terkait 

dengan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja 

Departemen Pertanian yang diuraikan melalui Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor: 160/Kpts/OT.210/3/2000 tentang organisasi dan 
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tata kerja Departemen Pertanian, Badan Urusan Ketahanan Pangan 

pada Bab XII pasal 140. Melalui Keputusan tersebut dikemukakan 

bahwa, badan ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan 

pengembangan ketahanan pangan berdasarkan kebijakan Menteri 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan 

distribusi pangan khususnya beras pada masa pemerintahan 

Abdurrahman Wahid dilakukan juga oleh BULOG dengan ruang 

lingkup tugas yang sama untuk mendukung pemantapan ketahanan 

pangan.  

 Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan 

ketahanan pangan antara lain mencakup inventarisasi dan evaluasi 

sumber daya pangan potensial di masyarakat, baik di tingkat lokal, 

regional, dan nasional; pengembangan produksi pangan beras dan 

non beras yang didukung dengan peningkatan produktivitas petani 

dan nelayan; optimalisasi pemanfaatan lahan, rehabilitasi, dan 

pengembangan prasarana dan sarana pendukung ketahanan pangan 

seperti prasarana distribusi, transportasi, pergudangan, sarana 

produksi, permodalan, dan irigasi; perluasan lahan pertanian baru, 

serta pemanfaatan lahan tidur dan lahan kurang produktif lainnya 

dengan mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang Nasional dan 

Wilayah.  

 Di bidang regulasi, dilakukan penyusunan peraturan 

perundang-undangan tentang lahan pertanian pangan abadi untuk 

mencegah penyusutan lahan pertanian; penegakan hukum terutama 

dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hayati yang 

merupakan sumber genetik bagi pengembangan produksi pangan; 

koordinasi kebijakan dan program ketahanan pangan; pembinaan 

penerapan standar dan penilaian kesesuaian termasuk jaminan mutu 

produk dan jasa serta pengawasannya. 

 Pemerintah juga menyusun peta informasi potensi 

pengembangan bisnis pangan yang terpadu dengan sentra-sentra 

produksi pertanian bahan pangan; pengembangan kemitraan usaha 
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dan kelembagaan bisnis pangan, serta pembinaan pelaku bisnis 

pangan sesuai kebutuhan pasar; pengembangan industri pengolahan 

pangan skala rumah tangga/mikro kecil dan menengah; peningkatan 

penyediaan bahan pangan asal ternak yang berkualitas dan aman 

bagi masyarakat dan bahan baku industri melalui upaya peningkatan 

populasi, produktivitas, dan kualitas hasil ternak; peningkatan 

konsumsi pangan asal ternak dan ikan oleh masyarakat melalui 

peningkatan pengetahuan dan pendapatan masyarakat, serta 

penganekaragaman pangan hasil ternak dan ikan; penyediaan kredit 

yang menunjang peningkatan ketahanan pangan; dan 

pengembangan sistem pengolahan komoditas hortikultura sesuai 

potensi masyarakat dan wilayah.  

 Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, upaya 

swasembada pangan melalui peningkatan produksi pangan melalui 

optimalisasi lahan juga menunjukkan hasil yang hampir serupa 

dengan masa pemerintahan Habibie. Berdasarkan data BPS tahun 

2000, produksi padi tidak meningkat secara signifikan berkisar antara 

50 sampai dengan 51 juta ton atau tumbuh sekitar 0,43 persen per 

tahun antara tahun 1999 sampai dengan 2002 (Tabel 7).  

 

Tabel 7. Perkembangan Produksi Padi, Jumlah Penduduk, dan 

Produksi Padi per Kapita Tahun 1999 - 2002  

Tahun 
Produksi Padi 

(000 kg) 

Jumlah 

Penduduk  

(000 jiwa) 

Produksi Padi per 

Kapita  

(kg/jiwa) 

1999 50.866.387 207.437 245,21 

2000 51.898.852 205.132 253,00 

2001 50.460.782 208.437 242,09 

2002 51.489.694 211.063 243,95 

Pertumbuhan 0,43 0,59 -0,12 

Sumber: BPS, 2002 
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Namun peningkatan produksi padi yang tidak terlalu signifikan 

ini disertai dengan pertambahan jumlah penduduk yang berkurang 

menjadi 0,59 persen per tahun dari tahun 1999 hingga tahun 2002, 

sehingga pertumbuhan produksi atau ketersediaan padi per kapita 

hanya menurun 0,12 persen per tahun. Dengan demikian, lebih 

banyak penduduk Indonesia yang dapat makan beras dari periode 

sebelumnya atau ketersediaan padi untuk setiap jiwa penduduk 

mengalami peningkatan pertumbuhan dari periode sebelumnya. 

 

4.3. Periode 2001 – 2004 (Pemerintahan Megawati) 

Pada masa pemerintahan Megawati, BUKP dan Sekretariat 

Pengendali (Setdal) BIMAS dilebur menjadi Badan Bimas Ketahanan 

Pangan (BBKP) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 177 Tahun 2000 pasal 16 tentang susunan organisasi dan 

tugas Departemen Pertanian. Keppres tersebut menjelaskan bahwa 

BBKP merupakan suatu unit kerja setingkat eselon I dalam struktur 

Departemen Pertanian dengan tugas yang diuraikan dalam Keputusan 

Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/2001 tentang organisasi 

dan tata kerja Departemen Pertanian yaitu “melaksanakan 

pengkajian, pengembangan, dan koordinasi pemantapan ketahanan 

pangan”. 

 Sedangkan untuk pelaksanaan tugas pemantapan ketahanan 

pangan di daerah (propinsi maupun kabupaten/kota), telah dibentuk 

unit kerja struktural ketahanan pangan di propinsi dan 

kabupaten/kota dengan tetap berpedoman kepada Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 

sebagai Daerah Otonomi. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah 

tersebut telah menetapkan mengenai struktur, organisasi dan tata 

kerja perangkat pemerintah propinsi dan kabupaten/kota.  

Unit kerja struktural ketahanan pangan di propinsi dan 

kabupaten/kota tersebut memiliki struktur kelembagaan yang 
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bervariasi, baik dalam bentuk institusi/unit kerja maupun 

eselonisasinya, seperti ada yang berbentuk kantor (eselon II), 

subdinas (eselon III), bagian, bidang, unit pelaksana teknis, 

sekretariat, dan seksi, baik yang berdiri sendiri maupun unit kerja 

yang digabungkan dengan unit lain atau berada di bawah dinas 

teknis. Mengacu pada himpunan Peraturan Daerah Propinsi 

(sebanyak 24 Perda) dan kabupaten/kota (sebanyak 169 Perda), 

institusi/unit kerja ketahanan pangan dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: (a) Badan Ketahanan Pangan (setingkat unit kerja struktur 

Eselon II); (b) Kantor Ketahanan Pangan (setingkat unit kerja 

struktural eselon III); (c) Sub Dinas Ketahanan Pangan di Propinsi 

atau kabupaten/kota di bawah dinas yang menangani ketahanan 

pangan (setingkat unit kerja struktural eselon III); (d) Bagian 

Ketahanan Pangan di propinsi atau kabupaten/kota di bawah biro 

yang menangani ketahanan pangan (setingkat unit kerja struktural 

eselon III); (e) Bidang Ketahanan Pangan di propinsi atau 

kabupaten/kota di bawah dinas yang menangani ketahanan pangan 

(setingkat unit kerja struktural eselon III); (f) Unit Pelaksana Teknis 

Ketahanan Pangan Daerah yaitu unsur pelaksana operasional dinas di 

lapangan yang menangani ketahanan pangan (setingkat unit kerja 

struktural eselon IV); (g) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yaitu 

perangkat daerah propinsi atau kabupaten/kota yang menangani 

ketahanan pangan (setingkat unit kerja struktural eselon III); (h) 

Seksi Ketahanan Pangan yaitu unsur pelayanan yang menangani 

ketahanan pangan di bawah sub dinas (setingkat unit kerja struktural 

eselon IV). 

 Unit kerja ketahanan pangan di propinsi maupun 

kabupaten/kota memiliki tugas secara umum sebagai berikut: 

a. Membantu Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah lingkup tugas bidang ketahanan pangan.  

b. Menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan dan perumusan 

program serta rencana kegiatan dan kebijakan teknis di bidang 
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ketahanan pangan; (2) pengidentifikasian ketersediaan dan 

kerawanan pangan, distribusi dan konsumsi pangan, serta 

pemantauan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan 

masyarakat; (3) pemantauan distribusi pangan terutama 

komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijaksanaan 

lintas propinsi dan atau kabupaten/kota; (4) sosialisasi dan 

pengembangan gerakan diversifikasi konsumsi pangan; (5) 

pelaksanaan penyuluhan gerakan peningkatan mutu pangan 

nabati dan hewani; (6) pengawasan dan penyuluhan keamanan 

pangan segar; (7) pelaksanaan dan pengendalian Sistem 

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), serta norma standar 

bahan pangan; dan (8) pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan. 

  

Mengingat ketahanan pangan mencakup aspek yang kompleks 

dan bersifat multi dimensional, maka untuk lebih memperkuat forum 

koordinasi ketahanan pangan yang ada dengan mempertimbangkan 

berbagai perubahan lingkungan strategis, telah dibentuk Dewan 

Bimbingan Massal (Bimas) Ketahanan Pangan melalui Keputusan 

Presiden Nomor 41 tahun 2001. Dewan Bimas Ketahanan Pangan 

(DBKP) tersebut merupakan hasil transformasi dari Sekretariat 

Pengendali Bimbingan Massal yang diatur dengan Keppres Nomor 40 

Tahun 1997. Lembaga ini memiliki tugas: (1) koordinasi perumusan 

kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan nasional; (2) 

evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan 

pangan nasional. Keppres Nomor 41 tahun 2001 pasal 4 ayat (1) dan 

(2) juga menetapkan Badan Bimas Ketahanan Pangan (BBKP) secara 

ex-officio sebagai Sekretariat DBKP. 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada periode 2000-an 

menuntut perubahan Keppres Nomor 41 tersebut disempurnakan 

menjadi Keppres Nomor 132 tahun 2001 dengan beberapa 

penyempurnaan sebagai berikut: 
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a. Penyempurnaan nama Dewan Bimbingan Massal Ketahanan 

Pangan menjadi Dewan Ketahanan Pangan (DKP). 

Penyempurnaan ini menghilangkan citra yang selama ini melekat 

bahwa Bimas hanya terfokus kepada intensifikasi tanaman 

pangan saja. 

b. Penyempurnaan organisasi Dewan, yaitu menyempurnakan Ketua 

Dewan dari Wakil Presiden menjadi Presiden. Penyempurnaan ini 

sangat mendasar, karena menunjukkan perhatian dan keseriusan 

pemerintah dalam menangani pemantapan ketahanan pangan. 

c. Penyempurnaan cakupan dan ruang lingkup tugas Dewan dari 

aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi menjadi 

ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta mutu, gizi dan 

keamanan pangan. Dengan penyempurnaan ini, maka tugas 

Dewan semakin kompleks yang memerlukan kerja sama, 

partisipasi dan sinergisme berbagai institusi, sektor/subsektor dan 

lintas wilayah. 

d. Memberikan keleluasaan dan kewenangan yang luas kepada 

Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penyusunan organisasi, 

keanggotaan, dan tata kerja Dewan. 

 

Dalam Keppres Nomor 132 tahun 2001 dinyatakan bahwa DKP 

merupakan lembaga non-struktural yang dipimpin oleh seorang 

Ketua, yaitu Presiden Republik Indonesia. Sedangkan untuk 

pelaksanaan tugas sehari-hari, dilaksanakan oleh Ketua Harian untuk 

membantu Presiden dalam: 

(1) Merumuskan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan 

nasional, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan 

konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan. 

(2) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

pemantapan ketahanan pangan nasional.  
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Pencapaian ketahanan pangan meliputi aspek-aspek yang 

kompleks dan bersifat multi dimensional, tidak mungkin dilakukan 

hanya oleh Departemen Pertanian, apalagi oleh BBKP saja yang 

berada di bawah Departemen Pertanian. Untuk itu dibangun payung 

yang lebih besar agar aspek-aspek tersebut dapat ditangani secara 

terintegrasi dan sinerjik melalui dibentuknya DKP. Pada dasarnya, 

DKP mengemban fungsi koordinasi untuk mensinergikan kebijakan 

dan program ketahanan pangan lintas sektoral dan lintas pelaku 

pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat. Koordinasi 

dengan daerah sesuai semangat otonomi, dilaksanakan dalam 

koordinasi fungsional melalui DKP Propinsi dan Kabupaten/Kota (DKP, 

2003). Selanjutnya, DKP di propinsi atau kabupaten/kota juga 

terbentuk guna mewujudkan ketahanan pangan daerah sebagai 

bagian dari ketahanan pangan nasional, dengan struktur organisasi, 

susunan keanggotaan, dan tata kerja DKP Propinsi yang ditetapkan 

oleh Gubernur dan DKP Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.  

 Berbagai kegiatan ketahanan pangan telah dilaksanakan BBKP 

sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta 

memberikan kontribusi dalam pemantapan ketahanan pangan 

nasional antara lain merumuskan kebijakan ketahanan pangan 

melalui analisis ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan, 

pola distribusi pangan strategis, dan situasi konsumsi pangan. BBKP 

juga telah ikut serta dalam upaya percepatan diversifikasi pangan, 

penanganan kerawanan pangan melalui revitalisasi sistem 

kewaspadaan pangan dan gizi, serta penanggulangan kerawanan 

pangan.  

 Upaya pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan 

juga dilaksanakan oleh BBKP dengan tujuan memfasilitasi 

peningkatan kapasitas masyarakat pertanian (petani dan nelayan). 

Salah satu sasaran pemberdayaan tersebut adalah untuk 

membangun kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang telah 

mengalami kelumpuhan, termarjinalisasi, dan terlupakan dalam 
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mengantisipasi, mencegah, dan menangani persoalan rawan pangan. 

Upaya pemberdayaan tersebut dilaksanakan melalui: (a) Penguatan 

Modal Usaha Kelompok (PMUK)/Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

pengembangan lumbung pangan, pengembangan sistem tunda jual 

untuk komoditas padi, pengembangan pangan lokal, pemanfaatan 

lahan pekarangan, dan pemberdayaan daerah rawan pangan; (b) 

pemberdayaan ketahanan pangan di lahan kering dan marginal 

secara partisipatif di 3 propinsi (Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan 

Sulawesi Tenggara); dan (c) Pemberdayaan ketahanan pangan 

melalui lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3) di 6 

propinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nanggroe Aceh 

Darussalam, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat). Hal ini 

juga didukung oleh kegiatan pemberian penghargaan, promosi, 

kampanye, dan pendampingan, penyusunan peta kerawanan pangan 

(Food Insecurity Atlas) di 17 propinsi (Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, 

Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku 

Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua), pilot project pemberdayaan 

perempuan dalam pemantapan ketahanan pangan dilaksanakan di 4 

propinsi (Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan 

Sulawesi Selatan). 

 Selain itu, BBKP juga telah mengadakan kerja sama dengan 

berbagai organisasi internasional dalam upaya pemberdayaan 

ketahanan pangan, antara lain: (a) International Fund for Agricultural 

Development (IFAD) melalui Proyek Participatory Integrated 

Development in Rainfed Areas (PIDRA) di 3 propinsi (Jawa Timur, 

Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur); (b) Food and 

Agricultural Organization (FAO) melalui Special Programme for Food 

Security (SPFS) yang dilaksanakan sejak tahun 2002 di 5 propinsi 

(NTB, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Riau) 

dan National Program for Food Security (NPFS) untuk koordinasi 
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peningkatan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan di 4 kota 

(Jakarta, Surabaya, Bali, dan Medan); dan (c) dengan Japan 

International Cooperation Agency (JICA) melalui Institutional Support 

for Food Security (ISFS) di 4 propinsi (Sumatera Utara, Kalimantan 

Selatan, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara). 

 Selain kontribusi BBKP terhadap program peningkatan 

ketahanan pangan, Departemen Pertanian sendiri sebagai 

kementerian yang menaungi BBKP memiliki kontribusi terhadap 

meningkatnya produksi pangan khususnya padi di Indonesia. 

Produksi padi mengalami peningkatan yang signifikan setiap 

tahunnya dari tahun 2000 hingga tahun 2004, dengan pertumbuhan 

produksi padi sebesar 1,79 persen per tahun (Tabel 8). Dengan 

pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,34 persen per tahun, 

produksi padi tersebut telah mencukupi kebutuhan seluruh penduduk 

Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh produksi padi per kapita yang 

meningkat 0,44 persen per tahun.  

 

Tabel 8. Produksi Padi, Jumlah Penduduk, dan Produksi Padi per 

Kapita Tahun 2000 – 2004 

Tahun 
Produksi Padi 

(000 kg) 

Jumlah 

Penduduk 

(000 jiwa) 

Produksi Padi 

per Kapita 

(kg/jiwa) 

2000 50.460.782 208.437 242,09 

2001 51.489.694 211.063 243,95 

2002 52.137.604 213.722 243,95 

2003 54.088.468 216.415 249,93 

2004 54.151.097 219.852 246,31 

Pertumbuhan 1,79 1,34 0,44 

Sumber: BPS, 2004 

 

 Tercukupinya kebutuhan penduduk akan padi menunjukkan 

bahwa upaya peningkatan produksi padi untuk mencapai 
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swasembada pangan pada masa pemerintahan Megawati dapat 

dikatakan lebih berhasil dari masa pemerintahan sebelumnya. 

Keberhasilan juga tidak lepas dari keberhasilan peningkatan produksi 

padi melalui program yang dicanangkan oleh pemerintahan periode 

sebelumnya, seperti Gerakan Mandiri Pangan (Gema Palagung 2001, 

Gema Proteina 2003, dan lainnya) yang telah dirintis pada masa 

pemerintahan Soeharto (Orde Baru) dan Habibie melalui peningkatan 

luas areal pertanaman dan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian.  
 

4.4. Periode 2004 - 2009 (Pemerintahan Susilo Bambang 

Yudhoyono) 

 Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, 

kelembagaan ketahanan pangan di Departemen Pertanian masih 

melanjutkan kelembagaan yang dibentuk pemerintahan sebelumnya, 

yaitu BBKP. Namun, seiring dengan adanya perubahan visi dan misi 

Departemen Pertanian, BBKP diubah menjadi Badan Ketahanan 

Pangan (BKP) pada akhir tahun 2005. Perubahan nama ini terkait 

dengan pemantapan organisasi Departemen Pertanian yang efisien 

dan efektif, yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas 

Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, pada bagian IX 

tentang Departemen Pertanian pasal 21 diktum K yang menyatakan 

bahwa BKP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 

pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan 

pangan.  

Seiring dengan perubahan BBKP menjadi BKP, maka dianggap 

perlu untuk menyesuaikan fungsi dan tugas DKP sesuai dengan 

perkembangan saat ini, sehingga tugas DKP dapat menjadi lebih 

optimal. Untuk itu, telah disusun Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 

2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan yang salah satu pasalnya 

menyatakan tentang pembentukan DKP atau yang biasa disebut 

Dewan sebagai lembaga non-struktural yang dipimpin seorang Ketua, 
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yaitu Presiden Republik Indonesia. Tugas sehari-hari Dewan 

dilaksanakan oleh Ketua Harian, yaitu Menteri Pertanian untuk 

membantu Presiden dalam: 

1. Merumuskan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan 

nasional, meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, 

distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, 

serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi. 

2. Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan 

ketahanan pangan. 

3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka 

mewujudkan ketahanan pangan nasional. 

Selain tugas tersebut, sesuai peraturan yang berlaku, DKP 

juga diberi tugas dan kewenangan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Pasal 17 Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 68 

Tahun 2002, DKP mengkoordinasikan perumusan kebijakan 

ketahanan pangan. 

2. Sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, 

bahwa mekanisme koordinasi DKP tidak berdasarkan hubungan 

struktural tetapi fungsional. 

Berbagai kegiatan untuk melaksanakan tugasnya dikelola oleh 

Sekretariat DKP yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan 

melalui Ketua Harian Dewan. Untuk memfasilitasi DKP dalam 

menjalankan tugasnya, Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DKP 

telah membentuk beberapa perangkat organisasi pendukung, yaitu:  

1. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian DKP Nomor: 

633/Kpts/OT.160/I/01/2006 tentang Perubahan Anggota 

Kelompok Kerja Teknis DKP, yang bertugas membantu Dewan 

dalam: (a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemantapan 

ketahanan pangan nasional yang meliputi aspek ketersediaan, 

distribusi, serta konsumsi, mutu, gizi, dan keamanan pangan; 
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serta (b) melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

pemantapan ketahanan pangan nasional. Dalam melaksanakan 

tugasnya, Pokja Teknis dengan anggota 29 orang dari Pejabat 

Eselon I dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen 

(LPND) dari instansi terkait, bertanggung jawab kepada Ketua 

Harian DKP. 

2. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian DKP Nomor: 

466/Kpts/OT.160/I/01/2006 tentang Perubahan Anggota 

Kelompok Kerja Ahli DKP, yang bertugas membantu Dewan 

dalam: (a) menghimpun, mengolah, dan menyajikan bahan 

perumusan kebijakan pemantapan ketahanan pangan, yang 

meliputi aspek ketersediaan, distribusi, serta konsumsi, mutu, 

gizi, dan keamanan pangan; serta (b) memberi masukan kepada 

DKP berkaitan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan 

dalam jangka pendek dan jangka menengah. Dalam 

melaksanakan tugas, Pokja Ahli dengan anggota 21 orang dari 

kalangan pakar, ahli, profesi, pengamat pangan, pengusaha, dan 

masyarakat, melalui Sekretaris DKP bertanggung jawab kepada 

Ketua Harian DKP.  

3. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian DKP Nomor 

1787/Kpts/OT.160/12/2008 tentang Pembentukan Kelompok 

Kerja Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat sebagai 

Pokja Khusus, yang bertugas membantu Dewan dalam: (a) 

memberi masukan kepada Pemerintah melalui DKP yang 

berkaitan dengan upaya-upaya pemantapan, sebagai bahan 

pertimbangan untuk perumusan kebijakan ketahanan pangan; (b) 

membantu sosialisasi dan konsultasi kebijakan ketahanan pangan 

kepada masyarakat; (c) menyerap dan mengartikulasikan 

pengalaman-pengalaman praktis masyarakat dalam mewujudkan 

ketahanan pangan; (d) mendorong pengembangan prakarsa 

masyarakat untuk ketahanan pangan dan kemandirian pangan; 

dan (e) membantu pemantauan dan evaluasi implementasi 
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kebijakan ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugas, Pokja 

Khusus dengan anggota 13 orang dari kalangan organisasi 

kemasyarakatan di bidang pertanian, penelitian, agama, melalui 

Sekretaris DKP bertanggung jawab kepada Menteri 

Pertanian/Ketua Harian DKP. 

  

Selain dibentuk DKP di Pusat, di daerah juga dibentuk DKP di 

propinsi yang diketuai oleh Gubernur, dan di kabupaten/kota diketuai 

oleh Bupati/Walikota. Sampai dengan tahun 2009, kelembagaan 

ketahanan pangan daerah telah berkembang di 33 propinsi dan 367 

kabupaten/kota, serta DKP daerah di 33 propinsi dan 407 

kabupaten/kota. Walaupun hal-hal yang terkait dengan ketahanan 

pangan telah dilaksanakan oleh Badan BKP dan DKP, BULOG tetap 

memegang peranan penting dalam penanganan distribusi beras  

dengan ruang lingkup tugas yang sama dengan periode-periode 

pemerintahan sebelumnya.  

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, BULOG 

mengalami perubahan dari LPND menjadi PERUM dengan ruang 

lingkup tugas yang juga menyesuaikan kondisi dan perubahan sosial 

politik yang terjadi, yaitu: (1) pengamanan harga dasar pembelian 

gabah; (2) pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang 

rawan pangan; (3) pemupukan stok nasional untuk berbagai 

keperluan publik untuk menghadapi keadaan darurat; dan (4) 

mengendalikan gejolak harga. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKP telah 

ikut berperan serta dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan 

antara lain melalui perubahan konsep Harga Dasar, menjadi Harga 

Dasar Pemerintah, kemudian menjadi Harga Pembelian Pemerintah, 

penetapan HPP yang ditetapkan hampir setiap tahun disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat itu; program aksi 

diversifikasi pangan melalui upaya penyusunan rencana aksi 

diversifikasi pangan, pemberian makanan tambahan pada anak 
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sekolah dasar (PMT-AS), diversifikasi pangan berbasis jagung; 

penerbitan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang 

Ketahanan Pangan; pengkajian kemandirian pangan dan ekspor 

impor pangan guna menghasilkan kebijakan yang dapat mendukung 

kemandirian pangan; penyusunan kebijakan penggunaan dan 

perdagangan gula kristal mentah pada tahun 2004 guna membatasi 

peredaran raw sugar impor di pasar dalam negeri; dan penyusunan 

Rancangan Peraturan Presiden tentang kebijakan percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan. 

 Dalam rangka pemberdayaan kelembagaan ketahanan 

pangan, BKP masih melanjutkan beberapa model pengembangan 

ketahanan pangan yang telah dilaksanakan oleh BBKP dalam rangka 

membangun kelembagaan ketahanan pangan lokal, antara lain: (a) 

Program PIDRA Fase II yang dimulai sejak tahun 2005 dan berakhir 

pada tahun 2009, serta persiapan exit strategy PIDRA; (b) penguatan 

Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang kemudian 

diganti menjadi Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 

(Penguatan LDPM) pada tahun 2009; dan (c) Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM) Pengembangan Lumbung Pangan, Sistem Tunda 

Jual, Pangan Lokal, dan Pemanfaatan Pekarangan, dan 

Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan yang sampai tahun 2005 telah 

disalurkan ke 3.503 desa pada 2.072 kecamatan di 317 kabupaten 

pada 30 propinsi dan diikuti oleh 90.053 petani yang tergabung 

dalam 3.853 kelompok, seperti terlihat dalam Tabel 9. 

Sejak tahun 2006, seluruh kegiatan pemberdayaan penguatan 

BLM tersebut sudah diintegrasikan kedalam kegiatan Pengembangan 

Desa Mandiri Pangan (Demapan) pada berbagai kabupaten prioritas I 

dan II rawan pangan hasil Peta Rawan Pangan/Food Insecurity Atlas 

(FIA) tahun 2005. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan) 

juga merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan yang 

dilaksanakan guna menindaklanjuti keberhasilan PIDRA dan SPFS 

melalui proses pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan 
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sekurang-kurangnya empat tahun dalam 4 tahap, yaitu: persiapan, 

penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Selain itu, BKP juga 

telah menyusun peta kerawanan pangan (Food Insecurity Atlas/FIA) 

diseluruh propinsi dan kabupaten. 
 

 

Tabel 9. Jumlah Lokasi, Peserta, dan Dana PMUK/BLM pada Tahun 

2002-2005 

 

Kegiatan 

Jumlah Lokasi Jumlah Peserta Jumlah 

Dana 

(Rp.000) 
Desa Kec Kab Prop Klpk Anggota 

1. PLP 

2. PSTJ 

3. PPL 

4. PPLP 

5. PDRP 

6. Lainny

a 

936 

467 

1.083 

805 

331 

223 

689 

376 

730 

485 

241 

156 

157 

94 

210 

143 

90 

54 

27 

21 

29 

25 

19 

7 

998 

519 

1.158 

1.012 

350 

259 

29.568 

14.486 

20.096 

17.892 

8.631 

10.449 

26.411.077 

11.752.741 

25.150.842 

12.446.989 

4.541.789 

4.750.059 

Jumlah 3.503 2.072 317 29 3.853 90.053 81.844.082 

Sumber : Bagian Evaluasi dan Pelaporan, BKP, 2006 

Keterangan : PLP=Pengembangan Lumbung Pangan; PSTJ=Pengembangan 

Sistem Tunda Jual; PPL=Pengembangan Pangan Lokal; 

PPLP=Pengembangan Pemanfaatan Lahan Pekarangan; 

PDRP=Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan 

 

 Dalam rangka monitoring dan pengendalian ketahanan pangan 

baik distribusi, ketersediaan, kerawanan dan keamanan pangan, 

serta konsumsi pangan, BKP telah melaksanakan berbagai kegiatan 

pemantauan, antara lain: (a)  pemantauan harga pangan pokok 

strategis pada hari besar keagamaan dan nasional khususnya selama 

bulan Ramadhan dan Idul Fitri; (b) pemantauan kegiatan diversifikasi 

pangan; (c) pemantauan produksi pangan nabati dan hewani ke 

beberapa propinsi guna mengidentifikasi situasi produksi pangan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi produksi di tingkat nasional, 
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regional, dan petani produsen; dan (d) pemantauan usahatani 

bawang merah di Brebes.  

 Pengendalian ketahanan pangan juga dilaksanakan dengan 

ikut serta menjaga stabilisasi harga padi petani pada saat panen 

raya, melakukan analisis situasi perberasan nasional, analisis 

penyempurnaan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan analisis 

distribusi pangan untuk beras nasional, cabe merah, daging ayam ras 

pedaging nasional, dan telur ayam ras petelur nasional. Upaya 

lainnya yang juga dilaksanakan untuk mengawasi dan mengendalikan 

ketahanan pangan antara lain melalui penanganan Sistem 

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), sosialisasi situasi konsumsi 

pangan wilayah, serta apresiasi analisis kebutuhan konsumsi dan 

Metode Analisis Distribusi, Harga, dan Akses Pangan. 

 Selain itu, BKP juga telah berupaya melaksanakan koordinasi 

dan sinkronisasi dalam kegiatan ketahanan pangan dengan 

melibatkan berbagai subsektor lingkup Departemen Pertanian, 

instansi terkait, pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota, 

lembaga internasional misalnya IFAD, FAO, JICA, NFP, lembaga 

bilateral maupun regional seperti ASEAN, perguruan tinggi di 

berbagai daerah propinsi, lembaga profesi, asosiasi, lembaga 

swadaya masayarakat, dan perusahaan swasta (GAPMMI, Yayasan La 

Rose, Yayasan Kehati, Perpadi, HKTI, PT.CPI, Indofood), media 

massa (televisi/radio/surat kabar), dan masyarakat. Hal ini 

dilaksanakan melalui kegiatan pemberian penghargaan ketahanan 

pangan yang dilaksanakan setiap tahun guna memotivasi dalam 

meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial kelompok tani, 

serta meningkatkan mutu koordinasi pelayanan aparat di lapangan. 

Penghargaan ketahanan pangan diberikan kepada seluruh komponen 

pemangku kepentingan ketahanan pangan, yaitu masyarakat 

pertanian, sektor swasta, serta aparat pemerintah dan daerah.  

 Selain pemberian penghargaan ketahanan pangan, BKP juga 

berperan aktif dalam kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang 
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melaporkan mengenai perkembangan komitmen Indonesia untuk 

mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi setengahnya pada 

tahun 2015 seperti yang telah disepakati dalam World Food Summit: 

Five Years later (WFS:fyl) tahun 1996; dan menindaklanjuti 

kesepakatan yang dihasilkan dalam peringatan HPS melalui rapat-

rapat Pokja, Seminar/Semiloka, Sidang para Bupati/Walikota, Sidang 

para Gubernur, dan Konferensi.  

 Koordinasi dan sinkronisasi program ketahanan pangan juga 

dilakukan melalui berbagai wadah pertemuan yang dilaksanakan 

secara teratur oleh BKP melalui Dewan Ketahanan Pangan, antara 

lain: (a) Konferensi DKP yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali di 

Jakarta, dan melibatkan seluruh anggota DKP, para Ketua DKP 

Propinsi, seluruh anggota Pokja Ahli dan Pokja Teknis, LSM, dan 

Swasta; (b) Sidang regional sebagai forum koordinasi bagi para 

Ketua dan Sekretaris DKP Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh 

Sekretariat DKP, dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk 

merumuskan program operasional ketahanan pangan di tingkat 

kabupaten/kota dan mengevaluasi program-program yang telah 

dilaksanakan sebagai implementasi hasil kesepakatan para Ketua 

DKP propinsi dan kabupaten/kota; (c) Rapat Pokja/Tim yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun, 

disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyusun draft kebijakan 

pemerintah, seperti misalnya dalam pembentukan Tim Kajian 

Kebijakan Komprehensif Agribisnis Gula Nasional yang diputuskan 

melalui Keputusan No. 358/KPTS/Ot.160/7/2003 guna  melakukan 

kajian kebijakan komprehensif agribisnis gula nasional dan 

merumuskan kebijakan pergulaan nasional; (d) Rapat Ad-Hoc yang 

dilaksanakan sewaktu-waktu jika terjadi kasus atau persoalan yang 

harus segera ditangani dan diselesaikan secepatnya, antara lain: 

klarifikasi data produksi, impor, konsumsi dan cadangan pangan; 

penanganan isu konversi lahan pertanian; pembahasan mengenai 
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penyaluran bantuan kepada korban bencana; dan (e) koordinasi 

fungsional DKP. 

 Selain berbagai capaian yang telah dilaksanakan oleh BKP, 

upaya peningkatan produksi padi yang dilaksanakan oleh 

Departemen Pertanian telah membuahkan hasil yang 

menggembirakan dengan dicapainya kembali swasembada beras 

pada tahun 2008. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya produksi 

padi secara signifikan dari tahun 2004 hingga tahun 2009 

dibandingkan periode-periode sebelumnya. 

 

Tabel 10. Produksi Padi, Jumlah Penduduk, dan Produksi Padi per   

Kapita Tahun 2004 – 2009 

Tahun 
Produksi Padi 

(000 kg) 

Jumlah 

Penduduk 

(000 jiwa) 

Produksi Padi 

per Kapita 

(kg/jiwa) 

2004 54.088.468 216.415 249,93 

2005 54.151.097 219.852 246,31 

2006 54.454.937 222.747 244,47 

2007 57.157.435 225.642 253,31 

2008 60.251.073 228.523 263,65 

2009 60.931.912 231.370 263,35 

Pertumbuhan 2,44 1,35 1,08 

Sumber: BPS, 2004 

 

 Pada tahun 2004, produksi padi adalah sebesar 54.088.468 

ton (Tabel 10). Kemudian melalui berbagai upaya yang dilaksanakan 

oleh Departemen Pertanian didukung oleh berbagai kebijakan pada 

masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, produksi padi 

meningkat secara signifikan 12,65 persen dalam kurun waktu 4 tahun 

menjadi 60.251.073 ton pada tahun 2008. Menurut Aram I BPS, 

produksi padi tahun 2009 juga kembali meningkat 1,13 persen dari 



 

Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia 85 

angka produksi tahun 2008 menjadi 60.931.912 ton (BPS, 2009). 

Dengan demikian, pertumbuhan produksi padi dari tahun 2004 

hingga tahun 2009 adalah 2,44 persen per tahun, dan angka 

pertumbuhan ini lebih besar dari periode sebelumnya (masa 

pemerintahan Megawati) yang hanya meningkat sebesar 1,79 persen 

per tahun. Didukung dengan pertumbuhan penduduk yang lebih 

stabil dengan masa pemerintahan sebelumnya yaitu 1,35 persen per 

tahun, produksi padi tersebut telah dapat mencukupi kebutuhan 

seluruh penduduk Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan 

produksi per kapita yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,08 

persen setiap tahunnya. Artinya setiap jiwa penduduk mendapatkan 

jatah produksi padi yang terus meningkat 1,08 persen per tahun. 

Sedangkan untuk produksi padi per kapita menunjukkan bahwa pada 

tahun 2008 dan 2009, setiap penduduk mendapatkan jatah padi 

untuk kemudian dijadikan beras berkisar antara 263,65 sampai 

dengan 263,35 kg per penduduk, dan ini lebih besar dari tahun 2004 

yang hanya 249,93 kg per penduduk dan bahkan tahun 2007 yang 

telah mencapai 253,31 kg per penduduk. 
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Tabel 11. Perkembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia Pasca Reformasi 

Periode Tahun 

Nama Kelembagaan 

Ketahanan Pangan 

Indonesia 

Kinerja 

Bj. Habibie 1998 – 1999 Menteri Negara Pangan 

dan Hortikulura; Badan 

Pengendali Bimas; dan 

BULOG 

(1) Pengembangan produksi dan kelembagaan untuk 

mewujudkan ketahanan pangan nasional;  

(2) Penyediaan sembilan pangan pokok yang cukup bagi 

rakyat baik melalui peningkatan produksi dalam negeri 

maupun impor; 

(3) Perluasan kebijakan dan program diversifikasi pangan;  

(4) Mencanangkan Gerakan Mandiri (Gema); 

(5) Menaikkan harga dasar gabah dari Rp 1.000/kg 

menjadi tiga macam harga, yaitu Rp 1.400/kg (Jawa, 

Kalsel, Sulsel, Sultra, Sulteng, Bali, NTB), Rp 1.450/kg 

(Sumatera), dan Rp 1.500/kg (KTI dan propinsi 

lainnya);  

(6) Membebaskan tata niaga pupuk, namun PT Pusri 

bertanggung jawab untuk menyalurkan pupuk ke 

daerah terpencil; 

(7) Memperbesar alokasi Kredit Usaha Tani (KUT) secara 

nasional; 

(8) Membentuk Pusat Penanganan Rawan Pangan dan Tim 

Pemantau Ketahanan Pangan;  

(9) Kebijakan stabilisasi harga pangan untuk menjaga 

ketersediaan bahan kebutuhan pokok di seluruh 

wilayah;  

(10) Pengadaan dan distribusi pangan yang diarahkan 

kepada mekanisme pasar; 

(11) Peningkatan dan perbaikan ketahanan pangan nasional 
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Periode Tahun 

Nama Kelembagaan 

Ketahanan Pangan 

Indonesia 

Kinerja 

melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang 

didukung kebijaksanaan jaring pengaman sosial (JPS); 

dan 

(12) Menetapkan kebijaksanaan jaring pengaman sosial dan 

pemberdayaan masyarakat (JPS-PM).  

Abdurahman 

Wahid 

1999 – 2001 Badan Urusan 

Ketahanan Pangan; 

BULOG 

(1) Inventarisasi dan evaluasi sumber daya pangan 

potensial di tingkat lokal, regional, dan nasional; 

(2) Pengembangan produksi pangan beras dan non 

beras;  

(3) Optimalisasi pemanfaatan lahan, rehabilitasi, dan 

pengembangan prasarana dan sarana pendukung 

ketahanan pangan;  

(4) Perluasan lahan pertanian baru, serta 

pemanfaatan lahan tidur dan lahan kurang produktif 

lainnya mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang 

Nasional dan Wilayah; 

(5) Penyusunan peraturan perundang-undangan 

tentang lahan pertanian pangan abadi;  

(6) Penegakkan hukum terutama dalam pemanfaatan 

dan pelestarian sumber daya hayati;  

(7) Koordinasi kebijakan dan program ketahanan 

pangan;  

(8) Pembinaan penerapan standar dan penilaian 

kesesuaian termasuk jaminan mutu produk dan jasa 

serta pengawasannya; 

(9) Menyusun peta informasi potensi pengembangan 

bisnis pangan yang terpadu dengan sentra-sentra 



 

Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia 88 

Periode Tahun 

Nama Kelembagaan 

Ketahanan Pangan 

Indonesia 

Kinerja 

produksi pertanian bahan pangan; 

(10) Pengembangan kemitraan usaha dan 

kelembagaan bisnis pangan, serta pembinaan pelaku 

bisnis pangan sesuai kebutuhan pasar; 

(11) Pengembangan industri pengolahan pangan skala 

rumah tangga/mikro kecil dan menengah; 

(12) Peningkatan penyediaan bahan pangan asal 

ternak yang berkualitas & aman bagi masyarakat & 

bahan baku industri;  

(13) Peningkatan konsumsi pangan asal ternak dan 

ikan oleh masyarakat; 

(14) Penyediaan kredit yang menunjang peningkatan 

ketahanan pangan; 

(15) Pengembangan sistem pengolahan komoditas 

hortikultura sesuai potensi masyarakat dan wilayah.  

Megawati  2001 – 2004  Badan Bimas Ketahanan 

Pangan; Dewan Bimas 

Ketahanan Pangan; 

BULOG 

 

(1) Perumusan kebijakan ketahanan pangan melalui 

analisis ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan 

pangan, pola distribusi pangan strategis, dan situasi 

konsumsi pangan;  

(2) Percepatan diversifikasi pangan;  

(3) Penanganan kerawanan pangan melalui 

revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi;  

(4) Penanggulangan kerawanan pangan dan 

peningkatan keamanan pangan yang diprioritaskan 

pada pangan segar dan pangan siap saji;  

(5) Pemberdayaan ketahanan pangan melalui: (a) 

pengembangan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 
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Periode Tahun 

Nama Kelembagaan 

Ketahanan Pangan 

Indonesia 

Kinerja 

untuk pengembangan lumbung pangan, sistem tunda 

jual, pengolahan pangan lokal, dan pemanfaatan 

pekarangan; (b) pemberdayaan ketahanan pangan di 

lahan kering dan marginal secara partisipatif di 3 

propinsi; (c) pemberdayaan ketahanan pangan melalui 

lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3) 

di 6 propinsi;  

(6) Pemberian penghargaan, promosi, kampanye, 

dan pendampingan;  

(7) Penyusunan peta kerawanan pangan (Food 

Insecurity Atlas) di 17 propinsi; 

(8) Pilot project pemberdayaan perempuan dalam 

pemantapan ketahanan pangan di 4 propinsi; 

(9) Kerja sama dengan berbagai organisasi 

internasional antara lain International Fund for 

Agricultural Development (IFAD), Food and Agricultural 

Organization (FAO), Japan International Cooperation 

Agency (JICA). 

Susilo 

Bambang 

Yudhoyono 

2004 - 2009 Dewan Ketahanan 

Pangan; Badan 

Ketahanan Pangan; 

Perum BULOG 

(1) Merumuskan kebijakan ketahanan pangan, antara lain: 

(a) penetapan HDPP; (b) penerbitan Peraturan 

Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang ketahanan 

pangan; (c) pengkajian kemandirian pangan dan 

ekspor impor pangan guna menghasilkan kebijakan 

yang mendukung kemandirian pangan; (d) kebijakan 

penggunaan dan perdagangan gula kristal mentah; 

dan  (e) penyusunan Rancangan Peraturan Presiden 

tentang kebijakan percepatan penganekaragaman 
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Periode Tahun 

Nama Kelembagaan 

Ketahanan Pangan 

Indonesia 

Kinerja 

konsumsi pangan; 

(2) Pemberdayaan kelembagaan ketahanan pangan 

melalui Program PIDRA Fase II yang dimulai sejak 

tahun 2005 dan akan berakhir pada tahun 2009, serta 

persiapan exit strategy PIDRA; DPM-LUEP yang 

kemudian diganti menjadi penguatan LDPM pada tahun 

2009; dan (c) BLM pengembangan lumbung pangan, 

sistem tunda jual, pengembangan pangan lokal, dan 

pemanfaatan pekarangan yang kemudian 

diintegrasikan ke dalam pengembangan Demapan 

pada tahun 2005; 

(3) Pengembangan Demapan melalui proses 

pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan;  

(4) Pembuatan Peta Kerawanan Pangan (FIA) diseluruh 

propinsi dan kabupaten; 

(5) Monitoring dan pengendalian ketahanan pangan yang 

dilaksanakan melalui:   pemantauan harga, 

pemantauan kegiatan diversifikasi pangan, 

pemantauan produksi pangan nabati dan hewani ke 

beberapa propinsi, dan pemantauan usahatani bawang 

merah di Brebes 

(6) Melakukan kegiatan analisis situasi perberasan 

nasional, penyempurnaan HPP, dan distribusi pangan 

untuk beras nasional, cabe merah, daging ayam ras 

pedaging nasional, dan telur ayam ras petelur 

nasional;  

(7) Penanganan SKPG;  
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Periode Tahun 

Nama Kelembagaan 

Ketahanan Pangan 

Indonesia 

Kinerja 

(8) Sosialisasi situasi konsumsi pangan wilayah; 

(9) Apresiasi analisis kebutuhan konsumsi dan Metode 

Analisis Distribusi, Harga, dan Akses Pangan; 

(10) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ketahanan 

pangan yang melibatkan berbagai stakeholder 

ketahanan pangan; 

(11) Pemberian ketahanan pangan yang dilaksanakan 

setiap tahun;  

(12) Berpartisipasi dalam kegiatan HPS; 

Berbagai pertemuan dalam rangka koordinasi dan 

sinkronisasi program ketahanan pangan melalui 

Konferensi DKP, Sidang regional, Rapat Pokja/Tim, 

rapat Ad-Hoc, dan koordinasi fungsional DKP. 
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4.5 Kelembagaan  Dewan  Ketahanan Pangan 

Dewan Ketahanan Pangan (DKP) merupakan lembaga non-

struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua, yaitu Presiden Republik 

Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 132 tahun 2001 yang telah direvisi menjadi Peraturan 

Presiden No. 83 Tahun 2006. Sesuai dengan Perpres tersebut, tugas 

utama DKP Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota adalah membantu 

Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota dalam: 

(1) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan 

pangan nasional/wilayah; 

(2) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan 

pangan nasional/wilayah; 

(3) Membangun koordinasi program ketahanan pangan dengan 

seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). 

 

Selain itu, DKP juga memiliki tugas lainnya terutama 

menyangkut koordinasi di bidang: a) penyediaan pangan, b) 

distribusi pangan, c) cadangan pangan, d) penganekaragaman 

pangan, e) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan 

gizi, f) pengendalian harga dan g) pengembangan sumber daya 

manusia dan kerja sama internasional. 

Dalam melaksanakan tugasnya, DKP di pusat maupun Propinsi 

dan kabupaten/kota dibantu oleh Sekretariat Dewan yang secara ex-

officio dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan ataupun unit kerja 

yang mengangani ketahanan pangan untuk Propinsi dan 

kabupaten/kota. Badan/Dinas/Kantor tersebut merupakan unit kerja 

struktural di lingkungan Departemen Pertanian.  

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas DKP, dapat dibentuk 

Kelompok Kerja yakni Kelompok Kerja Ahli dan Kelompok Kerja 

Teknis, yang anggotanya dapat berasal dari tenaga ahli perguruan 

tinggi, unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan 

pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan 
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pangan. Dewan Ketahanan Pangan juga dapat membentuk kelompok 

kerja lainnya jika diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Bagan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan 

 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, PP No. 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dan PP No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah, memberikan penekanan bahwa ketahanan 

pangan adalah merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah. 

Dalam hal penyelenggaraan koordinasi pemantapan ketahanan 
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pangan, sejalan dengan peraturan perundangan tersebut, Peraturan 

Presiden Nomor 83 tahun 2006 menetapkan bahwa Gubernur dan 

Bupati/Walikota untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan 

pangan Propinsi dan kabupaten/kota, Pemerintah Propinsi dan 

kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Propinsi dan 

Kabupaten/Kota. Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Ketahanan 

Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota selanjutnya ditetapkan oleh 

Gubernur dan Bupati/Walikota.   

Hingga tahun 2009, seluruh Propinsi telah membentuk DKP 

dan menetapkan Gubernur sebagai Ketua DKP Propinsi. Demikian 

halnya dengan pembentukan DKP Kabupaten/Kota, antusias daerah 

untuk membentuk DKP sangat kuat terutama setelah pemerintah 

menetapkan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang 

harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah. Sebanyak 405 

Kabupaten/Kota telah melaporkan pembentukan DKP didaerahnya 

masing-masing.   

Sesuai dengan kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota, di 

Propinsi dan Kabupaten/Kota, telah dibentuk unit kerja struktural yang 

difungsikan sebagai Sekretariat Dewan  Ketahanan Pangan. Unit kerja 

struktural ini pada umumnya adalah unit kerja struktural yang 

menangani ketahanan pangan di Propinsi dan Kabupaten/Kota.   

Unit kerja struktural ketahanan pangan di Propinsi dan 

Kabupaten/Kota memiliki struktur kelembagaan yang bervariasi, baik 

dalam bentuk kantor, subdinas, bagian, bidang, unit pelaksana teknis, 

sekretariat dan seksi setingkat Eselon II,III atau IV, baik yang berdiri 

sendiri maupun unit kerja yang digabungkan dengan unit lain atau 

berada di bawah dinas teknis. Tugas pokok unit kerja ketahanan pangan 

di Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah membantu Gubernur (untuk 

Propinsi) dan Bupati/Walikota (untuk Kabupaten/Kota) dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup dan tugas di 

bidang ketahanan pangan. Sampai dengan tahun 2009 telah terbentuk 

375 unit kerja kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tabel 12 
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menjelaskan secara rinci perkembangan jumlah unit kerja Propinsi dan 

kabupaten/kota. 

 

Tabel 12. Perkembangan Jumlah Kelembagaan Ketahanan Pangan 

Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia 

No 

Propinsi Kabupaten/Kota 

Nama Kelembagaan 
Jumla

h 
Nama Kelembagaan Jumlah 

1. 
Badan Ketahanan 
Pangan 

18 
Badan Ketahanan 
Pangan 

31 

2. 
Badan Ketahanan 
Pangan dan (Unit Kerja 
Lain) 

6 
Badan Ketahanan 
Pangan dan (Unit Kerja 
Lain) 

64 

3. 
Badan (Unit Kerja Lain) 
dan Ketahanan Pangan 

1 

Badan (Unit Kerja 

Lain) dan Ketahanan 
Pangan 

52 

4. 
Dinas (Unit Kerja Lain) 
dan Ketahanan Pangan 

3 
Kantor Ketahanan 
Pangan 

84 

5. 
Sub Dinas Ketahanan 
Pangan 

1 

Kantor Ketahanan 

Pangan dan (Unit Kerja 
Lain) 

22 

6. Setingkat Eselon III 1 
Kantor (Unit Kerja 
Lain) dan Ketahanan 

Pangan 

6 

7. 
Seksi Ketahanan 
Pangan 

2 
Dinas (Unit Kerja Lain) 
dan Ketahanan Pangan 

10 

8. 
Unit Tim/Ketahanan 
Pangan 

1 Setingkat Eselon III 66 

Jumlah 33 

Seksi/Sub 
Bagian/UPTD 

35 

Sekretariat Dewan 
Ketahanan Pangan 

6 

Jumlah 375 

Sumber:  Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Badan Ketahanan Pangan, 

2009 

 

Namun demikian, di dalam melaksanakan tugasnya, DKP harus 

berhadapan dengan berbagai masalah dan hambatan. Koordinasi lintas 

sektor untuk bekerja sama mewujudkan ketahanan pangan memerlukan 
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kesepahaman bersama dan wawasan yang luas. Beragamnya 

kelembagaan struktural yang menangani ketahanan pangan di 

pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota sehubungan dengan 

adanya otonomi daerah adalah salah satu fenomena yang perlu dikelola 

secara tepat agar tidak menimbulkan konflik yang dapat merugikan 

kepentingan bersama. 

Tugas dan tanggung jawab DKP dalam membangun koordinasi 

lintas sektor untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh tidak 

mudah. Selain karena hambatan yang telah disebutkan sebelumnya, 

pembangunan ketahanan pangan nasional juga masih dihadapkan 

oleh berbagai kendala. Dewan Ketahanan Pangan harus mampu 

menjadi jembatan komunikasi seluruh stakeholders agar dukungan 

semua pihak dapat saling memperkuat dan terintegrasi untuk 

mewujudkan cita-cita bersama.  

Secara umum kendala yang dihadapi pembangunan ketahanan 

pangan dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu kendala eksternal dan 

internal. Kendala eksternal berkaitan dengan upaya pemantapan 

ketahanan pangan yang dihadapkan pada keterbukaan ekonomi dan 

perdagangan global. Aliran barang dan jasa serta inventasi akan 

semakin bebas dan terbuka, bersaing dengan produk-produk petani 

kita secara tidak adil. Masalahnya produk-produk luar, terutama dari 

negara-negara maju diberikan subsidi yang luar biasa besarnya 

dibandingkan subsidi yang diberikan kepada para petani kita. 

Sedangkan kendala internal adalah yang terkait dengan masih 

besarnya populasi penduduk dan proporsi masyarakat yang tidak 

memiliki akses terhadap pangan yang cukup serta kelangkaan 

sumber daya alam akibat kompetisi pemanfaatan ataupun perubahan 

iklim global. Semua hal tersebut dapat menimbulkan kerawanan 

pangan yang pada ujungnya mengakibatkan rendahnya status gizi, 

kualitas fisik dan tingkat intelegensia masyarakat khususnya generasi 

muda. 
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Berbagai masalah yang diuraikan di atas mustahil dapat 

diatasi oleh satu atau dua instansi saja. Berbagai instansi, lembaga, 

organisasi terkait haruslah secara sadar mengarahkan kebijakannya  

agar bangsa ini memiliki sistim ketahanan pangan yang handal. Cara 

berpikir bahwa dengan memfokus hanya pada aspek produksi pangan 

(swasembada) untuk mencapai ketahanan pangan adalah 

menyesatkan. Berbagai fakta menunjukkan bahwa di daerah surplus 

pangan sekalipun, masih terjadi rawan pangan dan gizi buruk. Oleh 

karena itu, jelaslah sangat diperlukan kebijakan dan langkah 

operasional terpadu lintas sektor dan bahkan dengan menyertakan 

seluruh komponen masyarakat guna melawan rawan pangan, gizi 

buruk dan kemiskinan. Kemiskinan, rawan pangan dan gizi buruk 

adalah musuh bersama (common enemy) bangsa saat ini. 
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V. KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN KEDEPAN 

 

 

5.1. Persepsi Kelembagaan Ketahanan Pangan Saat ini  

Sebagaimana telah diprediksi sebelumnya dan sesuai dengan 

hasil telaah dan evaluasi yang disampaikan melalui rapat koordinasi 

pangan pada tingkat nasional, hasil survei menunjukkan bahwa 

institusi ketahanan pangan di daerah sangat beragam. Pada tingkat 

propinsi, pemahaman terhadap ketahanan pangan sebagai urusan 

wajib ditanggapi dengan membentuk Badan Ketahanan Pangan. 

Namun pada tingkat Kabupaten/kota/Kota keberadaan lembaga ini 

masih sangat beragam, bahkan ada yang berbentuk Kantor yang 

dipimpin pejabat dengan tingkat eselonering yang tidak 

memungkinkan untuk melaksanakan fungsi koordinasi sebagai ujung 

tombak urusan pelaksanaan ketahanan pangan di daerah. 

Kurangnya komitmen pimpinan daerah terhadap urusan 

ketahanan pangan dapat pula ditinjau dari kualifikasi personil 

pengelola, keadaan sarana-prasarana, serta anggaran yang  kurang 

memadai. 

Fungsi lembaga koordinasi fungsional dalam penyusunan 

kebijakan ketahanan pangan daerah juga masih sangat terbatas. 

Diperkirakan baru 50 persen jumlah daerah yang membuat kebijakan 

ketahanan pangan secara komprehensif. Pada masa yang akan 

datang usaha-usaha untuk memperbaiki kinerja kelembagaan 

ketahanan pangan perlu dilakukan, karena ketahanan pangan telah 

menjadi urusan wajib, dan kegiatannya harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada legislatif dan masyarakat. 

Eksistensi kelembagaan ketahanan pangan daerah memang 

masih banyak menghadapi kendala di lapangan. Pertama, lima besar 

kendala di lapangan adalah keterbatasan anggaran, lemahnya 

koordinasi, rendahnya komitmen pimpinan daerah dan eselonisasi 

serta belum adanya pedoman operasional yang jelas. Kedua, kendati 



 

Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia 100 

belum adanya pedoman operasional, mekanisme kerja merupakan 

kendala terkecil, namun hal tersebut menyebabkan munculnya 

kerancuan pada tingkat daerah yang mengakibatkan beragamnya 

komitmen dalam mengalokasikan anggaran, koordinasi, kerancuan 

eselonisasi dan komitmen para pimpinan daerah. Ketiga, beragam 

kendala itupun tidak terlepas dari terbatasnya komitmen dan 

pemahaman lembaga legislatif daerah terhadap urusan ketahanan 

pangan, meski merupakan urusan wajib. 

Beragamnya kendala lapangan yang dihadapi bisa dimaknai 

sebagai gambaran nyata adanya persoalan eksistensial tentang 

keberadaan kelembagaan ketahanan pangan di tingkat nasional. Hal 

ini terutama terkait dengan keterbatasan komitmen politik daerah, 

pemahaman dan komitmen terhadap ketahanan pangan, serta tidak 

adanya pedoman operasional yang memiliki kekuatan politik bagi 

daerah.  

Berdasarkan agregasi persoalan kelembagaan ketahanan 

pangan di daerah, keniscayaan persoalan eksistensial pada tingkat 

nasional, bisa disebutkan bahwa urusan ketahanan pangan nasional 

masih terkendala oleh “krisis kelembagaan” ketahanan pangan pada 

umumnya, dan krisis komitmen dan kemauan politik Pemerintah 

Pusat terhadap urusan ketahanan pangan.  

Pembenahan seksama terhadap keterbatasan kinerja 

ketahanan pangan yang ada pada akhirnya berujung-pangkal pada 

perlunya upaya penguatan komitmen dan kemauan politik 

Pemerintah Pusat, terlebih menghadapi dinamika dan tantangan 

persoalan ketahanan pangan dunia yang tidak semakin ringan bagi 

Indonesia. Keberadaan institusi ketahanan pangan di daerah yang 

telah berbentuk Badan Ketahanan Pangan (BKP) telah menimbulkan  

pertanyaan, karena statusnya yang masih berada di bawah  

Departemen Pertanian, bahkan daerah menganggap status 

eselonisasi BKP pusat dianggap kurang menceminkan ketahanan 

pangan sebagai urusan wajib karena eselonisasinya lebih rendah 
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dengan yang dikoordinasikan. Disamping itu, BKP pusat yang ada 

saat  ini juga tidak diikuti struktur BKP di daerah. 

Untuk mencari bentuk kelembagaan ketahanan pangan ideal 

yang dapat menjawab tantangan pembangunan ketahanan pangan ke 

depan, tidak cukup hanya dengan melihat berbagai permasalahan 

dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan 

mendatang seperti diuraikan di atas. Untuk itu, dalam upaya mencari 

formula bentuk kelembagaan ketahanan pangan yang tepat, telah 

dilakukan telaah yang didasarkan pada: (1) landasan teoritis tentang 

lingkup ketahanan pangan, (2) landasan hukum (perundangan dan 

peraturan pemerintah), (3) landasan empiris tentang kondisi dan 

arah pengembangan ketahanan pangan mendatang, dan (4) landasan 

operasional tentang kesiapan institusi ketahanan pangan tingkat 

daerah. 

Dari hasil telaahan sebagaimana dipaparkan pada gambar 2, 

nampak jelas bahwa kelembagaan ideal yang diharapkan mampu 

mengakomodasikan berbagai kepentingan di dalam sinergitas 

kegiatan yang  terkoordinasi dengan baik adalah lembaga struktural 

minimal  setingkat Menteri dalam bentuk Kementerian atau Menteri 

Koordinator dalam bidang Ketahanan Pangan. 

Berdasarkan hasil telaahan tersebut, penguatan kelembagaan 

ketahanan pangan ke depan nampaknya sangat penting dilakukan. 

Untuk itu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan legislatif 

dalam membangun kemandirian pangan bangsa sangat penting 

dibangun dan dikembangkan oleh pimpinan pemerintahan yang 

berkuasa dalam setiap periode. 

Melalui kelembagaan yang kuat yang didukung sumber daya 

manusia berkualitas, program dan kegiatan yang jelas dan terarah 

yang didukung pembiayaan yang memadai, diharapkan 

pembangunan ketahanan pangan nasional akan semakin mantap 

sebagaimana diharapkan. 
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Gambar 2. Organisasi DKP Nasional yang diinginkan 

 

5.2.  Landasan Pemikiran Pembentukan Kelembagaan 

Ketahanan Pangan 

 

a. Mengikuti Perkembangan Konsepsi Ketahanan Pangan 

Pangan dan pertanian sangat erat kaitannya. Sebagian besar 

bahan pangan dihasilkan dari kegiatan pertanian. Namun demikian 

pangan dan pertanian memiliki pengertian yang berbeda, dan dalam 

satu hal bisa menjadi persaingan antara satu aspek dengan aspek 

lainnya. 

Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, 

pangan diartikan “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati 

dan air, baik diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan 

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang 

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 
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pembuatan makanan atau minuman”. Pengertian ini menunjukkan 

bahwa berburu binatang yang hasilnya dimanfaatkan untuk 

konsumsi, termasuk pangan, tetapi bukan bagian kegiatan pertanian. 

Air, tentu saja merupakan faktor utama kegiatan pertanian, juga 

termasuk pangan. Tetapi memfokuskan penyediaan air sebagai 

bahan pangan saja dapat menyebabkan adanya persaingan dengan 

peningkatan produksi bahan pangan lain yang bersumber dari 

produksi pertanian. Dengan demikian pangan memiliki arti yang lebih 

luas dari budidaya pertanian. Apalagi, bahan baku pangan, dan bahan 

lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 

pembuatan makanan atau minuman, termasuk kategori pangan, 

yang dapat saja bahan-bahan tersebut tidak berasal dari budidaya 

pertanian dan hasil-hasilnya. Oleh karena itu, tidak berlebihan 

apabila banyak pakar berkeinginan untuk menempatkan pangan 

sebagai institusi yang terlepas dari Departemen Pertanian. 

 Selanjutnya UU No 7/1996 tentang Pangan mengartikan 

ketahanan pangan sebagai: Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap 

rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup 

baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.  

Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian global yang disepakati 

dalam KTT Pangan Dunia pada tahun 1996, yang menyatakan bahwa 

Food Security exists when all people, at all times, have physical and 

economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their 

dietary needs and food preferences for an active and healthy life.  

Kata “ …. to meet their ....dietary needs and food preferences” yang 

merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk melindungi pasar 

dalam negeri, tidak mampu dirumuskan dengan baik dalam UU No. 7 

tahun 1996 tentang Pangan, sehingga masih banyak ketidakpuasan 

yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal perlindungan baik 

produsen maupun konsumen pangan.  

 Dengan menyatakan “all people .... have physical and 

economic access”, pemahaman ketahanan pangan tersebut 
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meletakkan ketahanan pangan pada tingkat yang paling dasar, yaitu 

tingkat individu (manusia), tanpa harus merujuk dari mana ia 

memperoleh pangannya. Padahal, kita memahami bahwa individu 

tidak mungkin dapat hidup secara soliter, tetapi saling tergantung 

kepada manusia (individu) lainnya. Dalam pemahaman seperti ini, 

maka kehidupan bermasyarakat (bersosialisasi) menjadi unsur yang 

penting. Dalam banyak penelitian, terlihat bahwa modal sosial yang 

menempatkan individu di bawah subordinasi masyarakat disekitarnya 

ternyata mampu mendorong tidak hanya perwujudan ketahanan 

pangan, tetapi juga mengurangi kemiskinan dan menekan 

keresahan-keresahan sosial yang dapat terjadi di masyarakat.  

Bahkan, banyak manfaat yang akan muncul dan diperoleh inidividu 

apabila hidup bersosialisasi (bermasyarakat/berkelompok).  

 Selain memperhatikan aspek sosial, pengertian ketahanan 

pangan harus dipahami juga dalam kaitan dengan (kekayaan atau 

kemiskinan) sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dan bangsa.  

Pengertian sumber daya yang ”miskin” pun sebenarnya bukanlah 

disebabkan oleh kemiskinan sumber daya alam tersebut secara 

fundamental, tetapi lebih dikarenakan ketidakmampuan manusia 

(pakar) memahami kemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Pada 

hakekatnya tidak ada sejengkal sumber daya pun yang tidak ada 

manfaatnya. Artinya, setiap jengkal tanah, apapun bentuknya, pasti 

memiliki manfaat dan kegunaannya masing-masing. 

 Selanjutnya, aspek penting lain yang perlu dipertimbangkan 

adalah visi ”Bapak Bangsa” untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Visi ini bukanlah visi biologis-genetika, tetapi lebih pada visi 

kebudayaan, yang berkeinginan untuk membangun budaya 

masyarakat yang cerdas, sehingga dapat sikap kemandirian dan 

kemerdekaannya, sebagaimana pernah disampaikan oleh Hatta: ”... 

hanya bangsa yang telah menyingkirkan perasaan tergantung saja 

yang tidak takut akan hari depan. Hanya bangsa yang faham akan 

harga dirinya maka cakrawalanya akan terang-benderang….”. 
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 Dengan berbagai argumen tersebut di atas, maka ketahanan 

pangan seyogyanya tidak hanya diartikan pada tingkatan individu, 

tetapi juga pada tataran masyarakat dan kemampuannya dalam 

memanfaatkan sumber daya alam disekitarnya. Dengan demikian, 

ketahanan pangan akan mengakomodasikan aspek-aspek sosial yang 

terjadi di dalam masyarakat serta penghargaan kepada (kekayaan) 

sumber daya alam yang dimiliki. Lebih jauh, pengertian ketahanan 

pangan juga harus meletakkan berbagai kekayaan lainnya sebagai 

landasan, tidak hanya kekayaan alam, tetapi juga kekayaan sosial, 

teknologi maupun keuangan.   

 Hal tersebut di atas membawa konsekuensi pentingnya 

pendekatan pemahaman sistem kehidupan (livelihood) dalam 

merumuskan ketahanan pangan dalam konteks Indonesia. Oleh 

karena itu, seyogyanya ketahanan pangan dapat diartikan sebagai: 

kondisi/kemampuan individu, rumah tangga beserta seluruh 

masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizinya, 

dengan memanfaatkan dan mengelola aset mereka (yang meliputi 

sumber daya alam-SDA, sumber daya manusia-SDM, sumber daya 

fisik dan teknologi-SDF/T, sumber daya finansial/keuangan-SDKeu, 

dan sumber daya sosial-SDSos) secara berkelanjutan  sesuai dengan 

budaya dan kelembagaan lokal/setempat. Pengertian ini sebenarnya 

telah mencakup aspek kemandirian, tidak hanya pada tingkat 

individu, tetapi juga masyarakat. Disamping itu, terdapat juga aspek 

penghormatan dan penghargaan kepada budaya dan kelembagaan 

lokal/setempat yang telah berkembang selama beribu-ribu tahun 

untuk tetap hidup dan berkembang dalam jaman yang berubah 

dengan cepat. Dengan demikian, pemahaman ini juga 

mengakomodasikan pengertian kedaulatan pangan yang selama ini 

disuarakan kalangan LSM/NGO dan perguruan tinggi. Penekanan atas 

aspek-aspek teknis seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, 

sumber daya fisik/teknologi, sumber daya keuangan, dan sumber 

daya sosial. Pemahaman seperti tersebut diperlukan agar budaya 
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dapat lebih berkembang dan bersumber dari budaya-budaya 

lokal/setempat. 

 

b. Menjadi Birokrasi Pelayan Masyarakat  

Pada saat ini terdapat sinyalemen atas ketidakberdayaan 

administrasi negara melalui birokrasinya dalam menghadapi masalah-

masalah sosial, ekonomi dan politik. Kondisi semacam ini sering 

disebut sebagai “Krisis Identitas” yang mempertanyakan 

kecenderungan peran dan posisi administrasi negara. Oleh karena itu 

diperlukan birokrasi yang mampu melakukan terobosan, terutama 

dalam menjawab tantangan-tantangan pembangunan yakni masalah 

kemiskinan dan ketidakadilan sosial, sehingga mampu 

mengembangkan dirinya dalam melaksanakan fungsi-fungsi 

pembangunan, terutama dalam hal pelayanan publik yang dapat 

dipertanggungjawabkan (responsibility), memiliki daya tanggap yang 

kuat (responsivity) dan mampu mewakili kepentingan masyarakat 

(representativity) berdasar ketentuan hukum dan aturan yang 

berlaku dengan pancaran hati nurani (akuntability).  

 Pelayanan publik dapat dipandang sebagai suatu proses 

kinerja organisasi (birokrasi), dimana keterikatan dan pengaruh 

budaya organisasi sangatlah kuat. Dengan kata lain, apapun kegiatan 

yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik haruslah berpedoman 

pada rambu-rambu aturan normatif yang telah ditentukan oleh 

organisasi publik sebagai perwujudan dari budaya organisasi publik. 

Penyebab kegagalan utama dalam melaksanakan orientasi pelayanan 

publik ini adalah: kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa 

sempit; kurangnya tenaga-tenaga kerja yang terlatih dan terampil, 

kurangnya sumber-sumber dana untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab; adanya sikap keengganan untuk melakukan 

pendelegasian; dan kurangnya infrastruktur teknologi dan infra 

struktur fisik dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan 

publik. Demikian juga, bahwa kegagalan pelayanan publik ini 
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disebabkan karena aparat (birokrasi) tidak menyadari adanya 

perubahan dan pergeseran yang terjadi dalam budaya 

masyarakatnya dari budaya yang bersifat hirarkhis, budaya yang 

bersifat individual, budaya yang bersifat fatalis, dan budaya yang 

bersifat egaliter.  

Satu hal yang harus menjadi pedoman bersama adalah, 

bahwa substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau 

instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada 

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yaitu (1) 

melindungi segenap bangsa, (2) memajukan kesejahteraan umum, 

(3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut serta menjaga 

ketertiban dunia. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting 

karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai 

yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Secara 

ringkas pelayanan publik harus: (1) mampu mendorong dan 

mendukung masyarakat yang mampu memanfaatkan aset-nya (yang 

meliputi: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya 

fisik/teknologi, sumber daya keuangan, dan sumber daya sosial); (2) 

mampu mengerem dan mengurangi masyarakat yang menelantarkan 

aset-nya, serta (3) tidak mengambil alih (memonopoli) kegiatan yang 

mampu dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, pelayanan 

publik justru harus mampu menyediakan berbagai alternatif yang 

dapat diplih oleh masyarakat untuk menjalani kehidupan berbangsa 

dan bernegara secara cerdas. 

Dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan, pelayanan 

publik di bidang pertanian; pembanguan pertanian dan ketahanan 

harus mampu mensejahterakan masyarakat, bukan menjadikan 

mereka semakin tergantung pada upaya-upaya pemerintah saja.   

Dalam konteks kelimpahan sumber daya alam, baik pertanian 

maupun ketahanan pangan, harus didasarkan pada pemanfaatan 

kelimpahan alam, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan 
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secara maksimal. Pada sisi lain, pembangunan pertanian dan 

perwujudan ketahanan pangan seyogyanya juga mampu menarik 

kepedulian masyarakat lain. Untuk itu aliansi atau perhimpunan 

masyarakat yang memiliki kepedulian dan kemauan untuk 

membangun pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan diberikan 

ruangan yang luas agar mampu berpartisipasi. Secara umum, 

pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan harus 

mampu mengurangi jumlah orang miskin (pada umumnya juga 

rawan pangan) yang ditunjukkan oleh semakin besarnya usaha yang 

dikelolanya. Gambar 3 menunjukkan target akhir dan upaya-upaya 

yang dilakukan dalam pembangunan pertanian dan perwujudan 

ketahanan pangan. 

 Untuk itu, perwujudan ketahanan pangan harus didasarkan 

pada upaya-upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu 

meningkatkan kemampuan memanfaatkan dan mengelola aset yang 

digunakan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk mencapai 

harkat kemanusiaannya. Dengan demikian, perwujudan ketahanan 

pangan dicapai melalui berbagai aktivitas, baik yang dilakukan oleh 

masyarakat maupun pemerintah, yang antara lain meliputi: (1) 

pemanfaatan dan fasilitasi pemanfaatan aset secara adil dan 

bijaksana, (2) perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

strategi/aktivitas kehidupan yang lebih bermanfaat (kepada alam, 

dirinya sendiri, dan sosial), (3) penyediaan berbagai alternatif dan 

dan peningkatan kapabilitas untuk mengenali alternatif yang ada, (4) 

memberikan kesempatan dan kemudahan yang sama bagi 

masyarakat untuk manfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, 

(5) mengurangi/menghilangkan monopoli yang menghambat 

pengembangan potensi masyarakat, baik oleh perorangan/swasta 

apalagi oleh pemerintah, (6) melindungi penghidupan masyarakat, 

dan  (7)  mendorong  dan  mendukung  pengembangan  sumber daya 

sosial masyarakat dengan tidak mengambil alih aktivitas yang telah 

mampu dilakukan oleh masyarakat. 



 

Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Pemanfaatan Kelimpahan SDA disertai Pengembangan Modal 

Sosial untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Melaksanakan 

Pembangunan Pertanian 
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c. Memiliki Tugas Pokok Tertentu di Bidang Ketahanan 

Pangan  

 Perubahan utama yang menyertai pekembangan pengertian 

ketahanan pangan pada tahun 1970-an dengan ketahanan pangan 

tahun 1990-an adalah fokus penekanan dari penekanan komoditi 

(availability of basic stapple food) kepada penekanan pada aspek 

manusia (individu). Penekanan pada aspek manusia (individu) 

menuntut perubahan pandangan dalam melihat ketahanan pangan, 

terutama melihat manusia (individu) secara keseluruhan dalam 

sistem penghidupannya untuk mencapai ketahanan pangan, serta 

memfokuskan kembali peran-peran pemerintah yang seharusnya 

dilakukan agar individu tersebut lebih mudah dalam upayanya 

mencapai ketahanan pangan. 

 Dimana pun diletakkan kelembagaan ketahanan pangan, 

lembaga ini haruslah mampu melaksanakan fungsinya secara spesifik 

untuk menjalankan salah satu tugas kepemerintahan di bidang 

pangan. Secara mendasar Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 

tentang Pangan meletakkan prinsip-prinsip dasar pembangunan 

ketahanan pangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia 

yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan 

kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat 

(pasal 2 UU No. 7/1996 tentang Pangan). Hal ini memiliki 

konsekuensi bahwa ketahanan pangan ditujukan untuk: a) memenuhi 

kebutuhan dasar manusia; b) di dalam pemenuhan kebutuhan dasar 

tersebut, harus timbul manfaat-manfaat yang adil, dan didasarkan 

pada c) kemandirian dan keyakinan masyarakat. Tugas pemerintah 

dalam mencapai tujuan tersebut meliputi tiga hal pokok, yaitu 

mencakup pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan, agar: a) 

tersedia pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan 

gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; b) tercipta perdagangan 

pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan c) tersedianya 
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tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

 Sebagaimana disadari, bahwa perwujudan ketahanan pangan 

bukan hanya tugas pemerintah saja, apalagi hanya tugas dari satu 

lembaga pemerintahan saja, karena ketahanan pangan mencakup 

aspek yang sangat luas dan multi disiplin; tidak hanya mencakup 

ketersediaan saja, tetapi juga harus memenuhi persyaratan mutu, 

aman serta memenuhi standar gizi, dan mendorong kemandirian. 

Demikan juga bahwa manfaat ekonomi perwujudan ketahanan 

pangan misalnya melalui perdagangan yang adil, jujur sehingga 

dapat menimbulkan manfaat yang adil.   

 Di Departemen Pertanian, kelembagaan ketahanan pangan 

c.q. Badan Ketahanan Pangan merupakan penjelmaan dari Badan 

Pengendali Bimas, yang pada awal pembentukannya (pada tahun 

1970-an) ditugaskan untuk mengkoordinasikan upaya-upaya dalam 

mencapai kecukupan ketersediaan pangan, khususnya beras, jagung 

dan kedele. Jiwa koordinasi tersebut, dalam penjelmaan sebagai 

Badan Ketahanan Pangan dimanifestasikan dengan pembentukan 

Dewan Ketahanan Pangan, yang pada dasarnya memiliki tugas untuk 

melakukan koordinasi, baik koordinasi antar lembaga-lembaga 

pemerintah di pusat, maupun antara pusat dengan daerah sesuai 

dengan semangat dan jiwa otonomi dan desentralisasi. 

 Oleh karena itu, keinginan berbagai pihak untuk melakukan 

penajaman tugas pokok Badan Ketahanan Pangan di Departemen 

Pertanian seyogyanya diletakkan kembali ke dalam dua unsur dasar 

tugas pemerintah tersebut, yaitu sebagai: a) penggodok (dapur) 

penyelengaraan fungsi-fungsi koordinatif dalam pengaturan, 

pembinaan dan pengawasan pangan, yang didasarkan atas prinsip 

kemandirian; serta b) sebagai salah satu unsur birokrasi, maka 

Badan Ketahanan Pangan seyogyanya juga berfungsi sebagai unsur 

pelayan masyarakat dalam mendorong upaya-upaya masyarakat 

mewujudkan ketahanan pangan (partisipasi). 
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 Meletakkan prinsip partisipatif dalam pembangunan berarti 

menuntut seluruh aparat birokrasi untuk melihat masyarakat secara 

hakiki, terpadu dan integratif. Hal ini selaras dengan perkembangan 

pendekatan ketahanan pangan, yang tidak hanya mencakup aspek 

ketersediaan, akses serta kesehatan lingkungan dan sosial-budaya 

saja, tetapi keseluruhan aspek-aspek penghidupan masyarakat, yaitu 

keseluruhan sistem penghidupan masyarakat (livelihood system) agar 

sistem penghidupan tersebut berkembang secara berkelanjutan. 

 Untuk itu, diperlukan perubahan paradigma pembangunan 

pertanian dari yang selama ini fokus pada: (1) aset (bukan hanya 

SDA, SDM, dan Keuangan), tapi meninggalkan pengembangan 

sumber daya sosialnya); (2) pengembangan strategi/aktivitas yang 

dilakukan masyarakat (produksi, pengolahan, pemasaran); dan (3) 

kapabilitas melalui pelatihan dan penyuluhan menjadi berfokus 

keseluruhan aspek-aspek dalam sistem penghidupan masyarakat, 

yaitu berfokus kepada manusia dan lingkungan (alam dan sosial). 

 Dengan kacamata sistem penghidupan tersebut, maka 

penajaman tugas pokok Badan Ketahanan Pangan, dan juga 

pendalaman tugas pokok unit-unit kerja lainnya dapat ditelisik secara 

lebih terpadu, integratif dan menyeluruh, sebagaimana terlihat pada 

gambar 4 di bawah ini. 
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Kerangka Sistem Kehidupan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Posisi Tugas Pokok Kelembagaan Ketahanan Pangan di 

dalam Sistem Penghidupan di Departemen Pertanian 
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kegiatan produktif. Sedangkan sisi kemanusiaannya, sisi sumber 

daya manusia, khususnya sumber daya manusia pertanian, yaitu 

petani sendiri, menjadi bagian dari tugas pokok Badan 

Pengembangan Sumber Daya Pertanian. Tetapi yang terakhir ini lebih 

banyak melakukan pelatihan dan pengorganisasian kelompok tani, 

atau bahkan lebih khusus banyak mengurus sumber daya aparat 

pertanian saja. 

 Dengan demikian, masih terdapat banyak ruang kosong yang 

belum tersentuh oleh kelembagaan pemerintah khususnya 

Departemen Pertanian dalam mengembangkan sistem penghidupan, 

seperti misalnya pengembangan aset masyarakat (yang meliputi 

sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya 

teknologi/fisik, sumber daya finansial/keuangan dan sumber daya 

sosial), serta pemetaan antara kondisi lingkungan strategis yang 

dimiliki oleh masyarakat dan dampak dari pembangunan itu sendiri 

terhadap perwujudan ketahanan pangan masyarakat. Disamping 

kedua kotak besar yang belum tertangani oleh unit-unit yang ada di 

Departemen Pertanian, salah satu strategi penghidupan yang penting 

juga belum ditangani, yaitu pengembangan pola konsumsi dan 

pembelajaan yang sehat. 

 

5.3. Penajaman Tugas Pokok Kelembagaan Pelayanan dan 

Koordinasi Ketahanan Pangan 

 Penajaman tugas pokok kelembagaan ketahanan pangan 

didasarkan atas beberapa pemikiran, yaitu: a) perubahan konsepsi 

ketahanan yang terus berkembang dari aspek ketersediaan pada 

tahun 1970-an, kemudian berubah menjadi fokus kepada 

ketersediaan dan akses pada tahun 1980-an, dan berkembangnya 

pendekatan livelihoods system dan hak azasi manusia pada tahun 

1990-an; dan b) perubahan dari birokrasi yang bersifat sentralistik-

otoriter menjadi birokrasi yang desentalistik-pelayan-fasilitatif, dan c) 

pentingnya peran koordinatif kelembagaan pangan. 
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 Dengan pendekatan sistem penghidupan, ruang kosong yang 

dapat menjadi area penajaman tugas pokok kelembagaan ketahanan 

pangan meliputi: a) koordinasi dan pengembangan aset masyarakat 

(yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber 

daya teknologi/fisik, sumber daya finansial/keuangan dan sumber 

daya sosial); b) pelayanan, pemetaan dan penyusunan bahan 

kebijakan untuk memperpendek kesenjangan (gap) antara kondisi 

lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat dan dampak dari 

pembangunan ketahanan pangan; d) pelayanan pengembangan pola 

konsumsi. Disamping keempat area tersebut, jumlah penduduk 

rawan pangan masih cukup besar memerlukan penanganan secara 

sistematis. Dengan latar belakang pemikiran tersebut, maka 

kelembagaan ketahanan pangan ke depan harus dapat mencakup 

bidang-bidang tersebut secara menyeluruh; yaitu: 

 

a. Pelayanan dan Koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan 

 Ketahanan pangan memiliki aspek yang sangat luas dan 

multidisiplin. Meskipun pengertian kerawanan pangan belum 

dibakukan secara legal-formal, tetapi sebagaimana pengertian 

ketahanan pangan, kerawanan pangan juga mencakup aspek yang 

sangat luas dan multidisiplin, mulai dari terbatasnya ketersediaan, 

terbatasnya akses, rendahnya kesehatan, rendahnya sumber daya, 

baik alam maupun sosial, sampai kepada rendahnya respon 

kelembagaan pemerintah dalam penanganan kerawanan pangan. 

Di sisi lain, jumlah penduduk rawan pangan di Indonesia 

masih cukup besar. Meskipun jumlah penduduk rawan pangan di 

Indonesia dari tahun 1999–2008 menunjukkan kecenderungan 

menurun, tetapi dari sisi jumlah absolut, jumlahnya masih cukup 

besar, yaitu sekitar 38,5% (87,5 juta jiwa). Perkembangan jumlah 

penduduk rawan pangan disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 13.  Jumlah dan Persentase Penduduk Sangat Rawan Pangan, 

Rawan Pangan, dan Tahan Pangan, Tahun 1999–2008 

(000.000 jiwa) 

Status 

Ketahanan  

Pangan*) 

1999 2002 2005 2007 2008 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

Sangat Rawan 

Pangan 
38,60 18.85 26,46 13.05 28,65 13.23 29,21 13.03 25,10 11.07 

Rawan Pangan 70,18 34.27 58,84 29.02 61,63 28.45 61,57 27.46 62,38 27.50 

Tahan Pangan 96,00 46.88 117,41 57.92 126,36 58.33 133,42 59.51 139,34 61.43 

*)  Status ketahanan pangan diukur dari angka kecukupan konsumsi (AKG) yang 

diperoleh dari Susenas. Seseorang dikatakan tahan pangan apabila konsumsinya 

mencapai sedikitnya 90% dari AKG sebesar 2.000 KKal/kapita/hari, sedangkan 

rawan pangan apabila konsumsinya antara 70%-90% dari AKG dan dikategorikan 

sebagai sangat rawan pangan apabila konsumsinya kurang dari 70% dari AKG. 

 

Dengan pemikiran tersebut di atas, maka salah satu tugas 

pokok kelembagaan pangan adalah untuk melaksanakan pengkajian, 

penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, 

pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, sehingga 

kerawanan pangan baik kronis berat, kronis ringan maupun transien 

berat dapat difasilitasi untuk tidak menjadi semakin buruk. Tentu 

saja pelayanan penanganan kerawanan pangan tidak dapat dilakukan 

sendirian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan 

hubungan antar lembaga, baik lembaga nasional maupun 

internasional sehingga penanganan kerawanan pangan dapat lebih 

efektif. 

 

b. Pelayanan Penguatan Sumber Daya Pangan   

 Dalam pendekatan sistem penghidupan (livelihood system), 

sumber daya meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, 

sumber daya teknologi/fisik, sumber daya finansial/keuangan dan 

sumber daya sosial). Pembangunan ketahanan pangan selama ini 

dilakukan dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan secara 

bersamaan dilakukan dengan memobilisasi sumber daya finansial 
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serta memperkenalkan sumber daya fisik/teknologi kepada 

masyarakat, dengan sedikit sekali mengedepankan sumber daya 

sosial. Pemetaan dan penguatan aset tersebut, khususnya penguatan 

sumber daya sosial, secara proporsional akan mampu mencapai 

tujuan ketahanan pangan yang berdasarkan kemandirian. 

 Dari sisi sumber daya alam, Indonesia diberi karunia Tuhan 

Yang Maha Kuasa dengan kelimpahan kekayaan sumber daya alam 

(SDA). Walaupun luas daratan hanya 1,3 % dari seluruh daratan 

bumi, tetapi Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna 

yang unik dan menakjubkan. Sekitar 10% spesies berbunga, 12% 

spesies mamalia, 16% spesies reptil dan amphibia, 17% spesies 

burung serta 25% spesies ikan dunia yang dikenal manusia 

terdistribusi di perairan Indonesia. 

  Indonesia kaya puspa dan satwa. Kekayaan flora dan fauna 

memang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hutan, khususnya 

hutan tropis. Keanekaragaman flora dan fauna merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari hutan tropis. Lebih dari 70 persen jenis 

tumbuhan dan satwa (berarti lebih dari 13 juta jenis) di dunia hidup 

di hutan tropis. Berbeda dengan hutan di daerah lain yang jenis 

pohonnya hanya beberapa jenis saja, di hutan tropis dapat ditemukan 

lebih dari 200 jenis pohon per hektarnya. Indonesia juga dikenal 

tidak hanya paling kaya dalam hal luas hutannya tetapi juga 

keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Indonesia memiliki 515 

jenis mamalia alias binatang menyusui (urutan kedua di dunia, 

sedikit dibawah Brazil), 39 persennya endemik Indonesia atau tidak 

dapat dijumpai di negara lain. Sementara itu, meskipun Indonesia 

berada di urutan kelima dalam hal jumlah jenis burung yang dimiliki 

(total 1,531 jenis) namun Indonesia merupakan negara paling kaya 

dengan jumlah jenis burung sebaran-terbatas yang terbanyak di 

dunia, dan 397 jenis burung hanya dapat ditemukan di Indonesia. 

 Kawasan hutan tropis di Indonesia diperkiran sekitar 1,15 juta 

km2, terbesar di Asia-Pasifik, dengan keanekaragaman jenis pohon 



 

Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia 118 

yang paling beragam di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 38.000 

jenis tumbuhan tingkat tinggi alias tumbuhan yang memiliki akar-

batang-daun yang jelas dapat dibedakan. Hutan tropis Indonesia 

kaya akan spesies palem (447 spesies, dimana 225 diantaranya tidak 

terdapat di bagian dunia lainnya), lebih dari 400 spesies dipterocarp 

yaitu jenis kayu yang bernilai ekonomi tinggi di Asia Tenggara, dan 

tersebarnya sekitar 25,000 spesies tumbuhan berbunga. Untuk pulau 

Jawa saja, jumlah spesies setiap 10.000 km2 antara 2000 – 3000 

spesies. Sedangkan Kalimantan dan Papua mencapai lebih dari 5000 

spesies. 

 Dengan jenis tumbuhan yang banyak tersebut, tentu saja 

Indonesia juga memiliki jenis tumbuhan bahan pangan yang cukup 

banyak. Secara umum, Indonesia memiliki 800 spesies tumbuhan 

pangan, + 1000 spesies tumbuhan medicinal, ribuan spesies 

microalgae. Secara khusus, dapat dikatakan bahwa setidaknya 

Indonesia memiliki 77 jenis sumber karbohidrat, 75  jenis sumber 

lemak/minyak, 26  jenis kacang-kacangan, 389  jenis buah-buahan, 

228 jenis sayuran, 40 jenis bahan minuman, 110 jenis rempah-

rempah dan bumbu-bumbuan. 

 Dengan jumlah kepulauan lebih dari 17 ribuan pulau, 

bertempat tinggalnya flora dan fauna dari dua tipe yang berbeda 

karakteristiknya, yaitu Indo-Malayan (di bagian barat) Pasifik dan 

Australia (di bagian Timur). Keragaman ini, yang juga menghasilkan 

keragaman budaya masyarakat yang berada pada masing-masing 

wilayah tersebut. Kelembagaan ketahanan pangan harus mampu 

memotret seluruh kekayaan tersebut, termasuk kekayaan sumber 

daya sosial yang telah dibangun berabad-abad selama masyarakat 

Indonesia berkembang, untuk dapat dimanfaatkan dan 

dikembangkan secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. 

Dengan pemikiran tersebut di atas, maka salah satu tugas 

pokok kelembagaan pangan adalah untuk melaksanakan pengkajian, 
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penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, 

pencegahan penurunan dan penguatan sumber daya pangan 

masyarakat, sehingga kelimpahan sumber daya pangan masyarakat 

dapat didayagunakan secara maksimal. Untuk itu diperlukan 

inventarisasi secara komprehensif keseluruhan sumber daya pangan 

yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber 

daya fisik/teknologi, sumber daya finanisal/keuangan sampai kepada 

sumber daya sosial, yang kemudian dapat dipetakan agar 

masyarakat mampu melihat kekayaannya untuk membangun 

ketahanan pangan secara mandiri. 

 

c. Pelayanan Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan 

 Kualitas konsumsi pangan ditentukan oleh berbagai faktor.  

Namun demikian, secara sempit, kualitas konsumsi pangan dapat 

dilihat dari komposisi konsumsi pangan masyarakat berdasarkan 

kontribusi energi setiap kelompok pangan yang dikombinasikan 

dengan tingkat kecukupan energinya. Penilaian kualitas atau mutu 

konsumsi pangan seperti ini dilakukan dengan menggunakan skor 

keanekaragaman pangan yang dikenal dengan skor Pola Pangan 

Harapan (PPH).  

 Upaya pemulihan ekonomi paska krisis multidimensi pada 

tahun 1997-1998 telah mampu meningkatkan kualitas konsumsi 

pangan yang ditunjukkan dengan peningkatan skor PPH dari 66,3 

pada tahun 1999 menjadi 72,6 pada tahun 2002. Kualitas konsumsi 

terus meningkat dan pada tahun 2005 mencapai 79,1 yang berarti 

terjadi peningkatan sebesar 9,0 persen selama 4 tahun dan kemudian 

meningkat kembali menjadi 83.1 pada tahun 2007. Laju peningkatan 

skor PPH yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan konsumsi energi 

dan protein  mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan dalam 

pola konsumsi pangan yang mengarah pada pola konsumsi yang 

semakin beragam dan bergizi seimbang. 
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Tabel 14. Perbandingan Konsumsi Pangan Anjuran dan Aktual   

No Kelompok Pangan Anjuran 

Konsumsi Aktual 

(kalori/kapita/hari) 
200

4 

200

5 

200

7 

200

8 

2009*) 

1 Padi-padian 1000 1248 1241 1244 1281 1238 

2 Umbi-umbian 120 77 73 62 62 48 

3 Pangan hewani 240 134 139 155 157 148 

4 Minyak+Lemak 200 195 199 203 204 195 

5 Buah/biji berminyak 60 47 51 47 42 37 

6 Kacang2an 100 64 67 73 62 58 

7 Gula 100 101 99 96 94 87 

8 Sayur+buah 120 87 93 100 100 84 

9 Lain-lain 60 33 35 35 36 35,1 

  TOTAL 2000 1986 1997 2015 2038 1927 

  Skor PPH 100 76,9 79,1 82,8 81.9 75,7 

*) Angka sementara 

 

Meski cenderung meningkat, skor mutu pangan tersebut 

masih cukup jauh dari kondisi ideal. Belum idealnya mutu konsumsi 

pangan ini terjadi karena pola konsumsi pangan masyarakat masih 

sangat tergantung pada padi-padian, dan masih kurang dalam hal 

konsumsi pangan hewani, sayuran dan buah serta kacang-kacangan.  

Disamping belum ideal, pada masa pemulihan ekonomi (2002-2007), 

konsumsi beras dan jagung masih terus menurun, konsumsi terigu 

relatif stagnan, sedangkan konsumsi ubi jalar dan ubi kayu 

meningkat. Peningkatan terbesar terjadi pada konsumsi ubi kayu 

yang mencapai 16.6 %. 

 Terigu dan hasil olahannya (khususnya mie instant) 

menyumbang energi secara signifikan bukan hanya pada rumah 

tangga berpendapatan tinggi tetapi juga pada rumah tangga 
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berpendapatan menengah ke bawah. Perubahan ini perlu diwaspadai 

karena gandum adalah komoditas impor dan tidak diproduksi di 

Indonesia, sehingga arah perubahan pola konsumsi itu dapat 

menimbulkan ketergantungan pangan pada impor. Program 

diversifikasi pangan dalam arti luas menuju gizi seimbang, dan 

diversifikasi pangan sumber karbohidrat menjadi sangat penting 

untuk dilakukan agar tidak terjadi ketergantungan yang sangat tinggi 

pada satu jenis pangan saja. 

Dengan pemikiran tersebut di atas, maka salah satu tugas 

pokok kelembagaan pangan adalah untuk melaksanakan pengkajian, 

penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, 

peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, sehingga 

kelimpahan sumber daya pangan masyarakat dapat dimanfaatkan 

secara maksimal, baik melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE), maupun fasilitasi pengembangan produk-produk pangan 

berbasis bahan pangan domestik, serta menjamin keamanan pangan 

masyarakat, terutama pangan segar, sesuai dengan kondisi 

lingkungan Indonesia. 

 

d. Pelayanan Peningkatan Ketersediaan dan Kelancaran 

Distribusi Pangan 

 Penduduk Indonesia yang cukup besar, yaitu lebih dari 230 

juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 1,34% per 

tahun memerlukan penyediaan makan yang cukup dan merata, baik 

antar wilayah maupun antar waktu. Kondisi geografis Indonesia yang 

berupa kepulauan menuntut dikembangkannya sistem distribusi yang 

efisien. Ditambah lagi produksi pangan yang hanya terkonsentrasi 

pada wilayah-wilayah tertentu, dan masih terdapatnya daerah-daerah 

yang terisolasi pada waktu-waktu tertentu menuntut adanya 

pengelolaan cadangan pangan yang cukup dan terdistribusi dengan 

memanfaatkan keragaman seluruh potensi sumber daya pangan 

Indonesia.   



 

Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia 122 

 

Daerah terisolir pada waktu-waktu tertentuDaerah terisolir pada waktu-waktu tertentuDaerah terisolir pada waktu-waktu tertentu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kondisi Geografis Kepulauan Indonesia dan Daerah 

Terisolasi pada Waktu-waktu Tertentu 

 

 Meskipun daerah-daerah yang terisolir kebanyakan di luar 

Jawa dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, tetapi penguatan 

kelembagaan pangan daerah dan masyarakat perlu dikembanghkan 

agar kemandirian masyarakat semakin berkembang dan 

ketergantungannya semakin menurun. 
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    Gambar 6. Perkembangan Jumlah penduduk per Pulau 2005-2015 

 

Dengan pemikiran tersebut di atas, maka salah satu tugas 

pokok kelembagaan pangan adalah untuk melaksanakan pengkajian, 

penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, 

ketersediaan dan distribusi pangan. Pemantauan ini dilakukan 

berdasarkan hasil-hasil kajian neraca bahan pangan, sehingga 

pangan dapat tersedia secara merata diseluruh wilayah Indonesia 

sepanjang waktu. Untuk mengantisipasi terjadinya gejolak, 

cadangan-cadangan pangan pemerintah daerah dan lumbung-

lumbung pangan masyarakat perlu dikembangkan, dengan 

memperhatikan kemungkinan besaran dampak gejolak tersebut. 

 

e. Pelayananan Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah 

 Pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan daerah (propinsi 

dan kabupaten/kota). Keseluruhan struktur kepemerintahan ini 

haruslah bersama-sama mencapai mencapai tujuan bersama 

sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UD 1945, yaitu: 
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(1) melindungi segenap bangsa, (2) memajukan kesejahteraan 

umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut serta 

menjaga ketertiban dunia. Perlindungan dan upaya memajukan 

kesejahteraan umum harus dilandasi dengan tujuan ketiga, yaitu 

berdasarkan mencerdaskan kehidupan rakyat. Bahkan, tujuan ke-

empat, yaitu ikut serta menjaga ketertiban dunia, pun harus dilandasi 

oleh mencerdaskan kehidupan bangsa agar upaya menjaga 

ketertiban dunia bisa dilaksanakan secara mandiri dan berdaulat, 

bukan dibawah tekanan dan pengaruh dari kekuatan lain. Tujuan ini 

telah diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 

tentang Pangan yang dengan tegas menyatakan bahwa 

pembangunan ketahanan pangan didasarkan atas kemandirian. Oleh 

karena itu, mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah konsep 

biologi-genetika, tetapi merupakan konsep budaya, untuk menjaga, 

mengembangkan, menyempurnakan budaza bangsa. 

 Peningkatan efektivitas kualitas pelayanan koordinasi perlu 

didasari oleh penyamaan persepsi dan pembentukan pemahaman 

yang sama atas pengertian ketahanan pangan itu sendiri.  Apabila 

ketahanan pangan hanya diartikan dalam arti ketersediaan pangan 

saja, maka implementasinya pun akan berpusat pada upaya tanam-

menanam, dan konsekuensinya, maka pelayanan publik juga akan 

diberikan dalam konteks tanam-menanam tersebut.  Oleh karena itu, 

advokasi dalam pemahaman ketahanan pangan secara luas, dapat 

memberikan arah yang lebih jelas kepada daerah untuk 

meningkatkan kreativitasnya sesuai dengan potensi dan sumber daya 

daerah untuk mewujudkan ketahanan pangannya masing-masing 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

 Pelayanan koordinasi pada umumnya dilakukan secara 

langsung oleh sebuah Sekretariat, atau yang ditugaskan sebagai 

pelayanan administrasi. 

 



 

Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia 125 

5.4. Membangun Sinerji Pusat dan Daerah dalam Pelayanan 

Ketahanan Pangan 

 Tentu saja, setiap pemerintah memiliki keterbatasan, baik 

dalam sumber daya waktu maupun cakupan wilayahnya (coverage), 

sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Keterbatasan ini menuntut 

agar setiap kepemerintahan, dari pusat sampai daerah (propinsi dan 

kabupaten/kota/kota) harus memiliki loyalitas kepentingan yang 

sama, yaitu untuk mewujudkan empat tujuan pokok amanat 

Pembukaan UU 1945 tersebut. Untuk ini diperlukan sinergi dengan 

memanfaatkan seluruh sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh 

keseluruhan kepemerintahan tersebut (pusat dan daerah). 

 Dalam aspek ketahanan pangan, sarana dan mekanisme 

koordinasi fungsional telah dikembangkan melalui kelembagaan non 

struktural Dewan Ketahanan Pangan. Saran koordinasi tersebut 

dikembangkan untuk membangun komitmen nasional dan komitmen 

bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana 

dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang 

Pangan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan 

manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak 

bertentangan dengan keyakinan masyarakat.  Untuk itu, Dewan 

Ketahanan Pangan telah memiliki mekanisme Koordinasi Fungsional 

dengan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi melalui Konferensi Dewan 

Ketahanan Pangan, sedangkan mekanisme konsultasi antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten/kota/Kota dilakukan 

melalui mekanisme Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan yang 

juga diikuti oleh perwakilan propinsi. Agar komitmen yang dicapai 

dalam Konferensi dan Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan 

dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, 

propinsi dan kabupaten/kota dikembangkan kegiatan operasional 

Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Disamping untuk 

mengoperasionalkan komitmen bersama tersebut, program ini juga 

ditujukan untuk membangun kelembagaan pada tingkat masyarakat 
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dan penajaman dan penyempurnaan fasilitasi desa kepada kelompok-

kelompok rumah tangga rawan pangan, sehingga diperoleh garis 

merah yang menghubungkan kebijakan dari pemerintah pusat yang 

diperoleh secara partisipatif dari desa dan masyarakat.  Kemandirian 

yang dibangun pada tingkat masyarakat dan desa melalui 

pengembangan Tim Pangan Desa juga diharapkan menjadi 

infrastruktur kelembagaan ketahanan pangan di tingkat desa yang 

menjadi mitra Dewan Ketahanan Pangan pada tingkat 

kabupaten/kota/kota.  Secara visual, mekanisme koodinasi tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Jaringan Koordinasi Fungsional Perwujudan Ketahanan 

Pangan dari Pemerintah Pusat sampai Desa (dan 

Kelompok Masyarakat) 
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 Secara umum tugas Dewan Ketahahan Pangan adalah: 

membantu Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota untuk: a) 

merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan 

pangan nasional, propinsi dan kabupaten/kota/kota, b) melaksanakan 

evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan propinsi 

dan kabupaten/kota/kota, dan c) merumuskan kebijakan dalam 

rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam 

menyelenggarakan ketahanan pangan. Dengan tugas tersebut, 

secara eksplisit menunjukkan pentingnya peran Sekretariat 

menyediakan bahan-bahan bagi Dewan Ketahanan Pangan untuk 

melaksanakan ketiga tugas pokok Dewan Ketahanan Pangan 

tersebut. 

 

Peningkatan kapabilitas Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan 

dalam menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan dan 

program. Dewan Ketahanan Pangan adalah lembaga non-struktural.  

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan dibantu 

oleh Kelompok Kerja Teknis dan Kelompok Kerja Ahli, atau kelompok-

kelompok lain yang dipandang perlu. Oleh karena itu, tugas Dewan 

Ketahanan Pangan dalam merumuskan kebijakan dalam rangka 

mewujudkan ketahanan pangan nasional, propinsi dan 

kabupaten/kota/kota dan melaksanakan evaluasi dan pengendalian 

perwujudan ketahanan pangan propinsi dan kabupaten/kota/kota, 

harus diikuti oleh kemampuan Sekretariat Dewan dalam menyusun 

bahan-bahan kebijakan berdasarkan hasil-hasil evaluasi yang ilmiah. 

 Ketiga aspek teknis yang perlu mendapat penekanan dalam 

peningkatan kapasitas Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan 

meliputi: a) penyusunan kebijakan dalam penanganan kerawanan 

pangan; b) peningkatan kualitas konsumsi pangan dan c) 

peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan. Peran Kelompok Ahli 

Dewan Ketahanan Pangan adalah memberikan masukan bahan-bahan 

untuk ketiga aspek tersebut secara ilmiah dan Kelompok Kerja Teknis 
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memberikan masukan teknis penerapannya (implementasinya), 

sehingga kebijakan yang dirumuskan Dewan Ketahanan Pangan 

dapat diimplementasikan secara teknis. Rapat-rapat teknis 

dilaksanakan oleh komisi-komisi teknis yang berada di Sekretariat 

Dewan Ketahanan Pangan melalui konsultasi dengan daerah untuk 

merumuskan langkah-langkah teknis dan kesepakatan yang akan 

menjadi pedoman pusat dan daerah. 

 Kebijakan tidak akan banyak diimplementasikan apabila tidak 

diikuti oleh kesepakatan dalam penyusunan program dan 

penganggaran. Oleh karena itu, kesepakatan-kesepakatan teknis 

harus dibahas kembali sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, 

baik yang berada di Departemen Pertanian, maupun yang berada di 

luar Departemen Pertanian, baik yang di pusat maupun di daerah. 

 Dengan penajaman mekanisme koordinasi seperti hal 

tersebut, maka kebijakan yang dirumuskan oleh Dewan Ketahanan 

Pangan akan dapat diimplementasikan sampai di daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  Peningkatan Kualitas Perumusan Kebijakan dan Program 

(dalam Kerangka Mekanisme Dewan Ketahanan Pangan) 
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Peningkatan kapabilitas Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan 

dalam membangun sinerji dan koordinasi perwujudan 

ketahanan pangan. Pengembangan kapabilitas teknis tidak akan 

memiliki dampak yang sangat besar apabila tidak disinerjikan dengan 

unit-unit/instansi-instansi lain di dalam Dewan Ketahanan Pangan.  

Oleh karena itu, Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan haruslah 

menempatkan dirinya sebagai sekretariatnya berbagai instansi/unit 

lain anggota Dewan Ketahanan Pangan.  Ini akan dapat dijalankan 

apabila Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan tidak hanya 

memandang dirinya sebagai unit di dalam Departemen Pertanian 

saja, tetapi memfungsikan dirinya untuk memfasilitasi kepentingan 

anggota Dewan Ketahanan Pangan. 

 

Peningkatan kapabilitas Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan 

dalam mengakomodasikan dan membangun partisipasi 

masyarakat.  Perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung 

jawab pemerintah bersama-sama masyarakat. Pemerintah pada 

dasarnya memiliki tiga tugas pokok, yaitu dalam bidang Pengaturan, 

Pembinaan dan Pengawasan Pangan, yang ditujukan agar: a) 

tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, 

dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; b) terciptanya 

perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan c) 

terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar 

dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam membangun 

ketahanan pangan yang didasarkan atas kemandirian sebagaimana 

dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7/1996 tentang Pangan.  

Dewan Ketahanan Pangan, baik nasional, propinsi maupun 

kabupaten/kota/kota harus mengembangkan mekanisme dan 

pengaturan agar partisipasi tersebut dapat diwadahi dan 

diakomodasikan dalam berbagai perumusan kebijakan, program dan 

penyusunan anggaran. 
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 Di tingkat nasional, peran masyarakat diakomodasikan dalam 

pembentukan Pokja Khusus Pemberdayaan Masyarakat dan 

pembentukan Aliansi Nasional yang beranggotakan lembaga-lembaga 

swadaya masyarakat di tingkat nasional.  Tentu saja, upaya-upaya 

pembentukan aliansi ini dapat diperluas untuk menjangkau 

kelembagaan-kelembagaan masyarakat di tingkat nasional yang telah 

mandiri dan mengakar di masyarakat, sehingga perumusan-

perumusan kebijakan berpijak pada kondisi aktual yang terjadi di 

masyarakat. Aliansi di tingkat nasional ini perlu ditindaklanjuti 

dengan kebersamaan organisasi dan kelembagaan masyarakat di 

tingkat propinsi dan kabupaten/kota agar perwujudan ketahanan 

pangan dapat dicapai sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1996 tentang pangan tersebut. 
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VI. PENUTUP 

 

 

 Masalah pangan seperti gizi kurang, gizi buruk dan kelaparan 

yang terjadi dibeberapa negara menunjukkan betapa pentingnya 

upaya mengatasi kebutuhan pangan untuk dilakukan dan ditangani 

dengan baik. Dari satu periode ke periode lainnya, upaya  mengatasi 

kekurangan pangan terus dilakukan, terutama melalui penelitian dan 

pengembangan teknologi. Hasil spektakuler yang dilakukan para 

ilmuwan untuk meningkatkan produksi padi secara signifikan antara 

lain dengan dikembangkannya revolusi hijau. 

 Dalam pembangunan ketahanan pangan, konsep yang 

dikembangkan mengalami berkali-kali perubahan dan 

penyempurnaan, yang pada dasarnya berusaha menjawab 

permasalahan yang terjadi sekaligus sebagai landasan bagi suatu 

negara dalam membangun ketahanan pangan.  

Menyadari begitu strategisnya pembangunan ketahanan 

pangan, para pimpinan negara selalu memperhatikan produksi 

pangan agar dapat mencukupi bahan pangan penduduk. Disisi lain, 

lembaga internasional seperti Food Agriculture Organization (FAO) 

dan lainnya terus menggalang kebersamaan dan kepedulian untuk 

mengatasi kekurangan pangan dan kemiskinan yang terjadi. 

Bagi suatu negara, membangun ketahanan pangan harus 

dilakukan secara sinergitas yang terkoordinasi dengan baik melalui 

kelembagaan yang dapat berfungsi secara optimal untuk menggalang 

dan menggerakkan para pemangku kepentingan dibidang pangan. 

Hal ini sangat penting, karena pembangunan ketahanan pangan yang 

dilakukan secara komprehensif sangat kompleks dan melibatkan 

lintas sektor. Jadi, membangun  ketahanan pangan yang mantap 

tidak cukup bagaimana produksi bahan pangan dapat ditingkatkan, 

tetapi yang lebih penting adalah bagaimana akses seluruh penduduk 

terhadap pangan bisa terpenuhi. 
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Laju pertambahan penduduk dan terjadinya konversi lahan 

pertanian subur untuk pembangunan non pertanian, hanya beberapa 

contoh permasalahan dan tantangan yang harus ditangani untuk 

membangun ketahanan pangan ke depan. Performance dan kinerja 

kelembagaan ketahanan pangan dalam satu dasawarsa ini, bisa 

dijadikan sebagai landasan untuk membangun dan mengembangkan 

kelembagaan ketahanan pangan ke depan yang benar-benar mampu 

menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi. 

  

  

   



 

Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia 133 



 

Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia 134 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abbas, Syamsuddin. 1997. Revolusi Hijau dengan Swasembada Beras 

dan Jagung. Sekretariat Badan Pengendali Bimas (Setdal 

Bimas) Departemen Pertanian, Jakarta. 

 

Badan Bimas Ketahanan Pangan dan Deputi Evaluasi dan 

Pengembangan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 

RI. 2002. Pengembangan Ketahanan Nasional dalam Konteks 

Kajian Ketahanan Pangan sebagai Pemersatu Bangsa. BBKP 

dan Deputi Evaluasi dan Pengembangan Lemhannas, Jakarta. 

 

Badan Bimas Ketahanan Pangan. 2007. Profil 60 Tahun Kelembagaan 

Ketahanan Pangan Indonesia. Badan Bimas Ketahanan 

Pangan, Departemen Pertanian, Jakarta.  

 

Badan Ketahanan Pangan. 2006. Laporan Kinerja Ketahanan Pangan 

2005. Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, 

Jakarta. 

 

_____________________________. 2007. Laporan Kinerja 

Ketahanan Pangan 2006. Badan Ketahanan Pangan, 

Departemen Pertanian, Jakarta. 

 

_____________________________. 2009. Perkembangan Beberapa 

Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia. Badan Pusat 

Statistik. Jakarta 

 

Biro Hukum dan Humas Departemen Pertanian. 2003. Menjelang 100 

Tahun Departemen Pertanian. Biro Hukum dan Humas 

Departemen Pertanian, Jakarta. 

 

Hanani, Nuhfil AR. 2009. Paradigma Ketahanan Pangan Indonesia. 

Didownload pada bulan Juli 2009. 

 



 

Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia 135 

Santosa, Dwi Andreas. 2008. Krisis Pangan dan Kebangkitan Petani. 

Kompas, 13 Juni 2008. 

 

Santosa, Dwi Andreas. 2009. Ketahanan Vs Kedaulatan Pangan. 

Kompas, 13 Januari 2009, didownload pada bulan Oktober 

2009 dari http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/34-

ekonomi-bisnis/737-ketahanan-vs-kedaulatan-pangan.pdf. 

 

Setdal Bimas. 1991. Dinamika Proses Gerakan Partisipasi Masyarakat 

Tani dalam Program Bimas Menuju Tahap Tinggal Landas: 

Perubahan dari Gerakan Terpimpin dari Atas menuju Gerakan 

Murni Masyarakat Tani. Setdal Bimas, Jakarta. 

  

Suryana, Achmad. 2003. Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan 

Ketahanan Pangan. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) 

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 

  

________________. 2004. Kemandirian Pangan Menuju Ketahanan 

Pangan Berkelanjutan. Lembaga Informasi dan Studi 

Pembangunan Indonesia (LISPI), Jakarta. 

 

________________. 2008. Menelisik Ketahanan Pangan, Kebijakan 

Pangan, dan Swasembada Beras. Pengembangan Inovasi 

Pertanian, 1(1), hal. 1-16, Jakarta. 

 

Tim Pengkajian Kebijakan Perberasan Nasional. 2001. Bunga Rampai 

Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan 

Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-

UI), Jakarta. 

 

Yayasan Obor Indonesia. 1987. Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia. 

Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 

 

 

 

http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/34-ekonomi-bisnis/737-ketahanan-vs-kedaulatan-pangan.pdf
http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/34-ekonomi-bisnis/737-ketahanan-vs-kedaulatan-pangan.pdf

